
N DAERAH KO A BAUBAU 

MOR: J--TAHUN °023 

TENT ANG 

PENGE OLAAN KEUANG I 
DENGAN MAT TUHAN Yt 

ALIKOTABAUB U, 
a. rangka penye� 

p.ggaraan pemerintahan daerah, 
Pemerintah Kota Baubau me iliki tugas dan tanggung jawab 
untuk men atur dan mengui s sendiri urusan pemerintahan 
daerah me urut otonomi dan .ugas pembantuan; 

b. bahwa untt k mewujudkan J sejahteraan masyarakat melalui 
peningka daya saing daer1 denganmemperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, k adilan dalam sistem Negara 
Kesatuan epublik Indonesi ; diperlukan sistem Pengelolaan 
Keuangan aerah; l 

c. bahwa ber asarkan ketent · Pasal 3 huruf a Peraturan 
Menteri D am Negeri Nomorl · 7 Tahun 2020 ten tang Pedoman 
Teknis Pe gelolaan Keuan Daerah, peraturan daerah 

I I 

tentang engelolaan keu . gan daerah paling lambat 
ditetapkan ahun 2022; I 

d. bahwa be dasarkan pe� angan sebagaimana dimaksud 
pada huru a dan huruf b, I1j1 · a perlu menetapkan Per1;tturan 
Daerah ten g Pengelolaan euangan Daerah. 

1. Pasal 18 yat (6) 

UndangJ1 

'ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia ahun 1945; , 

2. Undang-U dang Nomor 13 1] un 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau- au (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 
2001 No or 93, Tambah1 Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 4120); 1. 

3. Undang-U dang Nomor 23 un 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( mbaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24 , Tambahan Lem1 aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 558 ), sebagaimana tf ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan U dang-Undang N imor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan � a Pemerintah Pusat dan 
Pemerin an Daerah (Lemf ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 202 Nomor 4, Tamb an Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 6757); 

Mengingat 

Menimbang 
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4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola , (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T un 2019 Nomo 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In onesia Nomor 63! ;;!); 

5. Peraturan Pemerintah No or 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan tas Peraturan Pi 1 

: erintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pe gelolaan Barang : ilik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Rep blik Indonesia T un 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran egara Republik I onesia Nomor 6523); 

6. Peraturan enteri Dalam ,egeri Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pe. oman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Rep blik Indonesia Ti iun 2016 Nomor 547). 

Den an Persetujuan B rsama 
I . 

DEWAN PERWAK LAN RAKYAT DA RAH KOTA BAUBAU 

dan I: 
WALIKOTABAUB U 

MEMlITUS,: 
Menetapkan: PERATURAN AERAH TENTA G PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH. 

aan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakil Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pe bantuan denganl prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsi Negara Kesatu� Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undan -Undang Dasar N 

1

gara Republik Indonesia Tahun 
1945. -1 : 
Pemerintah Daerah a alah Wali Kotaj : sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah y g memimpin p .ili:sanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenang Daerah. 

4. 

5. 

BABI 
KETENTUAN UM M 

Pasal 1 T 
Dalam Peraturan Daerah ini y g dimaksud def :an: 
1. Pemerintah Pusat, sel jutnya disebuf pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia y g memegang k : uasaan pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indon sia sebagaimana imaksud dalam Undang-Undang 

I 

Dasar Negara Republik I donesia Tahun 1 ,5; 
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disl but Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yan mempunyai bat1 -batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus rusan Pemerint 1 'an dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prak sa sendiri berdaJ : kan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan epublik Indonesi1 

: 

3. Daerah adalah Kota Bau 
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Gubernur adalah Gube ur Sulawesi Teng 
Kepala Daerah adalah W i Kota Baubau. 

6. ra. 
I 

I 
Dewan Perwakilan R t Daerah Kota aubau yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Lemba a Perwakilan akyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerin an daerah. I 

9. Sekretaris Daerah adal Sekretaris Daer , . Kota Baubau. 
10. Keuangan Daerah adal semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Peme · tahan Daerah y I g dapat dinilai dengan uang serta 
I 

segala bentuk kekaya yang dapat dij dikan milik Daerah berhubung 
dengan hak dan kewajib Daerah tersebli . 

I 
11. Peraturan Daerah yan selanjutnya d sebut Perda adalah Peraturan 

perundang-undangan y ng dibentuk ol h Wali Kota Baubau dengan 
persetujuan bersama DP D Kota Baubau.1 

. 
12. Peraturan Wali Kota ad ah Peraturan Wali Kota Baubau. 
13. Pengelolaan Keuangan aerah adalah ke' eluruhan kegiatan yang meliputi 

I I perencanaan, penganran, pelaksana , penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, d pengawasan Ke I gan Daerah. 

14. Anggaran Pendapatan d Belanja Daeratl yang selanjutnya disingkat APBD 
I 

adalah rencana keu gan tahunan d erah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. I 

15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasa pemerintahaan yang menjadi 
I kewenangan Presiden ang pelaksanaan ya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelen ara Pemerintali Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayak , dan menyejaht rakan masyarakat. 

16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah u1 
, san Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh se ua daerah. 
17. Urusan Pemerintahan ilihan adalah usan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh da rah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 
18. Satuan Kerja Perangak t Daerah yang ��Janjutkan disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daer pada Pernerin ah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan d erah. 

7. 
8. 

19. Satuan Kerja Pengelola euangan Daerah ang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah unsur penunj g Urusan Pemeri tahan pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan Pen elolaan Keuangruli Daerah, 

20. Unit SKPD adalah bagi SKPD yang mei : sanakan 1 (satu) atau beberapa 
Program. 

21. 

22. 

23. 

Unit Organisasi Bersifa Khusus adalahj unit organisasi yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan perundang-u dangan yang memiliki fungsi 
memberikan layanan se ara profesional. I 
Pengguna Anggaran yan selanjutnya disi gkat PA adalah pejabat pemegang 

I 
kewenangan pengguna anggaran untu melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya 
Kuasa Pengguna Anggf yang selanjut ya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa unt k melaksanakani sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian gas dan fungsi . PD. 
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jutnya disingkat TAPD adalah 
�anakan kebijakan Wali Kata 
I 

Pejabat Pengelola Keuang Daerah yang se jutnya disingkat PPKD adalah 
kepala SKPKD yang memp nyai tugas mel4 anakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendah ra Umum Daerahl. 
Bendahara Umum Daer yang selanjutny disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kap sitas sebagai BUTI{ 
Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pl iabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. I 
Pejabat Pelaksana Teknis egiatan yang sel jutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada Unit SKPD y g melaksanak:j 1 (satu) atau beberapa Kegiatan 
dari suatu Program sesuai dengan bidang tu asnya. 
Pejabat Penatausahaan euangan Org I sasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PP SKPD adalah peJlbat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pad SKPD. I 
Bendahara Penerimaan dalah pejabat y , g ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakari dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah alam rangka pel I sanaan APBD pada SKPD. 

I 

Bendahara Pengeluaran adalah pejaba I yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, me ayarkan, I menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabk uang untuk klerluan Belanja Daerah dalam 
rangka pelaksanaan APB�lpada SKPD. 
Pegawai Aparatur Sipil ry_egara yang sel [utnya disingkat Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipf dan pegawai pe I erintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepeg aian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerin hlan atau diserahi I ugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan pe undang-undanga . 
Badan Usaha Milik Daer yang selanjutny , disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau ebagian besar mo�alnya dimiliki oleh daerah. 
Penerimaan Daerah adal uang yang mas I ke kas daerah. 
Pengeluaran Daerah adal uang yang kelu dari kas daerah. 
Pendapatan Daerah ad ah semua hakl daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan ersih dalam perio e tahun anggaran berkenaan. 
Transfer ke Daerah yan selanjutnya diJ,ngkat TKD adalah dana yang 
bersumber dari APBN d merupakan b�gian dari belanja negara yang 
dialokasikan dan disalurkan kepada daeti!ili untuk dikelola oleh daerah 
dalam rangka mendanai penyelenggara Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daer . I 
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disin rkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapat tertentu APBN } 1 ng dialokasikan kepada daerah 
pe�ghasil berdasarkan an ka persentase te �

1 �ntu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara 'ernerintah Pusat dan Daerah. 
Dana Alokasi Umum y g selanjutnya di ingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yan� dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuaif keuangan an; daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam angka pelaksanaa desentralisasi. 

29. 

32. 

34. 
35. 
36. 

31. 

37. 

38. 

33. 

28. 

39. 

30. 

26. 

25. 

27. 

24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sel 
tim yang bertugas menyi pkan dan mel 
dalam rangka penyusunan APBD. 
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aran Satuan rja Perangkat Daerah, yang 
SKPD adalah clJ kumen yang memuat rencana 

SKPD atau do , men yang memuat rencana 
bi I Pem iayaan SK! D yang melaksanakan fungsi 

Dana Alokasi Khusus y g selanjutnya di "
1

ngkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapa APBN yang dial I asikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk embantu men· ai Kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Peme tahan yang menJ di kewenangan daerah. 

I 
Belanja Daerah adalah s mua kewajiban l merintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai ekayaan bersih . alam periode tahun anggaran 
bersangkutan. 
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang erlu dibayar kembali dan/ a tau 
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 
bersangkutan maupun pa a tahun-tahun � aran berikutnya. 
Pinjaman Daerah adalah embiayaan utang aerah yang diikat dalam suatu 
perjanjian pinjaman d bukan dalam · entuk surat berharga, yang 
mengakibatkan daerah m nerima sejumlali uang atau menerima manfaat 
yang bernilai uang dari pihak lain, sehi1 gga daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membay kembali. 
Utang Daerah yang selan utnya disebut g adalah jumlah uang yang 
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atam kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai den an uang berdJ arkan Peraturan perundang­ 
undangan, perjanjian, ata berdasarkan seb1 b lainnya yang sah. 
Pemberian Pinjaman Dae ah adalah bentu investasi Pemerintah Daerah 
pada Pemerintah Pusat, P merintah Daerahl ainnya, Badan Layanan Umum 
Daerah milik Pemerintah aerah lainnya, B an Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, kop rasi, dan masy akat dengan hak memperoleh 
bunga dan pengembalian okok pinjaman. 
Dana Cadangan adalah d a yang disisihk : untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana , an sarana daer I yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun angg an. J Beban adalah penurunan anfaat ekonomi tau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunk ekuitas atau lai kekayaan bersih yang dapat 
berupa pengeluaran atau onsumsi aset ata6 timbulnya kewajiban. 
Rencana Pembangunan Jangka MenenJ . Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perenc naan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. I 
Rencana Pembangunan T unan Daerah y g selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selari� · tnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan da ah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Kebijakan Umum APBD g selanjutnya I isingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan b dang pendapatan', belanja, dan Pembiayaan serta 
asumsi yang mendasariny untuk periode 1 ( atu) tahun. 
Prioritas dan Plafon Angg an Sementara i, g selanjutnya disingkat PPAS 
adalah Program prioritas dan batas maks mal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat daerah ntuk setiap progr m dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan Rene a Kerja dan I aran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

40. 

47. 

46. 

43. 

49. 

45. 

48. 

44. 

50. 

42. 

41. 

51. 

52. Rencana Kerja dan An 
selanjutnya disingkat R 
pendapatan dan belanja 
pendapatan, belanja, d 
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sebagai dasar penyusunan yang digunak 

I Kerangka Pengeluaran J gka Menengah a alah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebijakan de· gan pengambi18j .keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam erspektif lebih d · · 1 (satu) tahun anggaran dan 
mempertimbangkan imp· asi biaya akibatl feputusan yang bersangkutan 
pada tahun berikutnya y g dituangkan dalar prakiraan maju. 
Program adalah bentuk in trumen kebijak : yang berisi 1 (satu) atau lebih 
Kegiatan yang dilaksan±an oleh Organ sasi Perangkat Daerah atau 
masyarakat yang dikoordi asikan oleh Pem rintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan pemb gunan daerah. , 

' Kegiatan adalah bagian d i Program yang ilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa Satuan Kerja P rangkat Daerah ebagai bagian dari pencapaian 
Sasaran terukur pada sua u Program dan tk 'diri dari sekumpulan tindakan 

' pengerahan sumber daya baik yang be a personil atau sumber daya 
manusia, barang modal termasuk perala , dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa tau semua jeniJ �umber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk menghasi I an Keluaran dal : bentuk barang/jasa. 
Kegiatan Tahun Jamak ad ah kegiatan yan ldianggarkan dan dilaksanakan 

melalui kontrak tahun j� k. . 
Keluaran adalah barang atau jasa yang ihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk men ukung pencapai : Sasaran dan tujuan Program 
dan kebijakan. I , 
Hasil adalah segala sesua yang mencermi kan berfungsinya Keluaran dari 
Kegiatan dalam 1 (satu) Pr gram. 
Sasaran adalah Hasil yan diharapkan da : suatu Program atau Keluaran 
yang diharapkan dari suat Kegiatan. 1 

I 

Kinerja adalah Keluaran/ asil dari Program ,Kegiatan yang akan atau telah 
dicapai sehubungan den penggunaan 1 : ggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 
Kas Umum Daerah ah tempat pen ;impanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Wali Ko untuk menarnpu ' g seluruh Penerimaan Daerah 
dan membayar seluruh Pe geluaran Daerah[ 
Rekening Kas Umum Da rah adalah reke I ing tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Wali Ko , untuk menampung seluruh 

' Penerimaan Daerah dan ]embayar seluru engeluaran Daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
Dokumen Pelaksanaan :T:ggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DP�l�KPD adalah do 'men yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau okumen yang mJ : uat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang elaksanakan fu1 

gsi Bendahara Umum Daerah 
yang digunakan sebagai dasar pelaksari 'an anggaran oleh Pengguna 
Anggaran. I : 
Surat Penyediaan Dana ang selanjutnya I' �s1ngkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan terse ianya dana seb gai dasar penerbitan Surat 
Permintaan Pembayaran a s pelaksanaan A BD. 

Bendahara Umum Daer 
rancangan APBD. 

58. 

63. 

62. 

59. 

64. 

56. 

55. 

57. 

61. 

60. 

53. 

54. 
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77. 

70. 

75. 

74. 

71. 

76. 

73. 

72. 

65. Surat Permintaan Pemb aran yang sel jutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang digunakan ntuk mengajuk lpermintaan pembayaran. 

66. Uang Persediaan yang se jutnya disingk UP adalah uang muka kerja 
dalamjumlah tertentu yan diberikan kepa� Bendahara Pengeluaran untuk 
membiayai Kegiatan opera ional pada Satua Kerja Perangkat Daerah/Unit 
Satuan Kerja Perangkat aerah dan/atau[ untuk membiayai pengeluaran 
yang menurut sifat dan tujuannya tid mungkin dilakukan melalui 
mekanisme Pembayaran gsung. I 

67. Pembayaran Langsung y g selanjutnya di ingkat LS adalah Pembayaran 
I 

Langsung kepada Bendah a Pengeluaran/ enerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tug s, dan/atau suri 1 perintah kerja lainnya melalui 
penerbitan Surat Perintah , embayar Langstl g. 

68. Tambahan Uang Persedia yang selanjutn! � disebut TU adalah tambahan 
uang muka yang dibe · an kepada Een1 ahara Pengeluaran/Eendahara 
Pengeluaran pembantu tuk membiayai engeluaran atas pelaksanaan 
APED yang tidak cukup ,idanai dari uang ersediaan dengan batas waktu 
dalam 1 (satu) bulan. 

69. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya isingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan untuk enerbitan Surat erintah Pencairan Dana atas 
beban pengeluaran DPA S PD. 
Surat Perintah Membay UP yang selanj tnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

I 
atas beban pengeluaran PA SKPD yang d·pergunakan sebagai UP untuk 
mendanai Kegiatan. 
Surat Perintah Membayar 

I 
anti Uang Perse iaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang digunakan I ntuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas J:ieban pengeluar I DPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang tel 1 · dibelanjakan. 
Surat Perintah Mernbayaf TU yang selanj tnya disingkat SPM-TU adalah 
dokumen yang digunak�I untuk penerbitari Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran D A SKPD, karena/ ebutuhan dananya tidak dapat 
menggunakan Pembayar Langsung dan U ng Persediaan. 
Surat Perintah Membay Langsung yaJ selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang di nakan untuk pe9 rbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana atas beban pengelu an DPA SKPD ke ada pihak ketiga. 
Surat Perintah Pencair Dana yang sel 1,jutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar peri. airan dana atas Beban APED. 
Barang Milik Daerah yan selanjutnya disin kat EMD adalah semua barang 
yang dibeli atau diperole 

I 
atas Beban AP1 D atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. I 
Sisa Lebih Perhitungan ggaran yang sel jutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi pene imaan dan pengd uaran anggaran selama 1 (satu) 
periode anggaran. I ' 
Piutang Daerah adalah ju lah uang yang ajib dibayar kepada Pemerintah 
Daerah dan/atau hak Pe erintah Daerah / ang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanji atau akibat t · nya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-und gan atau akibaJ ainnya yang sah. 
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78. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publi untuk memenuhi kebutuhan 

alah prinsip, dasar, konvensi, 
h Pemerintah Daerah sebagai 
laporan keuangan Pemerintah 
na laporan keuangan dalam 
keuangan terhadap anggaran, 

dasar warga negara. 
Standar Pelayanan Mini an mengenai jenis dan mutu 
Pelayanan Dasar yang me pakan Urusan Ii' merintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga neg a secara minim . 
Badan Layanan Umum aerah yang sel , [utnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan leh Satuan Kerj Perangkat Daerah atau Unit 
Satuan Kerja Perangkat D erah pada Satu Kerja Perangkat Daerah dalam 
memberikan pelayanan k pada masyarakEi yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan euangan sebag I pengecualian dari ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Da rah pada umumn. a. 
Anggaran Kas adalah pe kiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkira arus kas kelu I untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna me danai pelaksana1 APBD dalam setiap periode. 

I 
Standar Akuntansi Peme intahan yang sel jutnya disingkat SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi ang diterapkan di am menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. I 
Kebijakan Akuntansi Pe rintah Daerah j 
aturan dan praktik spesi ik yang dipilih o 
pedoman dalam menyusu dan menyajik I 

Daerah untuk memenuhi kebutuhan pen 
rangka meningkatkan ket bandingan lapor 
antar periode maupun an entitas. 
Sistem Akuntansi Peme iritah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 
adalah rangkaian sistema;tik dari prosedur penyelenggara, peralatan dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi ak1 ntansi sejak analisis transaksi 

I 
sampai dengan pelaporan keuangan di ling ngan organisasi Pemerintahan 
Daerah. 
Bagan Akun Standar y g selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi · euangan yang disusun secara 
sistematis sebagai pedom dalam pelaks naan anggaran dan pelaporan 
keuangan Pemerintah Dae ah. 
Badan Pemeriksa Keuang yang selanjutn · disingkat BPK. 
Harl adalah hari kerja. 

84. 

86. 
87. 

81. 

83. 

79. 

82. 

85. 

80. 

'· 

Pasal 2 

dan retribusi daerah serta 

Urusan Pemerintahan daerah 

ngut pajak daer 

I enyelenggarakan 
ketiga; 

Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak daerah untuk mem 

melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk 

dan membayar tagihan pih 
c. Penerimaan Daerah; 
d. Pengeluaran Daerah; 
e. kekayaan daerah yang di elola sendiri atay oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, arang, serta hakl, lain yang dapat dinilai dengan 
uang, termasuk kekayaan aerah yang dipisa'.1 kan; dan/ a tau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pd erintah Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas Pe erintahan Daerail clan/ atau kepentingan umum. 
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Pasal 3 

(1) Pengelolaan Keuangan Dae ah dilakukan s eara tertib, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan b rtanggung jawab I dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan, manfa t untuk masyarl, at, serta taat pada ketentuan 
peraturan perundang-und an. 

• (2) Pengelolaan Keuangan D erah sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 
diwujudkan dalam APBD. I : 

(3) APBD sebagaimana dimaks d pada ayat (2) m rupakan dasar bagi Pemerintah I I 
Daerah untuk melakukan P nerimaan dan Pea eluaran Daerah. 

BAB II 
Pen elola Keuangan D erah 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekua aan Pengelolaan euangan Daerah 

Pasal 4 

)3D, rancangan Perda tentang 
• 

: tentang pertanggungjawaban 

kekuasaan Pen elolaan Keuangan Daerah dan 
dalam kepem 'iikan kekayaan daerah yang 

Perda tentang 
rancangan Perd 

bersama; 
b. mengajukan rancangan 

perubahan APBD, dan 
pelaksanaan APBD; 

f. 

I 

c. menetapkan Perda tent g APBD, ranc · gan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan erda tentang pci tanggungjawaban pelaksanaan I . 
APBD yang telah menda at persetujuan bl sama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan t rkait Pengelolaan . euangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang s . gat dibutuhkan oleh Daerah 
dan/ atau masyarakat; 
menetapkan kebijakan p ngelolaan APBD; 

( 1) W ali Kata selaku pemegan 
mewakili Pemerintah Daer 
dipisahkan. . 

(2) Pemegang kekuasaan Peng olaan Keuangan I aerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berwenang: 
a. menyusun dan mengajjkan rancangan � rda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perub an APBD, d • rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pe aksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas . 

g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara enerimaan dan B ridahara Pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat y g bertugas melakl kan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah; I . 
j. menetapkan pejabat g bertugas mela. kan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah; 1 · 
k. menetapkan pejabat yan bertugas melak I an pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembay an; I , 
I. menetapkan pejabat I · nya dalam rangk · Pengelolaan Keuangan Daerah 

sesuai peraturan perund g-undangan; dd' 
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dengan ketentuan peraturan m. melaksanakan kewen 
perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan keku saan sebagaim 
1 

• dimaksud pada ayat (1), Wali 
Kota melimpahkan seba · atau seluru , kekuasaannya yang berupa 
perencanaan, penganggar , pelaksanaan, I enatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keu gan Daerah kepada Pejabat 
Perangkat Daerah. I . 

(4) Pejabat Perangkat Daerah s bagaimana dimak ud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selak koordinator Pen' elolaan Keuangan Daerah; 
b. Kepala SKPKD selaku P KD; dan 
c. Kepala SKPD selaku PA. 

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) didasarkan pad prinsip pemis I an kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, menerima, ata: , mengeluarkan uang. 

(6) Pelimpahan kekuasaan s agaimana dima sud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan keputusan Wali Ko 

Pasal 5 

(1) Wali Kota selaku wakil P merintah Daeral( dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan ebagaimana dim1 ksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berkedudukan sebagai pe ilik modal pada P 'rusahaan Umum Daerah atau 
pemegang saham pada Pers roan Daerah. I : 

(2) Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wa 'l Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daer yang dipisah 11;1 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan se uai dengan ke ntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Kedua , 
' Koordinato Pengelolaan Keua gan Daerah 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Daerah koordinator Pi rigelclaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dal Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas : 
a. Melakukan koordinasid lam Pengelolaan i uangan Daerah; 
b. Melakukan koordinasi d bidang penyusun rancangan APBD, rancangan 

perubahan APBD, d rancangan pe� · nggungjawaban pelaksanaan 
APBD; 

I• 

c. Melakukan koordinasi p nyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. Memberikan persetuju pengesahan DPd KPD; 
e. Melakukan koordinasi elaksanaan tugas 'lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah uai dengan kei ntuan peraturan perundang- 
undangan; dan 

f. Memimpin TAPD. 
(2) Dalam melaksanakan tu asnya sebagaim 

1 
• a dimaksud pada ayat (1), 

koordinator Pengelolaan K uangan Daerah ertanggung jawab kepada Wali 
Kota. 
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Bagian Ketiga 
PPKD 

Pasal 7 

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas: 
i 

akan kebijakan f :ngelolaan Keuangan Daerah; 
erda tentang A BD, rancangan perda tentang 
rancangan perd , tentang pertanggungjawaban 

a. menyusun dan melaks 
b. menyusun rancangan 

perubahan APBD, d 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemun tan Pendapatan aerah yang telah diatur dalam 

fungsinya selak BUD sebagaimana dimaksud 
ang: I: 
pedoman pelaks ' aan APBD; 

I : 
pelaksanaan AP D; 

I ' teknis pelaksan , an sistem penenmaan dan 

ketentuan peraturan dengan sesuai lainnya 

c. melakukan pengendali 
d. memberikan petunjuk 

pengeluaran kas daerah 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

Perda; 
d. melaksanakan fungsi B 
e. melaksanakan tugas 

perundang-undangan. 
(2) PPKD dalam melaksanak 

pada ayat ( 1) huruf d berwe 
a. menyusun kebijakan d 
b. mengesahkan DPA SKP 

emberian jaminan atas nama pinjaman 
f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksana 

Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan sistem untansi dan pelap ran Keuangan Daerah; 
i. menyajikan informasi ke angan daerah; di ' 

I j. melakukan pencatatan dan pengesah , dalam hal penerimaan dan 
I 

Pengeluaran Daerah esuai Peraturaf: perundang-undangan, tidak 
dilakukan melalui Reke ing Kas Umum D erah. 

(3) Selain kewenangan seba aimana dimakd .d pada ayat (2), terdapat 
kewenangan lain, yaitu: 
a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran k 
c. melakukan pembayaran elalui penerbitan SP2D; 
d. membuka rekening kas 
e. membuka rekening pene imaan; 
f. membuka rekening peng luaran; dan 

g. menyusun laporan ke angan yang m rupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. I , 

(4) Dalam pengelolaan investa i sebagaimana ct· aksud pada ayat (3) huruf a, 
PPKD harus memperhatik perolehan m faat ekonomi, sosial dan/ a tau 
manfaat lainnya sebagai aki at langsung dari nvestasi tersebut. 

(5) Dalam hal kewenangan pemungutan p 'ak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan Y: 'tentuan peraturan perundang­ 
undangan dapat melaksan an pemungutan I ajak daerah. 
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(6) Dalam hal kewenangan me 
(3) huruf a dipisahkan d 
peraturan perundang-und 

Pasal 8 

, agaimana dimaksud pada ayat 
I ' KD, SKPD sesuai ketentuan 
I akan pengelolaan investasi. 
I 
' I 

(1) PPKD selaku BUD mengus lkan pejabat di l ngkungan SKPKD kepada Wali 
Kota untuk ditetapkan seba ai Kuasa BUD. I , 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada]' ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. I ! 

(3) Kuasa BUD sebagaimana di aksud pada ayat (1) bertugas: 
a. menyiapkan Anggaran 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksana penerimaan dan . pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keu gan lainnya yan� elah ditunjuk; 
e. mengusahakan dan me .gatur dana yan1 1 cl : 

iperlukan dalam pelaksanaan 
APBD; 

f. menyimpan uang daer , 
1 

g. melaksanakanpenempa uang daerah an mengelola/menatausahakan 
investasi; l : 

h. melakukan pembayar berdasarkan p :mintaan PA/KPA atas Behan 
APBD; I: 

i. melaksanakan Pembe ian Pinjaman D erah atas nama Pemerintah 
Daerah; I I 

j. melakukan pengelolaan tang dan Piutan Daerah; dan 
k. melakukan penagihan P utang Daerah. I : 

(4) Dalam pengelolaan kas, Ku sa BUD bertugasj 
a. menyiapkan anggaran s dilakukan deii : an menghimpun dan menguji 

anggaran kas yang disus n Kepala SKPD � :tuk ditetapkan oleh BUD; 
b. melakukan penyisihan iutang tidak te I agih dalam mengelola piutang 

menatausahakan penyi ihan dana ber lir yang tidak tertagih atas 
investasi; dan I , 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan ; pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran yang tidak elalui RKUD. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana d maksud pada ay : (1) bertanggung jawab kepada 
PPKD selaku BUD. 

Pasal 9 

(1) Wali Kota atas usul BUD d pat menetapkan bih dari 1 (satu) Kuasa BUD di 
lingkungan SKPKD dengan ertimbangan be� I an jumlah uang yang dikelola, 
be ban kerja, lokasi, dan/ a u rentang kendali. 

(2) Pertimbangan atas besar jumlah uang yd g dikelola, be ban kerja, lokasi 
dan/atau rentang kendali y ng kriterianya diJ tapkan Wali Kota. 

I Bagian Keempat 
PA 

Pasal 10 
(1) Kepala SKPD selaku PA b rtugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 
12 



atas beban 

f. 

anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggar SKPD yang dip[ · pinnya; 
e. melakukan pengujian tas tagihan dan emerintahkan pembayaran; 

melaksanakan pemun tan retribusi dal ah; 
g. mengadakan ikatan/ erjanjian kerja J a dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang t lah ditetapkan; 

b. menyusun DPA SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakib an pengeluaran 

I 

h. menandatangani SPM 
1. 

j. 

mengelola Utang dan Piutang Daerah 
SKPD yang dipimpinn a; 
menyusun dan m yampaikan la� 
dipimpinnya; _I 

k. mengawasi pelaksana anggaran SKPDI 
I. menetapkan PPTK 

d�PPK 
SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam S 
rangka Pengelolaan Ke angan Daerah; 

yang menjadi tanggung jawab 

ran keuangan SKPD yang 

PD yang dipimpinnya dalam 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai 'dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Selain tugas sebagaiman dimaksud pada yat (1), kepala SKPD selaku PA 
mempunyai tugas lainnya 
a. menyusun anggaran k 
b. melaksanakan pemun utan lain-lain pen. apatan asli daerah; 

I 
c. menyusun dokumen n skah perjanjian ibah daerah; 
d. menyusun dokumen p mberian bantu311- sosial; 
e. menyusun dokumen ermintaan penge ahan pendapatan dan belanja 

atas penerimaan d pengeluaran ctJ rah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang ndangan tidak I ilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah, B D melakukan I j::>encatatan dan pengesahan 
Penerimaan dan Peng uaran Daerah tej ebut; dan 

f. menyusun dan m yampaikan lap ran keuangan SKPD yang 
dipimpinnya kepada P KD selaku BUD.l 

(3) Kepala SKPD selaku PA b rwenang: 
a. menandatangani dok men permintaa pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerim an dan pengeIJ an daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang- ndangan. I 

b. menandatangani doku en naskah perj rlian hibah daerah; 
c. menandatangani doku en pemberian b tuan sosial; 

I . 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan ke angan daerah; d n 
e. menetapkan Pembant Bendahara Pen rimaan, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran dan Pe bantu Bendaharf 
, Pengeluaran Pembantu sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undan .. 

13 



g menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan 
n sampai deng selesainya kewajiban tersebut 

I peraturan perq dang-undangan. 
mengelola piuf g daerah yang menjadi hak 

Dalam hal dibentuk S D tersendiri ng melaksanakan wewenang 
melaksanakan pemungu pajak daerah I ;A melaksanakan pemungutan 
pajak daerah sesuai deng ketentuan perattran perundang-undangan. 
Kepala SKPD selaku PA engelola utang d I piutang daerah yang menjadi 
tanggung jawab SKPD yang dipimpin1 

ya merupakan akibat yang 
ditimbulkan dari pelaksan an DPA SKPD. I 
Kepala SKPD selaku PA engelola utang rg menjadi kewajiban kepada 
pihak lain sebagai akibat: 

' a. pekerjaan yang telah s lesai pada tahun rggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan aki at pemberian �esempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyele aikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 
anggaran sesuai deng ketentuan perat ran perundang-undangan; 

c. akibat putusan peng dilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; dan 

(4) 

d. kewajiban lainnya y 
pada APBD setiap tah 
sesuai dengan ketentu 

Kepala SKPD selaku KP 
daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau pe · tan; 
b. berdasarkan ketentu peraturan peru dang-undangan; 
c. akibat putusan pen adilan yang tel, 1 

mempunyai kekuatan hukum 
tetap; dan 

d. piutang lainnya yan menjadi hak SrD sesuai dengan ketentuan 
undangan. 

(8) PA bertanggung jawab a s pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) k1 1pada Wali Kota rriilalui Sekretaris Daerah. 

(9) Dalam hal mengadakan ikatan untuk 
pJpgadaan 

barang dan jasa, PA 
bertindak sebagai pejabjt pembuat komi1 

' en sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un angan. 

(10) 
pegawai yang memiliki ompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat 
pembuat komitmen ata agen pengada! 1 

sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(11) Berdasarkan pertimban an beban kerj , Sekretaris Daerah dapat 
• I 

melimpahkan pada kepal bagian selaku KRI untuk melakukan pengelolaan 
keuangan. 

(12) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud ada ayat (1) kep1tla Wali Kota melalui Sekretaris 

(7) 

(6) 

(5) 

Daerah. 
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Bagian Kelima 
KPA 

Pasal 11 
' (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewen hgannya kepada kepala Unit 

SKPDselaku KPA. I : 
(2) Pelimpahan kewenangan ebagaimana dim ,sud pada ayat (1) berdasarkan 

I 
pertimbangan besaran an aran kegiatan, Jo asi, dan/atau rentang kendali. 

(3) Pelimpahan kewenangan ebagaimana diJ ksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Wali Kota atas usu! k ala SKPD. I : 

(4) Pelimpahan kewenangan s bagaimana dim4 ud pada ayat (1) meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakiba kan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggar Unit SKPD yang lipimpinnya: 
c. melakukan pengujian as tagihan dan J merintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/pe [anjian kerja sam · dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah di etapkan; I 
e. melaksanakan pemun tan retribusi dae ah; 
f. mengawasi pelaksana , anggaran yang enjadi tanggung jawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas A lainnya sesJ · dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. I : 
(5) Dalam melaksanakan kew nangan sebagaim na dimaksud pada ayat (4) KPA 

bertanggungjawab kepada PA. 

Bagian Keenam · 
PPTKSKPD 

Pasal 12 

(1) PA/KPA dalam melaksan an Kegiatan men tapkan pejabat pada SKPD/Unit 
SKPD selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimak ud pada ayat (1 'bertugas membantu tugas dan 
wewenang PA/KPA. , 

(3) Dalam melaksanakan tug dan wewenang 11bagaimana dimaksud pada ayat 
(2), PPTK bertanggungjaw b kepada PA/KPA, 

Pasal 13 

(1) Penetapan PPTK sebagaim a dimaksud dal Pasal 12 ayat (1) berdasarkan 
pertimbangan kompetensi [abatan, besaran mggaran kegiatan, beban kerja, 
lokasi, rentang kendali, an/ a tau pertim angan objektif Jainnya yang 
kriterianya ditetapkan W Kota. I 

(2) PPTK sebagaimana dimak ud pada ayat (�) merupakan Pegawai ASN yang 
menduduki jabatan strukt ral sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam ha! tidak terdapat egawai ASN yanl ; menduduki jabatan struktural, 
PA/KPA dapat menetapk pejabat fungsio I al selaku PPTK yang kriterianya 
ditetapkan Wali Kota. 
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-SKPD sebagaimana dimaksud 
elaksanakan fungsi tata usaha 

Bagian Ketuj 
PPKSKPD 

Pasal 14 

(1) Kepala SKPD selaku P menetapkan P 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk 
keuangan pada SKPD. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. melakukan verifikasi PP-UP, SPP-GU, PP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang iajukan oleh Ben ahara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; I 
c. melakukan verifikasi I poran pertanggu gjawaban Bendahara Penerimaan 

dan Bendahara Pengel aran; 
d. melaksanakan fungsi untansi pada S D; dan 
e. menyusun laporan ke angan SKPD. 

(3) PPK-SKPD sebagaimana imaksud pada a at (1) tidak merangkap sebagai 
pejabat dan pegawai yang bertugas melaku� pemungutan pajak daerah dan 

I 
retribusi daerah, Bendah a Penerimaan, B ndahara Pengeluaran, dan/ atau 
PPTK. I 

Bagian Kedelap 
PPK UnitSKP 

Pasal 15 

(1) Dalam hal PA melimpah an sebagian kew nangannya kepada KPA karena 
pertimbangan sebagaim a dimaksud I alam Pasal 11 ayat (2), PA 
menetapkan PPK Unit SKPD untuk rri laksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKP 1• I 

(2) PPK Unit SKPD sebagaim na dimaksud pa ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi PP-TU dan SPP beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Be dahara Pengelu an pembantu; 
b. menyiapkan SPM-TU an SPM-LS, berdi sarkan SPP-TU dan SPP-LS yang 

diajukan oleh Bendah a Pengeluaran pl mbantu; dan 
c. melakukan verifikasi I poran pertanggu I gjawaban Bendahara Penerimaan 

I ' pembantu dan Bend ara Pengeluaran mbantu. 

I 
Bagian Kesembif, : 

erimaan dan Ben ahara Pengeluaran 

Pasal 16 

(1) Wali Kotamenetapkan B ndahara Penerim an untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam Fgka pelaksJ 1 

anggaran pendapatan pada 
SKPDatas usul PPKD sel BUD. 

(2) BendaharaPenerimaan se agaimana dim , ud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang menerim , menyimpan, m: nyetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah, menatausah dan memp tanggungjawabkan Pendapatan 
Daerah yang diterimanya. 
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(3) Selain tugas dan wewenan sebagaimana di 
Penerimaan memiliki tugas dan wewenang la 
a. meminta bukti transak i atas pendapa 

RKUD; 

aksud pada ayat (2), Bendahara 
1nya paling sedikit yaitu: 
1yang diterima langsung melalui 

b. melakukan verifikasi d n rekonsiliasi de gan bank yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah; 

c. meneliti kesesuaian yang diterima dengan jumlah 
yang telah ditetapkan; 

d. menatausahakan dan empertanggungja abkan pendapatan daerah yang 
diterimanya; dan 

e. menyiapkan dokume pembayaran tas pengembalian kelebihan 
pendapatan daerah. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal PA melimpahk sebagian kewen , gannya kepada KPA, Wali Kota 
I dapat menetapkan Bend ara Penerimaan p mbantu pada unit kerja SKPD 

yang bersangkutan. I 
(2) Bendahara Penerimaan P bantu pada un t SKPD diusulkan oleh kepala 

SKPD kepada Wali Kota me alui PPKD. I 
(3) Bendahara Penerimaan p mbantu sebagai ana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas dan wew nang sesuai dJ gan lingkup penugasan yang 
ditetapkan oleh W ali Kota. 

Pasal 18 

(1) Kepala SKPDatas usul Be dahara Penerima n dapat menetapkan Pembantu 
Bendahara Penerimaany g bertugas me I bantu Bendahara Penerimaan 
untuk meningkatkan efekti itas pengelolaan P ndapatan Daerah. 

(2) Pembantu Bendahara Pe erimaan sebagail ana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas membantu bend ara penerimaan alam melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugas yang ditetapkan oleh kepala 
SKPD. 

endahara Pengeluaran untuk 
rangka pelaksanaan anggaran 

Pasal 19 

( 1) W ali Kota atas usul PP menetapkan 
melaksanakan tugas kebe daharaan dal 
belanja pada SKPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran se agaimana dimak d pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang sebagai be · ut: I 
a. mengajukan permin pembayaran me ggunakan SPP UP, SPP GU, SPP 

TU, dan SPP LS; I 
b. menerima dan menyim an UP, GU, dan 1 ; 
c. melaksanakan pembay ran dari UP, GU, an TU yang dikelolanya; 
d. menolak perintah bay dari PA yanj idak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-u dangan; 
e. meneliti kelengkapan d kumen pembay 
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UP dan TU yang dikelolanya; 
idak sesuai dengan ketentuan 

'· dengan ketentuan peraturan 

ggungjawaban ecara administratif kepada PA 
I 

gjawaban secara f ungsional kepada BUD secara 
f. 

peraturan perundang-u dangan; 
f. meneliti kelengkapan d kumen pembayar n; 
g. memungut dan menye orkan pajak sesu · dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; an I 
h. ggungjawaban s cara administratif kepada KPA 

gjawaban secara fungsional kepada Bendahara 
Pengeluaran secara peri dik. 

membuat laporan pe 
dan laporan pertanggu 
periodik; dan 

g. memungut dan menyet 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal PA melimpah kewenang . ya kepada KPA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan aya} (2), Wali Kota atas usul PPKD 
menetapkan Bendahara Pe geluaran pemban u. 

(4) Bendahara Pengeluaran � pembantu 
sebagai ana dimaksud pada ayat (3) 

memiliki tugas dan wewen g: I 
a. mengajukan perminta pembayaran me� gunakan SPP TU dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan U dari Bendahara Pengeluaran; 
c. menerima dan menyim�lan TU dari BUD; I 
d. melaksanakan pembay an atas pelimpali 
e. menolak perintah bay dari KPA yang 

Pasal 20 

(1) Kepala SKPD atas usul Be dahara Pengelua� n dapat menetapkan Pembantu 
Bendahara Pengeluaran y g bertugas me bantu Bendahara Pengeluaran 
untuk meningkatkan efekti itas pengelolaan IB lanja Daerah. 

I 
(2) Pembantu Bendahara Pe geluaran sebag1 ana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas membantu bend ara pengeluaranl . alam melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan ingkup penugas yang ditetapkan oleh kepala 
SKPD. 

Pasal 21 

Bendahara Penerimaan dan Be dahara Pengelu an dilarang: 
a. melakukan kegiatan perda angan, pekerja I pemborongan, dan penjualan 

jasa; 
b. bertindak sebagai dan/ata penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan 

jasa; dan 
c. menyimpan uang pada suat bank atau lemb ga keuangan lainnya atas nama 

pribadi baik secara langsun maupun tidak 11 
gsung. 

Bagian Kesepul 
TAPD 

Pasal 22 

(1) Dalam proses penyusunan PBD, Wali Kota · 'bantu oleh TAPD yang dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah. 
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terdiri atas Pejabat Perencana 
kebutuhan. 

b. menyusun dan memb 
KUA; 

c. menyusun dan memb 
PPAS; 

mpunyai tugas: 
I 

a. membahas kebijakan P ngelolaan Keuang Daerah; 
I i 

as rancangan 1 ; A atau rancangan perubahan 

as rancangan P �S atau rancangan perubahan 

(2) TAPD sebagaimana dimak ud pada ayat (1 
Daerah, PPKD, dan pejabat ain sesuai deng 

(3) TAPD sebagaimana dimaks d pada ayat (1) 

d. melakukan verifikasi R -SKPD; 
e. membahas Rancang APED, Rane gan Perubahan APED, a tau 

awaban APED; ' Rancangan Pertanggun 
f. membahas hasil APED, Perubahan APED, a tau 

Pertanggungjawaban A 
g. melakukan verifikasi cangan DPAS · perubahan DPA 

SKPD; I 
h. menyiapkan surat edar Wali Kota ten· g pedoman penyusunan RKA; 

ctan I. 
i. melaksanakan tugas 1 n sesuai dengan i etentuan peraturan perundang- 

undangan. I : 
(4) Dalam melaksanakan tuga TAPD sebagaim a dimaksud pada ayat (3) dapat 

I 
melibatkan instansi sesuai engan kebutuha 

Bagian Kesepulu I 

Sertifikasi Ap atur Pengelola iJ uangan Daerah 

Pasal 23 

(1) Setiap aparatur pengelola keuangan daerah harus mendapatkan sertifikasi 
yang diberikan oleh !em yang ditu!t skan oleh pemerintah untuk 
meyelenggaran pengemb gan kapasitas paratur pengelola keuangan 
daerah; 

(2) Ketentuan lebih lanjut me 
(1) diatur dalam Peraturan 

enai sertifikasi s 
ali Kota. 

. 
I 
agaimana dimaksud pada ayat 

BAB III 
APED 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 24 

engan kebutu� · penyelenggaraan Urusan 
menjadi kewen • gan daerah dan kemampuan 

( 1) APED disusun sesuai 
Pemerintahan Daerah yan 
Pendapatan Daerah. 

(2) APED sebagaimana dimak ud pada ayat (1) 
KUA-PPAS yang didasar pada RKPD. 

ilisusun dengan mempedomani 

(3) APED mempunyai fungsi otorisasi, perer 'anaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi. 
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(4) APBD, perubahan APBD, d 
tahun ditetapkan deng 
perundang-undangan. 

pertanggungja 
Perda sesuai 

aban pelaksanaan APBD setiap 
I dengan ketentuan peraturan 
I 

Pasal 25 
. 

dan Pengeluar · Daerah dalam bentuk uang 

ana dimaksud j da ayat ( 1) terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; di 
b. penerimaan Pembiaya Daerah. 

(3) Pengeluaran Daerah sebag ana dimaksud p da ayat (1) terdiri atas: 
a. Belanja Daerah; dan 
b. pengeluaran Pembiaya 

(4) Penerimaan Daerah yang · APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan encana Penerima' n Daerah yang terukur secara 
rasional yang dapat dicap · untuk setiap s: mber Penerimaan Daerah dan 
berdasarkan pada ketentu peraturan perun ang-undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah yang ianggarkan dala : ; APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupak rencana Pengel aran Daerah sesuai dengan 
kepastian tersedianya dan atas Penerima 1 

· Daerah dalam jumlah yang 
cukup. 

(6) Setiap Pengeluaran Daer sebagaimana d maksud pada ayat (3) harus 
memiliki dasar hukum yan melandasinya. I ; 

(7) Seluruh Penerimaan Daer dan PengeluaraIJ- Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggarkan s cara bruto dalam APBD. 

(1) Semua Penerimaan Daer 
dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagai 

Pasal 26 

Satuan hitung dalam APBD ad ah mata uang rtn iah. 

Bagian Kedua 
Struktur APBD 

Pasal 27 

( 1) APBD terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaks d pada ayat (1) klasifikasikan menurut Urusan 
Pemerintahan daerah d organisasi y 1 � ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun ang-undangan. I · 

(3) Klasifikasi APBD menuru Urusan Pemeri tahan daerah dan organisasi 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) disesu 1 ikan dengan kebutuhan daerah 
berdasarkan ketentuan per turan perundangj ndangan. 
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Pasal 28 

(1) Pendapatan Daerah sebaga mana dimaksud am Pasal 27 ayat (1) huruf a 
meliputi semua penerima uang melalui Re bning Kas Umum Daerah yang 
tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah danl 'enerimaan lainnya yang sesuai 
Peraturan perundang-und gan diakui se agai penambah ekuitas yang 
merupakan hak daerah dal 1 (satu) tahun: nggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaim a dimaksud daf , Pasal 27 ayat (1) huruf b 
meliputi semua pengeluar dari Rekening I s Umum Daerah yang tidak 
perlu diterima kembali ole Daerah dan pe geluaran lainnya yang sesuai 

I 
Peraturan perundang-und gan diakui se , gai pengurang ekuitas yang 
merupakan kewajiban daer dalam 1 (satu) ihun anggaran. 

(3) Pembiayaan daerah sebag mana dimaksud I alam Pasal 27 ayat (1) huruf c 
meliputi semua penerim an yang perltl: dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan di erima kembali, H :·k pada tahun anggaran yang 
berkenaan maupun pada t un anggaran be1 1• 

utnya. 

Bagian Ketiga 
'c, endapatan Daer 

Pasal 29 

Pendapatan Daerah dirinci m nurut Urusan Pe 'erintahan Daerah, organisasi, 
akun, kelompok, jenis, obje dan rincian d dek serta sub rincian objek 
Pendapatan Daerah. 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah terdiri atas 
a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daer yang sah. 

Pasal 31 

(1) Pendapatan asli Daerah s bagaimana dim sud dalam Pasal 30 huruf a 
meliputi: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekay an daerah yang i · isahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan as! daerah yang sah. 

(2) Pendapatan asli daerah seb gaimana dimaks!' pada ayat (1) dirinci menurut 
objek, rincian objek dan su rincian objek. 

n, kelompok, enis, objek, rincian objek, sub 
I 

rincian objek pendapatan asli daerah di Iola berdasarkan kewenangan 
pengelolaan keuangan pad SKPD dan SKPKD> , meliputi: 

a. pajak daerah menjadi ewenangan 
pengJ 

olaan pada SKPKD atau SKPD 
yang memiliki tugas d wewenang pengel '.Iaan pajak; 

b. retribusi daerah menjad kewenangan pen1 
elolaan pada SKPD; 
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c. hasil pengelolaan kekay an daerah yang tpisahkan menjadi kewenangan 
pengelolaan pada SKPK ; I 

b. lain-lain pendapatan as · daerah yang sah enjadi kewenangan 
pengelolaan pada SKP kecuali: 

1. hal terkait pajak dan retribusi t ap dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan di SKPD terkait; 

2. pendapatan BLUD d kelola oleh BLUD erkait; dan 
3. pendapatan hibah D a Biaya Operasi nal Sekolah, dana kapitasi dan 

pendapatan lainnya ang dikelola olehl endahara Khusus. 
(4) Ketentuan lebih lanjut me genai pajak daer h dan retribusi daerah diatur 

dengan Peraturan daerah ang berpedoman ada undang-undang mengenai 
pajak daerah dan retribusi aerah. 

(5) Pendapatan pajak daerah an retribusi daer h sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huru b meliputi pendi atan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan yang menga ur mengenai pajak daerah dan 
retribusi daerah. I 

(6) Hasil pengelolaan kekaya daerah yang dipi ahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c mer pakan Penerima I Daerah atas hasil penyertaan 
modal daerah. I 

(7) Lain-lain pendapatan asli aerah yang sah se agaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf dterdiri atas: I 
a. hasil penjualan BMD y g tidak dipisahk 

I 
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipis kan; 
c. hasil kerja sama daerah 
d. jasa giro; 
e. hasil pengelolaan dana ergulir; 
f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan atas tuntu ganti kerugian euangan Daerah; 
h. penerimaan komisi, pot ngan, atau bentu lain sebagai akibat penjualan, 

tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ af u pengadaan barang dan jasa 
termasuk penerimaan afau penerimaan 11 

in sebagai akibat penyimpanan 
uang pada bank, peneri aan dari hasil J manfaatan barang daerah atau 
dari kegiatan lainnya m rupakan PendapJ Daerah; 
penerim�an keuntung� dari selisih nill i tukar rupiah terhadap mata 
uang asmg; I 

j. pendapatan denda atas eterlambatan pel sanaan pekerjaan; 
k. pendapatan denda paj daerah; 
I. pendapatan denda retri usi daerah; 
m. pendapatan hasil eksek si atas jaminan; 
n. pendapatan dari penge balian; 
o. pendapatan dari BLUD; an 
p. pendapatan lainnya s suai dengan ke lntuan peraturan perundang­ 

undangan. 

22 

i. 



(1) Pendapatan transfer sebag 
a. TKD; dan 
b. transfer antar-daerah. 

(2)TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur fa terdiri atas: 
a. DBH; 
b. DAU; dan 
c. DAK; 

(3) Transfer antar-daerah seb gaimana dimaks d pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. pendapatan bagi hasil; d n 
b. bantuan keuangan. 

Pasal 33 
(1) DBH terdiri atas: 

a. DBH pajak; dan 
b. DBH sumber daya alam. 

(2) DBH pajak sebagaimana di aksud pada ayat 1) huruf a terdiri atas: 
a. pajak penghasilan; 
b. pajak bumi dan bangun 
c. cukai hasil tembakau. 

(3) DBH sumber daya alam se agaimana dimak ud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. kehutanan; 
b. mineral dan batu bara; 
c. minyak bumi dan gas bu i; 
d. panas bumi; dan 
e. perikanan. 

Pasal 34 

(1) DBH Pajak Penghasilan se agaimana dimaks id dalam Pasal 33 ayat (2) huruf 
a merupakan Pajak Pengh silan Pasal 21 s1 rta Pajak Penghasilan Pasal 25 

I 
dan PajakPenghasilan Pas 29 Wajib Pajak 'rang Pribadi Dalam Negeri Yang 
dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan � tentuan peraturan perundang- 
undangan. 

1 
· 

(2) DBH sumber daya alam k hutanan sebag · : ana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (3) huruf a bersumber dari penerimaan: 
a. iuran izin usaha pemanf atan hutan; 
b. provisi sumber daya hu ; dan 
c. dana reboisasi. 

(3) DBH sumber daya alam mi eral dan batu b a sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (3) huruf b b rsumber dari peJ rimaan: 

' a. iuran tetap; dan 
b. iuran produksi. 

(4) DBH sumber daya alam inyak bumi dan g s bumi sebagaimana dimaksud 
' dalam Pasal 33 ayat (3) hu f c bersumber d ri bagian negara yang diperoleh 
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Pasal 32 
ana dimaksud alam Pasal 30 huruf b meliputi: 

I 



umi dan gas bumi setelah 
hnya sesuai dengan ketentuan 

! 
ana dimaksud dalam Pasal 33 

dari pengusahaan pe bangan minyak 
dikurangi komponen pajak dan pungutan 1 
peraturan perundang-und 

(5) DBH sumber daya alam p as bumi sebag 
ayat (3) huruf d, bersumber dari: 
a. iuran tetap; dan 
b. iuran produksi. 

(6) DBH sumber daya alam p rikanan sebagai ana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (3) huruf e ditetap an sebesar 80°0 (delapan puluh persen) dari 
penerimaan pungutan pengusahaan perik I an dan penerimaan pungutan 
basil perikanan. 

Pasal 35 

(1) DAU sebagaimana dimaks d dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan 
untuk memenuhi pencap 'an standar pi ayanan minimal berdasarkan 
tingkat capaian kinerja lay an daerah. 

(2) Penggunaan DAU sebag · ana dimaksud p da ayat (1) terdiri atas bagian 
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya bagian DAU yang ditentukan 
penggunaannya. I 

(3) Bagian DAU yang ditentu an penggunaanny sebagaimana dimaksud Pada 
ayat (2) termasuk untuk 111endukung pemb ngunan sarana dan prasarana 
serta pemberdayaan masy akat di kelurah, 

Pasal 36 - 
f 

(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 at (2) huruf c terdiri atas : 
a. DAK fisik; 
b. DAK nonfisik; dan 
c. Hibah kepada daerah. 

(2) DAK fisik sebagaimana di aksud pada ayi , (1) huruf a yang digunakan 
untuk mendukung pembangunarr/pengada sarana dan prasarana layanan 
Publik Daerah; 

(3) DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada aJ at (1) huruf b yang digunakan 
untuk mendukung operasio alisasi layanan p blik Daerah; 

(4) Hibah kepada Daerah seb gaimana dimakst d pada ayat (1) huruf c yang 
digunakan untuk mendu ng pembangun , fisik dan/atau layanan publik 
Daerah tertentu yang did sarkan pada pe jian antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 37 

Lain-lain Pendapatan Daerah ang sah sebagai, ana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf c meliputi: 
a. hibah; 
b. dana darurat; dan/atau 
c. lain-lain pendapatan ses ai dengan ket tuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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Pasal 38 

Hibah sebagaimana dimaksu dalam Pasal 3 huruf a merupakan bantuan 
berupa uang, barang, dan/a au jasa yang ti rasal dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lain, masy rakat, dan badai usaha dalam negeri atau luar 
negeri yang tidak mengikat ntuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewen1 ngan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan -undangan. 

Pasal 39 
Dana darurat sebagaimana dllllaksud dalam Pas 37 huruf b merupakan dana 
yang berasal dari APBN yang diberikan kepada d1 erah pada tahap pasca bencana 
untuk mendanai keperluan me desak yang diaki atkan oleh bencana yang tidak 
mampu ditanggulangi oleh da rah dengan med nakan sumber APBD sesuai 

I dengan ketentuan peraturan p rundang-undanga 

Pasal 40 
Lain-lain pendapatan sesuai d ngan ketentuan eraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf T antara lain Pendapatan Hibah 
Dana Bantuan Operasional Se olah dan Pendap tan pengembalian hibah tahun 
sebelumnya. J 

Bagian Keempa 
Belanja Daerah 

Pasal 41 

(1) Belanja Daerah sebagaim a dimaksud dal · Pasal 27 ayat (1) huruf b 
untuk mendanai pelaks aan Urusanj Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Urusan Pemerintahan ya g menjadi ke 
I 

nangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ter iri atas Urusan emerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan se uai dengan ke� ntuan peraturan perundang- 
undangan. I 

(3) Urusan Pemerintahan Waji] sebagaimana di, aksud pada ayat (2) terdiri atas 
Urusan Pemerintahan W iib yang terkait elayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang ti ak terkait Pelay 

(4) Urusan Pemerintahan an sebagaimana imaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan potensi yang dimili · daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaim a dimaksud pad' ayat (1) dialokasikan dengan 
memprioritaskan an kebutuhan � usan Pemerintahan wajib yang 
terkait dengan dasar publik! dan pencapaian sasaran 
pembangunan. I 

(6) Belanja Daerah dapat dialo asikan untuk pei sanaan Urusan Pemerintahan 
wajib yang tidak terkait de gan pelayanan d sar dan Urusan Pemerintahan 
pilihan setelah mempe imbangkan pe I enuhan kebutuhan Urusan 
Pemerintahan wajib yang te kait dengan pela an dasar. 
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Daerah wajib mengalokasik 
Daerah yang besarannya tel 
perundang-undangan. 

Pasal 42 
belanja untuk endanai ·Urusan Pemerintahan 
ditetapkan ses 1 

• dengan ketentuan peraturan 

Pasal 43 
I 

(1) Belanja Daerah sebagaim a dimaksud d am Pasal 4layat (5) disusun 
berdasarkan standar harg dan analisis stari 6.r belanja. 

(2) Standar harga sebagaiman dimaksud pada I �at (1) mencakup standar harga 
untuk belanja operasi d standar tunjang I kinerja aparatur sipil negara 
pada Pemerintah Daerah. I : 

(3) Standar harga dan anali is standar belanj I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sesuai engan ketentuan I :eraturan perundang-undangan. 

(4) Standar harga satuan se agaimana dimak ud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputu an Wali Kota. I ' 

(5) Standar harga untuk bel ja operasi sebag I. ana dimaksud pada ayat (2) 
disusun berdasarkan standar harg� : satuan regional dengan 
mempertimbangkan kebut han, kepatutan, cl n kewajaran. 

(6) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil nd k.ra pada Pemerintahan Daerah 
I I 

sebagaimana dimaksud ada 'ayat (2) d susun dengan paling sedikit 
mempertimbangkan capai reformasi biro �si Daerah, kelas jabatan, dan 

I I kemampuan Keuangan Da rah yang bersang tan. 
' 

(7) Analisis standar belanja sebagaimana di aksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan penilaian ke jaran atasbeban 'erja dan biaya yang digunakan 

I 
untuk melaksanakan suat kegiatan. ! 

Pasal 44 

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana di �sud dalam Pasal 41 ayat (5) 
diselaraskan dan dipadukan dengan belanjl I negara yang diklasifikasikan 
menurut fungsi yang antara 1 terdiri atas: I 
a. pelayanan umum; ! 
b. ketertiban dan keamanan; 
c. ekonomi; 
d. perlindungan lingkungan h dup; 
e. perumahan dan fasilitas u um; 
f. kesehatan; 
g. pariwisata; 
h. pendidikan; dan 
i. perlindungan sosial. 

Pasal 45 
Belanja Daerah menurut org isasi sebagaiman 
(5) disesuaikan dengan sus nan organisasi 
ketentuan peraturan perund -undangan. 
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I 
I 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

yang ditetapkan berdasarkan 
I 
I 
' 
I 
I 
' 



Pasal 46 

(1) Belanja Daerah menurut P ogram dan Kegi an disesuaikan dengan Urusan 
Pemerintahan berdasarkan ketentuan peratu I perundang-undangan. 

(2)Program kegiatan dan Sub Kegiatan sebag · ana dimaksud pada ayat (1) 
rinciannya paling sedikit m ncakup: 
a. target dan Sasaran; 
b. indikator capaian kelu ran; dan 
c. indikator capaian hasil. 

(3) Nomenklatur Program dal Belanja Daerah erta indikator capaian keluaran 
dan indikator capaian has· yang didasark� pada prioritas nasional disusun 
berdasarkan nomenklatur rogram dan pedo an penentuan indikator output 
dan indikator outcome s suai dengan kJ entuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 47 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah erdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; d 
d. belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaim , a dimaksud pa a ayat (1) huruf a merupakan 
pengeluaran anggaran un k Kegiatan seh i-hari Pemerintah Daerah yang 
memberi manfaatjangka p ndek. I 

(3) Belanja modal sebagaim a dimaksud pa1 ayat (1) huruf b merupakan 
pengeluaran anggaran un uk perolehan as t tetap dan aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih da 1 (satu) periode J untansi. 

(4) Belanja tidak terduga s bagaimana dim! sud pada ayat (1) huruf c 
merupakan pengeluaran ggaran atas Beb I APED untuk keperluan darurat 
termasuk keperluan mend sak yang tidak dJ at diprediksi sebelumnya. 

(5) a dimaksud pa a ayat (1) huruf d merupakan 
pengeluaran uang dari emerintah Daer1 

kepada Pemerintah Daerah 
lainnya dan/ atau dari Pem rintah Daerah ke ada pemerintah Kelurahan. 

( 1) 
dirinci atas jenis: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jas 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaiman dimaksud dal 
atas jenis belanja modal. 
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Pasal 47 ayat (1) hurufb dirinci 

Pasal 48 

a dimaksud d am Pasal 47 ayat (1) huruf a 



(3) Belanja tidak terduga seba aimana dimaksu dalam Pasal 47ayat (1) huruf c 
dirinci atas jenis belanja ti ak terduga. 

(4) Belanja transfer sebagaim a dimaksud d am Pasal 47 ayat (1) huruf d 
berupa belanja bantuan ke · 

Pasal 49 

(1) Belanja pegawai sebagaim a dimaksud da am Pasal 48 ayat (1) huruf a 
digunakan untuk mengan arkankompensaJ yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada at (1) diberikan kepada Wali 
Kota/wakil Wali Kata, pim inan/anggota DP D, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN seba aimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 
belanja SKPD bersangku sesuai dengan etentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 50 

(1) Pemerintah Daerah dap t memberikan 
Pegawai ASN dengan me perhatikan kem 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan s bagaimana dima sud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan pertimbang beban kerja, 1 mpat bertugas, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi, prestas kerja, dan/ atau ertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan peng asilan kepada Pe awai ASN daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ¥itetapkan deng Peraturan Wali Kata dengan 
berpedoman pada Peratur Pemerintah. 

(4) Dalam ha! belum adanya P raturan Pemerin h sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (3), Wali Kata dapat emberikan tambs an penghasilan bagi Pegawai 
ASN setelah mendapat pers tujuan Menteri. 

Pasal 51 

(1) Belanja barang dan jasa ebagaimana di ksud dalam Pasal 48 ayat (1) 
huruf b digunakan untukf 1 

enganggarkan p . gadaan barang/jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 1 (dua belas) bu! , termasuk barang/jasa yang 
akan diserahkan atau diju kepada masyar at/pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa se I agaimana dimak ud pada ayat (1) dalam rangka 
melaksanakan Program d Kegiatan Pemerit ahan Daerah. 

Pasal 52 I 
Belanja bunga sebagaimana di, aksud dalam Pas I 48 ayat ( 1) huruf c digunakan 
untuk menganggarkan pemba aran bunga u yang dihitung atas kewajiban 
pokok Utang berdasarkan perj jian pinjaman. 
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bahan penghasilan kepada 
mpuan Keuangan Daerah dan 
dengan ketentuan peraturan 



Pasal 53 

(1) Belanja subsidi sebagaim a dimaksud � am Pasal 48 ayat (1) huruf 
ddigunakan agar harga ju produksi atau J sa yang dihasilkan oleh BUMD 
dan/ atau badan usaha ? lilik swasta, sesu/ · dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sehi gga dapat terjang au oleh masyarakat. 

(2) BUMD dan/atau badan us a milik swasta d bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan badan yan menghasilkan pl 1 

duk atau jasa pelayanan dasar 
masyarakat. , 

(3) BUMD, badan usaha milik wasta, dan/atau , adan hukum lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang akan dibe ·· an subsidi terlebih dahulu 
dilakukan audit keuang oleh kantor ! untan publik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun ang-undangan. I 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pad ayat (3) merupakan bahan 
pertimbangan untuk memb rikan subsidi. I 

(5) Dalam rangka pertanggu gjawaban pelaks aan APBD, penerima subsidi 
sebagaimana dimaksud ada ayat (1) vajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban peng naan dana subsi 'i kepada Wali Kota. 

(6) Ketentuan lebih lanj t mengenai �, ta cara pemberian dan 
pertanggungjawaban subsi i diatur dalam pJ aturan Wali Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun ang-undangan. 

Pasal 54 
(1) Belanja hibahsebagaiman Pasal 48 ayat (1) huruf e 

diberikan kepada Peme · tah Pusat, Pem rintah Daerah lainnya, badan 
usaha milik negara, BUM , dan/ atau bad , dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang berb dan hukum Ind6 esia, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukanny , bersifat tidak I ajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus meneru setiap tahun I ggaran, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan p�raturan perund I g-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebag�ana dimaksud , ada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran Program d Kegiatan Pemerintah Daerah 
sesuai kepentingan Daer� dalam men kung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangu9an, dan kemasy akatan dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatutan, r sionalitas, dan 1 faat untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaiman dimaksud pada a at (1) dianggarkan dalam APBD 
sesuai dengan kemampu Keuangan o' erah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja Urusa Pemerintahan ajib dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan, kecuali ditentu lain sesu 1

·' denganketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 55 
(1) Belanja bantuan sosial seb gaimana dimaks 

f digunakan untuk me ganggarkan pe 
dan/atau barang kepada · dividu, keluarga, 
yang sifatnya tidak secara terus menerus d 
melindungi dari kemun · an terjadinya resf 
tertentu dapat berkelanju 
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d dalam Pasal 48 ayat (1) huruf 
erian bantuan berupa uang 

• elompok dan/ atau masyarakat 
selektif yang bertujuan untuk 

o sosial, kecuali dalam keadaan 



(2) Keadaan tertentu dapat be kelanjutan seba imana dimaksud pada ayat (1) 
diartikan bahwa bantuan sosial dapat di erikan setiap tahun anggaran 

I 
sampai penerima bantuan elah lepas dari re ko sosial. 

(3) Belanja bantuan sosial se agaimana dima ud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam APED sesuai de gan kemampu I Keuangan Daerah setelah 
memprioritaskan pemenu an belanja un.l an Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pi ihan, kecuali I. ,entukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun ang-undangan. 

Pasal 56 
(1) Belanja modal sebagaiman dimaksud dal : Pasal 48 ayat (2) digunakan 

untuk menganggarkan pen eluaran yang dil 1 rukan dalam rangka pengadaan 
aset tetap dan aset lainnya. I 

(2) Pengadaan aset tetap se agaimana dimat ud pada ayat (1) memenuhi 
kriteria: I 
a. mempunyai masa manf�t= lebih dari 12 ( a belas) bulan; 
b. digunakan dalam Kegial Pemerintahan aerah; dan 
c. batas minimal kapitalis si aset. 
d. merupakan objek pemer iharaan. 

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diatur dalam Peraturan Wa · Kota. I 

(4) Aset tetap sebagaimana di aksud pada ay1 (2) dianggarkan dalam belanja 
modal sebesar harga beli tau bangun ase1 ditambah seluruh belanja yang 
terkait dengan pengad /pembangunan et sampai aset tersebut siap 
digunakan. 

Pasal 57 
Belanja modal sebagaimana d · · aksud dalam Pas 48 ayat (2) meliputi: 
a. belanja tanah,digunakan u tuk menganggar� in tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai da am kegiatan ope asional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai; l 

b. belanja peralatan dan mesi , digunakan unt menganggarkan peralatan dan 
mesin mencakup mesin d kendaraan be 1 rotor, alat elektonik, inventaris 
kantor, dan peralatan lain ya yang nilainya i ignifikan dan masa manfaatnya 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam ko1 isi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan ged ng, digunakan u' uk menganggarkan gedung dan 
bangunan mencakup selu h gedung dan ti ' gunan yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai d am kegiatan op I asional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan aringan, digun untuk menganggarkan jalan, 
irigasi, dan jaringan mencr l p jalan, irigasi,1 1 an jaringan yang dibangun oleh 
pemerintah serta dimiliki danj'atau dikua ,. oleh pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainny , digunakan un k menganggarkan aset tetap 
lainnya mencakup aset t tap yang tidakj apat dikelompokan ke dalam 
kelompok aset tetap seba aimana dimaks pada hurufa sampai dengan 
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaat 1 

: untuk kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kon isi siap dipakai;d I 
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f. an untuk meng nggarkan aset tetap yang tidak 
digunakan untuk keperlu operasional pem 1intah, tidak memenuhi definisi 
aset tetap, dan harus dis jikan di pos as lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 

Pasal 58 
(1) Belanja bantuan keuang sebagaimana di aksud dalam Pasal 48 ayat (4) 

diberikan kepada daerah 1 ln dalam rangka erja sama daerah, pemerataan 
peningkatan kemampuan k uangan, dan/ata , tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebag ana dimaksud I ada ayat (1) dapat dianggarkan 
sesuai kemampuan Keuan an Daerah setel I memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerint� Wajib dan U I san Pemerintahan Pilihan serta 
alokasi belanja yang diwaji kan oleh Peratur! perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain sesuai den ketentuan per! uran perundang-undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebag · ana dimaksud pl �a ayat (1) terdiri atas: 
' 

a. bantuan keuangan an daerah kota/kab paten; 
b. bantuan keuangan da rah kota/kota J : daerah provinsinya dan/atau 

daerah provinsi lainnya; dan/ atau I , 
(4) Bantuan keuangan sebagai ana dimaksud p da ayat (3) bersifat umum atau 

khusus. 
(5) Peruntukan dan pengelo aan bantuan k , angan yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pa a ayat (4) diser.,_,,1, I'"""'"' kepada Pemerintah Daerah 
penerima bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keu gan yang bersifaf khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan 
pengelolaannya diserahkan kepada penerima antuan. 

(7) Pemberi bantuan keuang 
ayat (6) dapat mensyaratk 
anggaran pendapatan dan 

bersifat khus13 : sebagaimana dimaksud pada 
penyediaan dan I pendamping dalam APED atau 

elanja Kelurahan enerima bantuan. 

Pasal 59 
(1) Belanja tidak terduga se agaimana dim 'ud dalam Pasal 48 ayat (3 

I )merupakan pengeluaran ggaran atas Beba APED untuk keadaan darurat 
termasuk keperluan m ndesak serta atas kelebihan 
pembayaran atas Penerima Daerah tahun­ 

(2) Dalam hal belanja tidak te duga sebagaim 
mencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadw an ulang capai 

serta pengeluaran Pembi yaan dalam tahu 
b. memanfaatkan kas yang 

(3) Penjadwalan ulang capai 
pada ayat (2) huruf a difo 
SKPD. 

un sebelumnya. 
dimaksud pada ayat (1) tidak 

, Program dan Kegiatan lainnya 
. anggaran berjalan; dan/ atau 

Program dan I giatan sebagaimana dimaksud 
ulasikan terlebi 1 dahulu dalam Perubahan DPA 
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an Dasar masyarakat yang 
ggaran berjalan; 

belanja yang bersifat wajib; 

Pasal 60 

a dimaksud dal Pasal 59 ayat (1) meliputi: 
I � sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 
b. pelaksanaan operasi pe carian dan pertol ngan; dan/ atau 
c. kerusakan sarana/pras ana yang dapat engganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

a. bencana alam, bencan 

gaimana dimak · d dalam Pasal 59 ayat (1) 

I a. kebutuhan daerah dal rangka Pelay 
anggarannya belum ters dia dalam tahunl 

b. Belanja Daerah yang be sifat mengikat dar 

(2) Keperluan mendesak 
meliputi: 

( 1) 

c. Pengeluaran Daerah y g berada diluar endali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat dipredi sikan sebelum serta amanat Peraturan 
perundang-undangan; an/ atau 

d. Pengeluaran Daerah 1 innya yang apabi a ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih bes bagi Pemerint .Daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat an keperluan m�: desak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat ( ) ditetapkan dal Perda tentang APED tahun 
berkenaan. 

arurat yang belum tersedia 
lu dalam RKA SKPD, kecuali 
onflik sosial, dan/atau kejadian 

(4) Pengeluaran untuk men anai keadaan 
anggarannya, diformulasi tan terlebih dah 
untuk kebutuhan tanggap arurat bencana, 
luar biasa, 

(5) Belanja untuk kebutuhan anggap darurat bl ncana, konflik sosial, dan/atau 
kejadian luar biasa sebag mana dimaksud ada ayat (4) digunakan sesuai 
dengan ketentuan peratur perundang-und gan. 

(6) Pengeluaran untuk mend ai keperluanrri ndesak yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau tid cukup tersedi anggarannya, diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA KPD dan/atau P ubahan DPA SKPD. 

Bagian Kelima 
embiayaan Daer 

ParagrafI 
Umum 

Pasal 61 

(1) Pembiayaan daerah sebag imana dimaksud alam Pasal 27 ayat (1) huruf c 
terdiri atas: 
a. penerimaan Pembiaya ; dan 
b. pengeluaran Pembiaya 

(2) Pembiayaan daerah sebag imana dimaksu -pada ayat (1) dirinci menurut 
Urusan Pemerintahan Da rah, organisasi, enis, objek, akun dan rincian 
objek Pembiayaan daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan d erah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a 
bersumber dari: 
a. SiLPA; 
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dengan ketentuan peraturan 

b. pencairan Dana Cadan an; 
c. hasil penjualan kekaya daerah yang di, Fahkan; 
d. penerimaan Pinjaman aerah; 
e. penerimaan kembali Pe berian Pinjaman · aerah; dan/ atau 
f · P bi 1 · I . penenmaan em iaya n amnya sesu 

perundang-undangan. I 
(4) Pengeluaran Pembiayaan s bagaimana dim sud pada ayat (1) huruf b dapat 

digunakan untuk Pembiay an: 
a. pembayaran cicilan po k utang yangjat h tempo; 
b. penyertaan modal daer ; 
c. pembentukan Dana ca!angan; 
d. Pemberian Pinjaman DJerah; dan/ atau 
e. pengeluaran Pembiaya 

perundang-undangan. 
(5) Pembiayaan neto merup 

pengeluaran Pembiayaan. 
(6) Pembiayaan neto sebag · 

menutup defisit anggaran. 

lainnya sesu · dengan ketentuan peraturan 

an selisih p, dmaan Pembiayaan terhadap 

dimaksud ada ayat (5) digunakan untuk 

Pasal 61 ayat (3) huruf a bersumber 

PAD; 

Pembiayaan; 

pendapatan tra fer; 
lain-lain Pendap tan Daerah yang sah; 

na dimaksud d am Pasal 47 ayat (1) huruf d 

inggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat di 
pembentukan ana abadi daerah dengan 

yang menjadi prioritas daerah yang harus 

(1) SiLPA sebagaimana dim 
dari: 
a. pelampauan penerima 
b. pelampauan penerima 
c. pelampauan penerima 
d. pelampauan penerima 
e. penghematan belanja; 
f. kewajiban kepada pi dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/ ata 
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capai target Kinerja dan sisa dana 

pengeluaran Pembiay 
(2) Belanja transfer sebagai 

berupa belanja bantuan ke 

(3) Dalam hal SiLPA daerah 
investasikan dan/ atau 
memperhatikan kebutuh 
dipenuhi. 

Paragraf II 
P nerimaan Pembia' aan 

Pasal 62 

Pasal 63 
(1) Pembentukan dana abadi aerah sebagaim a dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(3) mempertimbangan ant a lain kapasita . fiskal daerah dan pemenuhan 
kebutuhan urusan pemeri tahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar 
publik. 
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(2) Hasil pengelolaan dana ab di daerah sebag imana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk: I 
a. memperoleh manfaat ek nomi, manfaat s sial, dan/atau manfaat lainnya 

yang ditetapkan sebelu ya; 
b. memberikan sumbangan kepada penerima n daerah; dan 
c. menyelenggarakan kem faatan umum lin: 's generasi. 

(3) Pembentukan dana abadi ebagaimana dim ksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 64 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana di aksud dalam Pasal 61 ayat (3) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan .encairan Dana Cadangan dari 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Ka , Umum Daerah dalam tahun 
anggaran yang berkenaan. I . 

(2) Jumlah Dana Cadangan s bagaimana dimak ud pada ayat (1) sesuai dengan 
jumlah yang telah diteta kan dengan Per a tentang pembentukan Dana 
Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadang dalam 1 (s tu) tahun anggaran menjadi 
penerimaan Pembiayaan BD dalam tahun · ggaran yang berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadang sebagaimana 
1 

imaksud pada ayat (1) belum 
digunakan sesuai dengan eruntukannya, d · a tersebut dapat ditempatkan 
dalam portofolio yang mem erikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dila orkan sebagai bJ 'an yang tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungjawab APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana adangan yang licairkan dari rekening Dana 
Cadangan ke Rekening Ka Umum Daerah s bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dianggarkan dalam KPD pengguna ana Cadangan bersangkutan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengank entuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 65 
(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipf ahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (3) hu f c dilakukan se , ai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(2) Penerimaan atas hasil pe jualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud 
' pada ayat (1) dicatat berda arkan bukti pene maan yang sah. 

Pasal 66 
aksud dalam Pasal 64 ayat (3) 
g akan diterima dalam tahun 

ditetapkan dalam perjanjian 

(1) Penerimaan Pinjaman Dae sebagaimana d · 
huruf d didasarkan pada j mlah pinjaman 1 

• 

anggaran berkenaan ses ai dengan yan I 

pinjaman bersangkutan. I 
(2) Penerimaan Pinjaman Da rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lai 
c. lembaga keuangan ban ; dan/atau 
Eh lembaga keuangan buk bank. 
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(3) Penerimaan Pinjaman D erah sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai deng ketentuan perat tan perundang-undangan. 

Pasal 67 
Penerimaan kembali Pemberi Pinjaman Daer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (3) huruf e digu akan untuk medganggarkan penerimaan kembali 
pinjaman yang diberikan ke ada pihak pene lma pinjaman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perund g-undangan. 

Pasal 68 
Penerimaan Pembiayaan lainn a sebagaimana di ' aksud dalam Pasal 61 ayat (3) 
huruf f digunakan untuk men anggarkan peneri aan Pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan p rundang-undang1 

ParagrafIII 
geluaran Pembiaj aan 

Pasal 69 I 
Pembayaran cicilan pokok U g sebagaimana di aksud dalam Pasal 61 ayat (4) 
huruf a digunakan untuk enganggarkan � mbayaran pokok Utang yang 
didasarkan pada jumlah y;g harus dibay I an sesuai dengan perjanjian 
pinjaman dan pelaksanaan ya merupakan I prioritas utama dari seluruh 
kewajiban Pemerintah Daer yang harus dise esaikan dalam tahun anggaran 
berkenaanberdasarkan perjanj an pinjaman. 

Pasal 70 
(1) Daerah dapat melakukan penyertaan mod . sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 ayat (4) huruf b p da BUMD dan/ a I u Badan Usaha Milik Negara. 
(2) Penyertaan modal Peme · tah Daerah seba�I.. ana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan apab a jumlah yang I akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan tel ditetapkan dal Perda mengenai penyertaan 
modal daerah bersangku 

(3) Perda sebagaimana dimak ud pada ayat (2) · itetapkan sebelum persetujuan 
bersama antara Wall Kota an DPRD atas r8ficangan Perda tentang APED. 

(4) Penyertaan modal sebag · ana dimaksud pl:!da ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peratura;n perundang-unddngan. 

I 
Pasal 71 I 

a dimaksud d am Pasal 61 ayat (4) huruf c, 
penggunaannya diprioritas an untuk mend ai kebutuhan pembangunan 
prasarana dan sarana dae ah yang tidak d1 

pat dibebankan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran. I 

(2) Dana Cadangan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk 
mendanai kebutuhan lainn a sesuai Peratur I perundang-undangan. 

(3) Dana Cadangan sebag · ana dimaksud J ayat (1) bersumber dari 
penyisihan atas penerima daerah kecuali 
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a. DAK; 
b. Pinjaman Daerah; dan 
c. penerimaan lain yan penggunaanny : dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan k tentuan peratur .perundang-undangan. 
(4) Dana Cadangan sebagaim a dimaksud pJ :a ayat (1) ditempatkan dalam 

rekening tersendiri dalam ekening Kas Um ' Daerah. 
I 

(5) Pembentukan Dana Cad ngan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Perda te tang pembentuk Dana Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimak ud pada ayat (5) I itetapkan sebelum persetujuan 
bersama antara Wali Kota an DPRD atas rl ',,angan Perda tentang APBD. 

Pasal 72 
(1) Pemberian Pinjaman Daer h sebagaimana di aksud dalam Pasal 61 ayat (4) 

I 
huruf d digunakan untuk enganggarkan Pi mberian Pinjaman Daerah yang 
diberikan kepada Peme · tah Pusat, Peme intah Daerah lainnya, BUMD, 
Badan Usaha Milik Negara, operasi, dan/ai masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Dae[ah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 

(3) 
�::�ajuan 

DPRD sebagai ana dimaksud J �a ayat (2) menjadi bagian yang 
disepakati dalam KUA dan PAS. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sa pai dengan ayaT (3) diatur dalam Peraturan Wali 
Kota sesuai dengan ketent an peraturan pe ndang-undangan. 

Pasal 73 
Pengeluaran Pembiayaan lain ya sebagaimana maksud dalam Pasal 61 ayat (4) 
huruf e digunakan untuk . enganggarkan p1 ngeluaran Pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan pera uran perundang- ! dangan. 

I : 
Bagian Keenam , 

Surplus dan Defi it 
Paragraf 1 

Um urn 
Pasal 74 

(1) Selisih antara anggaran Pe dapatan Daerah engan anggaran Belanja Daerah 
mengakibatkan terjadinya urplus atau defisf · APBD. 

(2) Dalam hal APBD diper rakan surplus, I' :PBD dapat digunakan untuk 
pengeluaran Pembiayaan aerah yang dite9 :kan dalam Perda tentang APBD 
yang pelaksanaannya se uai dengan kel �ntuan peraturan perundang- 
undangan. : 

(3) Dalam hal APBD diperkir kan defisit, APBID dapat didanai dari penerimaan 
Pembiayaan Daerah yan ditetapkan dal in Perda tentang APBD yang I I pelaksanaannya sesuai de gan ketentuan p 'tturan perundang-undangan. 
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Paragraf2 
Surplus 
Pasal 75 

Penggunaan surplus APBD di amakan untuk: 
a. pembayaran cicilan pokok tang yangjatuh mpo; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan Dana Cadan an; 
d. Pemberian Pinjaman Daer ; dan/ atau 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pemerintah Daerah wajib mel 
menteri yang menyelenggarak 
semester dalam tahun anggar 

Pasal 76 
porkan posisi s 

. I urusan pemen 
berkenaan. 

lus APBD kepada Menteri dan 
an di bidang keuangan setiap 

Paragraf 3 
Defisit 

· Pasal 77 
(1) Penetapan batas maksi al jumlah kuIIlj latif defisit APBD dan batas 

maksimal defisit APBDme gacu pada perat ran perundang undangan yang 

(2) :::::tah Daerah waji melaporkan pl isi defisit APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) k pada Menteri dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuang I setiap semester dalam tahun 
anggaran yang berkenaan. 

Pasal 78 
(1) Defisit APBD sebagaiman dimaksud dal Pasal 77 ayat (1) harus dapat 

ditutup dari Pembiayaan to. 
(2) Pembiayaan neto sebagai · aksud pada ai at (1) merupakan selisih antara 

penerimaan Pembiayaan d ngan pengeluar Pembiayaan. 

BAB IV 
PENY SUNAN RANCAN<il . N APBD 

:��;;�;�� 
Pasal 79 

(1) Wali Kata menyusun ranc gan KUA dan r cangan PPAS berdasarkan RKPD 
I 

dengan mengacu pada ped man penyusun .. APBD. 
(2) Pedoman penyusunan AP D sebagaimana d'. aksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Menteri setelah berks ordinasi dengan enteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perencan · pembangunan nasional dan 
menteri yang menyelengg akan urusan pem 

1rintahan di bidang keuangan. 
' 
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(3) Rancangan KUA sebagaim a dimaksud pad ayat (1) memuat: 
a. kondisi ekonomi makro daerah; 
b. asumsi penyusunan AP D; 
c. kebijakan Pendapatan 
d. kebijakan Belanja Daer 
e. kebijakan Pembiayaan aerah; dan 
f. strategi pencapaian. 

(4) Rancangan PPAS sebagai (1) disusun dengan 
tahapan: 
a. menentukan skala prio itas pembangun 
b. menentukan prioritas Program dan egiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkro an dengan prio 1 'as dan Program nasional yang 
tercantum dalam renc a kerja pemerin setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Ki erja, Sasaran, ! n plafon anggaran sementara 
untuk masing-masing ogram dan KegiJ an. 

Pasal 80 

(1) Wali Kota menyampaikan 1ancangan KUA d rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ,�ada ayat (1) keJ da DPRD paling lambat minggu 
kedua bulan Juli untuk libahas dan disep , ati bersama antara Wali Kota 
danDPRD. J 

(2) Kesepakatan terhadap r , cangan KUA d rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di andatangani olelit Wali Kota dan pimpinan DPRD 
paling lambat minggu ked a bulan Agustus. I 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali J ta bersama DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) enjadi pedoma.m l1 bagi perangkat daerah dalam 
menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan r cangan KUA d , rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) (2) di! kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan. 

entuk Kegiatan Tahun Jamak. 
' ud pada ayat (1) huruf b harus 
' 

Pasal 82 
aksud dalam P al 79 ayat (4) huruf b dapat 

ggaran; atau 
anggaran dalam 

(2) Kegiatan Tahun Jamak se agaimana dim 
memenuhi kriteria paling s dikit: 

(1) Kegiatan sebagaimana di 
dianggarkan: 
a. untuk 1 (satu) tahun 
b. lebih dari 1 (satu) tahu 

Pasal 81 
Dalam hal Wali Kota dan DPR tidak menyep ti bersama rancangan KUA dan 
rancangan PPAS sebagaiman dimaksud dalanlj Pasal 80 ayat (1), paling lama 6 
(enam) minggu sejak rancang KUA dan ranca gan PPAS disampaikan kepada 
DPRD, Wali Kota menyamp · an Rancangan Pci da tentang APBD kepada DPRD 
berdasarkan RKPD, rancanga KUA, dan rand gan PPAS yang disusun Wali 
Kota, untuk dibahas dan di etujui bersama tara Wali Kota dengan DPRD 
sesuai dengan ketentuan pera uran perundang-1 
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a. pekerjaan konstruksi atas pelaksana Kegiatan yang secara teknis 
merupakan satu kesat an untuk meng asilkan 1 (satu) Keluaran yang 
memerlukan waktu pe elesaian lebih d i 12 (dua belas) bulan; atau 

b. pekerjaan atas pelaks aan Kegiatan y I � menurut sifatnya harus tetap 
berlangsung pada perg tian tahun angg '. an. 

(3) Penganggaran Kegiatan T un Jamak sebag · imana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan atas persetuj an bersama antat '. Wali Kota dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama seb gaimana dimaks ! : pada ayat (3) ditandatangani 
bersamaan dengan penand tanganan KUA d n PPAS. 

(5) Persetujuan bersama seb gaimana dimaks d pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. nama Kegiatan; 
b. jangka waktu pelaksan 
c. jumlah anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per t 

(6) Jangka waktu pengan aran pelaksan an Kegiatan Tahun Jamak 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun 
masa jabatan Wali Kota b rakhir, kecuali � 1giatan Tahun Jamak dimaksud 
merupakan prioritas nasio . al dan/ atau kepJ rtingan strategis nasional sesuai 

I , 
dengan ketentuan peratur perundang-und gan. 

Bagian Kedua , 
RKASKPD 

Pasal 83 

(1) Kepala SKPD menyusun R SKPD berdasar' KUA dan PPAS sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 79 yat (2) dan ayat (f ;. 
(2) RKA SKPD sebagaiman dimaksud pa a ayat (1) disusun dengan 

menggunakan pendekatan: 
a. kerangka Pengeluaran angka Menengl : aerah; 
b. penganggaran terpadu; dan • 
c. penganggaran berdas an Kinerja. , 

(3) RKA SKPD sebagaimana d" aksud pada ay t (1) disampaikan kepada PPKD 
sebagai bahan penyusun rancangan Per1 a tentang APBD sesuai dengan 
jadwal dan tahapan yang iatur dalam Per1 :uran Menteri tentang pedoman 
penyusunan APBD yang di etapkan setiap 

Dalam hal terdapat pen 
darurat termasuk belanja 
menyusun RKA SKPD diluar 
79ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal 84 
ahan kebutuh · · pengeluaran akibat keadaan 

ntuk keperluan I : endesak, Kepala SKPD dapat 
UA dan PPAS seb 'gaimana dimaksud dalam Pasal 

I 

Pasal 85 
(1) Pendekatan Kerangka Pe eluaran Jangka 

I 
enengah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a ilaksanakan dengan menyusun 
Prakiraan Maju. 
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inerja sebagaimana dimaksud 
gan memperhatikan: 
' · eluaran yang diharapkan dari danaan dengan a. 

(2) Prakiraan Maju sebagai ana dimaksud da ayat (1) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran untuk Program dan K Latan yang direncanakan dalam 
tahun anggaran berikutny ,I dari tahun angg kn yang direncanakan. 

(3) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagai: ;ana dimaksud dalam Pasal 83 
ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadu an seluruh proses perencanaan 
dan penganggaran di Ii gkungan SKPD ntuk menghasilkan dokumen 
rencana kerja dan anggar 

(4) Pendekatan Penganggar berdasarkan 
dalam Pasal 83 ayat (2) hu f c dilakukan de 

Kegiatan; 
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Kel aran. 

Pasal 86 
(1) Untuk terlaksananya pe yusunan RKA-S D berdasarkan pendekatan 

I ' 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , ayat (2) dan terciptanya 
kesinambungan RKA-SKP , kepala SKPD engevaluasi hasil pelaksanaan 
Program dan Kegiatan 2 ( ua) tahun angg I an sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun an garan berjalan. I : 

(2) Evaluasi sebagaimana di aksud pada aya (1) bertujuan untuk menilai 
Program dan Kegiatan ang belum da1 

at dilaksanakan atau belum 
diselesaikan tahun sebelu ya untuk dilal< anakan atau diselesaikan pada 
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tali • n berikutnya dari tahun yang 
direncanakan. I 

(3) Dalam hal Program d Kegiatan meru ' akan tahun terakhir untuk 
pencapaian prestasi kerj yang ditetapk , kebutuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun y g direncanakan. 

Pasal 87 
(1) Penyusunan RKA SKPD engan menggun an pendekatan penganggaran 

berdasarkan Kinerja sebag imana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c 
berpedoman pada: 
a. indikator Kinerja; 
b. tolok ukur dan Sasar Kinerja sesuai an · isis standar belanja; 
c. 
d. rencana kebutuhan B D; dan 
e. Standar Pelayanan Min mal. 

(2) Indikator Kinerja sebag · ana dimaksud p da ayat (1) huruf a merupakan 
ukuran keberhasilan yan akan dicapai cf · Program dan Kegiatan yang 

I ' direncanakan meliputi ma ukan, Keluaran, d Hasil. 
(3) Tolak ukur Kinerja sebag mana dimaksud �: da ayat (1) huruf b merupakan 

ukuran prestasi kerja y g akan dicapai dari keadaan semula dengan 
mempertimbangkan fakto kualitas, kuari \as, efisiensi, dan efektivitas 
pelaksanaan dari setiap Pr gram dan Kegia 1 

' • 

(4) Sasaran Kinerja sebagaim a dimaksud pJ 
1

a ayat (1) huruf b merupakan 
Hasil yang diharapkan d · suatu Program tau Keluaran yang diharapkan 
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akan atau J dicapai sehubungan dengan 
ualitas yang terukur. 

I . ksud pada ayat (1) huruf b 
erja dan biaya yang digunakan 

dari suatu Kegiatan yan 
penggunaan anggaran den an kuantitas dan 

(5) Analisis standar belanja ebagaimana di 
merupakan penilaian kew iaran atas beban 
untuk melaksanakan suat Kegiatan. 

(6) Standar harga satuan bagaimana dim sud pada ayat (1) huruf c 
merupakan harga satu barang dan I asa yang ditetapkan dengan 
PeraturanWali Kota den an mempertimb gkan standar harga satuan 
regional. I 

(7) Standar Pelayanan Minim sebagaimana d maksud pada ayat (1) huruf e 
merupakan tolok ukur :Eerja dalam mene tukan capaian jenis dan mutu 
Pelayanan Dasar yang me pakan Urusan f merintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap Warga Neg a secara minima. 

Pasal 88 
(1) RKA SKPD sebagaimana d maksud dalam P sal 83 ayat (1) memuat rencana 

I 
pendapatan, belanja, dan · embiayaan untu tahun yang direncanakan serta 
Prakiraan Maju untuk tah n berikutnya. 

(2) Rencana pendapatan, bel ja, dan Pembiayf n sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dirinci sampai den an rincian objek.J_ 

(3) RKASKPD sebagaimana imaksud pada ay!cl,t (1) juga memuat informasi 
mengenai Urusan Pemeri tahan Daerah, or anisasi, standar harga satuan, 
dan Kinerja yang akan die pai dari Program I an Kegiatan. 

Pasal 89 l 
(1) Rencana pendapatan seba aimana dimaksu dalam Pasal 88 ayat (1) memuat 

Urusan Pemerintahan Dae ah, organisasi, kJ ompok, jenis, objek, dan rincian 
objek Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan seb gaimana dimaks d pada ayat (1) diterima oleh 
SKPD sesuai dengan tug�s dan fungsinyj erta ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan peru dang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaim a dimaksud d Pasal 88 ayat (1) dirinci atas 
Urusan Pemerintahan d erah, organisasi) Program, Kegiatan, kelompok 
belanja yang masing-mas g diuraikan mJ urut jenis, objek, dan rincian 
objek belanja. I 

(4) Rencana Pembiayaan seba aimana dimaksu� dalam Pasal 88 ayat (1) memuat 
kelompok: I 
a. penerimaan Pembiaya yang dapat di nakan untuk menutup defisit 

APBD;dan I 
b. pengeluaran Pembiaya yang dapat d gunakan untuk memanfaatkan 

surplus APBD, yang sin . g-masing diu1 1 
ikan menurut jenis, objek, dan 

rincian objek Pembiay 
(5) Urusan Pemerintahan dae sebagaimana i:naksud dalam Pasal 88 ayat (3) 

memuat Urusan Pemerint an daerah yang 
I 

1
1

'kelola sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana · aksud dalam sal 88 ayat (3) memuat nama 
SKPD selaku PA. 
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(7) Kinerjayang hendak dicap · sebagaimana di aksud dalam Pasal 88 ayat (3) 
terdiri dari indikator Kinerj , tolok ukur Kine ·a, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program sebagaimana di aksud dalam P 
1 

al 88 ayat (3) memuat nama 
Program yang akan dilaks akan SKPD dal tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana di aksud dalam Pl :al 88 ayat (3) memuat nama 
Kegiatan yang akan dilaks akan SKPD dal 1 ' tahun anggaran berkenaan. 

sun oleh kepala ! SKPD sebagaimana dimaksud 
isampaikan kepi cla TAPD melalui PPKD untuk 

aksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
a RKA SKPD denJ ,n: 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rane gan Peraturan Da :rah Tentang APBD 

Pasal 90 

( 1) RKA SKPDyang telah dis 
dalam Pasal 83 ayat ( 1) 
diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana di 
menelaah kesesuaian an 
a. KUA dan PPAS; 
b. Prakiraan Maju yang te ah disetujui tahu : anggaran sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan ainnya; 
d. capaian kinerja; 
e. indikator kinerja; 
f. analisis standar belanj 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuh BMD; 
i. Standar Pelayanan Min mal; 

' j. proyeksi perkiraan maj untuk tahun an garan berikutnya; dan 
k. program dan kegiatan tar RKA SKPD. I 

(3) Dalam hal hasil verifikasi T PD sebagaimana imaksud pada ayat (1) terdapat 
ketidaksesuaian, kepala SK D melakukan pe yempurnaan. 

' 

Pasal 91 

, asan dan keterpaduan Urusan 
erangka pengelolaan keuangan 

I 

er golongan dan p · r jabatan; 
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negara; 
daftar jumlah pegawai f. 

daerah, organisasi, Pro ram, dan Kegia 
I 

e. rekapitulasi Belanja D erah untuk kesel 
Pemerintahan daerah , an fungsi dalam 

(1) PPKD menyusun rancang Perda tentang :PBD dan dokumen pendukung 
berdasarkan RKASKPD y g telah disempurf' an oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentan APBD sebagai ana dimaksud pada ayat (1) 
memuat lampiran paling s dikit terdiri atas: 
a. ringkasan APBD y g diklasifikasi , ' enurut kelompok dan jenis 

Pendapatan, Belanja, d Pembiayaan; 
' 

b. ringkasan APBD menu ut Urusan Peme · tahan daerah dan organisasi; 
c. rincian APBD menu· ut Urusan Pe I �rintahan daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan,kelo pok, jenis pendJ atan, belanja, dan Pembiayaan; 
d. rekapitulasi belanja an kesesuaian I : enurut Urusan Pemerintahan 

I 
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daerah dan inve asi daerah lainnya; 
I 

1. ahan dan pengur . gan aset tetap daerah; 
J. daftar perkiraan penam ahan dan pengu}' gan aset lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun ggaran sebelumi ya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali d am tahun anggar yang direncanakan; 
daftar Dana Cadangan; dan 

m. daftar Pinjaman Daer 
(3) Dokumen pendukung seb gaimana dimaksu pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan rancangan eraturan Wali Koi tentang penjabaran APBD. 
(4) Rancangan Peraturan W�li Kota tentang l1 enjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (3) mf uat lampiran palt ng sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan penjabaran PBD yang diklaJ· ikasi menurut kelompok, jenis, 

objek, dan rincian obje Pendapatan, Bel1 
ja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD me, urut Urusan P� . erintahan daerah, organisasi, 
Program, Kegiatan, ke ompok, jenis, ob·:ek, rincian objek pendapatan, 
belanja, dan Pembiaya 

c. daftar nama penerima, amat penerima, an besaran hibah; dan 
d. daftar nama penerima, amat penerima, an besaran bantuan sosial. 

I. 

g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penyertaan mod 

Rancangan Perda 
kepada W ali Kota. 

Pasal 92 
yang telah d susun oleh PPKD disampaikan 

BABV 
PENETAPAN APB 

Bagian Kesatu 

Perry paian dan Peml hasan 
Rancangan eraturan Daerah entang APBD 

Pasal 93 

(1) Wali Kota wajib mengaj kan rancangan Perda tentang APBD disertai 
penjelasan dan dokumen pendukungnya pada DPRD paling lambat 60 
(enam puluh) hari sebelu 1 (satu) bulan I ahun anggaran berakhir untuk 
memperoleh persetujuan b rsama antara Wal' Kota dan DPRD. 

(2) Wali Kota yang tidak mengajukan raih angan Perda tentang APBD 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1) dikk ai sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturk perundang-und gan. 

Pasal 94 
' 

(1) Pembahasan rancangan Prrda tentang APB: dilaksanakan oleh Wali Kota 
dan DPRD setelah Wali Kdt;a menyampaika4 rancangan Perda tentang APBD 
beserta penjelasan dan okumen pendu ' ng sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan. I , 

(2) Pembahasan rancangan P rda tentang APB , sebagaimana dimaksud pada 
I ' ayat (1) berpedoman pada KPD, KUA, dan R AS. 
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Bagian Kedua 
gan Peraturan 

Pasal 95 

(1) Wali Kata dan DPRD waji menyetujui be�: ama rancangan Perda tentang 
APBD paling lambat 1 (s tu) bulan sebelur dimulainya tahun anggaran 
setiap tahun. I 

(2) Berdasarkan persetujuan b rsama sebagaima a dimaksud pada ayat (1), Wali 
I 

Kata menyiapkan rancang Peraturan Wali . ota tentang penjabaran APBD. 

(3) DPRD dan Wali Kata ya g tidak 
menyetf 

iui bersama rancangan Perda 
tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebel1 

m dimulainya tahun anggaran 
setiap tahun sebagaim a dimaksud p1 

da ayat (1) dikenai sanksi 
administratif sesuai deng ketentuan perat 'an perundang-undangan. 

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APB , karena Wali Kata terlambat 
menyampaikan rancangan Perda tentang A. BD kepada DPRD dari jadwal 
sebagaimana dimaksud alam Pasal 93 yat (1), sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tid dapat dikenak , kepada anggota DPRD. 

Pasal 96 
(1) Dalam halWali Kata dan D RD tidak meng bil persetujuan bersama dalam 

waktu 60 (enam puluh) ari sejak disam9 ."kan rancangan Perda tentang 
APBD oleh Wali Kata k pada DPRD, W li Kata menyusun rancangan 
Peraturan Wali Kata ten g APBD paling t� ggi sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya. I 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kata tentang AP D sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan unt k belanja yang bci sifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib. I · 

(3) Angka APBD tahun angg an sebelumnya se agaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilampaui apabil terdapat: I 
a. kebijakan pemerintah ang mengakibatk n tambahan pembebanan pada 

APBD; dan/atau I 
b. keadaan darurat terma uk keperluan me desak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-u dangan. 

Pasal 97 
Rancangan Peraturan Wali otatentang APBDI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 96 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri 1 as: 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan penjabaran APB sampai dengan ncian objek; 
c. ringkasan APBD menurut rusan Pemerintah daerah dan organisasi; 

erah tentang APBD 
I 

d. rincian APBD menurut U 
Kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian 
Pembiayaan; 

e. rekapitulasi dan kesesuai 

daerah, organisasi, Program, 
bjek pendapatan, belanja, dan 

belanja menu tUrusan Pemerintahan daerah, 
organisasi, Program, dan K giatan; 
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f. rekapitulasi Belanja Daer untuk kesel 
Pemerintahan daerah d fungsi dalam 

san dan keterpaduan Urusan 
1rangka pengelolaan keuangan 

negara; 
g. daftar jumlah pegawai per olongan dan per j batan; 
h. daftar Piutang Daerah; I 
1. daftar penyertaan modal da;erah dan investai" daerah lainnya; 
J. daftar perkiraan penamb han dan pengurang aset tetap daerah; 

I k. daftar perkiraan penambah dan penguranT 
1. daftar Kegiatan tahun an garan sebelumn1 dianggarkan kembali dalar tahun anggaran · 

dan 
n aset lain-lain; 
yang belum diselesaikan 

m. daftar Dana Cadangan; 
n. daftar Pinjaman Daerah; 
o. daftar nama penerima, al 
p. daftar nama penerima, al 

at penerima, dan 
. d I at penenma, an 

Pasal 98 

esaran hibah; dan 
esaran bantuan sosial. 

' 

(1) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaim=i , dimaksud dalam Pasal 96 ayat 
(2) dapat ditetapkan me jadi Peraturan I ali Kota setelah memperoleh 
pengesahan dari gubernur ebagai wakil Pero rintah Pusat. 

(2) Untuk memperoleh peng sahan sebagain{ , a dimaksud pada ayat (1), 
rancangan Peraturan W · Kota tentanl APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lamba 15 (lima belas) ari terhitung sejak DPRD tidak 
mengambil keputusan ber ama dengan Wall ' kota terhadap rancangan Perda 
tentang APBD. 

(3) Apabila dalam batas w u 30 (tiga pulu ) hari gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat tidak mengesahkan r cangan Peraturan Wali Kota 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1), Wd i Kota menetapkan rancangan 
Peraturan Wali Kota menja i Peraturan Wali ota. 

(1) Dalam hal penetapan 
melaksanakan pengeluar 
jumlah pengeluaran APBD 

Pasal 99 
APBD mengal i keterlambatan, Wali Kota 
setiap bulan p ng tinggi sebesar seperduabelas 

ahun anggaran s1 belumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana di' aksud pada ayat (1) dibatasi 
hanya untuk mendanai keperluan mend1 sak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peratur Daerah tentang BD dan Peraturan Wali Kota 

ten tang 
Penj baran Rancang APBD 

Pasal 100 

(1) Rancangan Perda kota t ntang APBD yan, telah disetujui bersama dan 
rancangan Peraturan W i Kota tentang enjabaran APBD disampaikan 
kepada gubernur sebagai akil Pemerintah usat paling lambat 3 (tiga) hari 
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sejak tanggal persetuju Rancangan Pe a Kota tentang APBD untuk 
dievaluasi sebelum ditetap an oleh Wali Kot . 

(2) Rancangan Perda kota te ng APBD dan ancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran APBD sebagaimana di aksud pada ayat (1) disertai 
dengan RKPD, KUA, dan PP S yang disepaka antara Wali Kota dan DPRD. 

(3) Dalam hal gubernur seb gai wakil Peme . tah Pusat menyatalran hasil 
evaluasi rancangan Perdat ntang APBD d� rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran APBD sesuai dengan k tentuan peraturan perundang­ 
undangan, kepentingan u um, RKPD, KU1 PPAS, dan RPJMD, Wali Kota 
menetapkan rancangan erda Kota ten g APBD menjadi Perda dan 
rancangan Peraturan Wali ota tentang pei baran APBD menjadi Peraturan 
Wali Kotasesuai dengan ke entuan peraturan erundang-undangan, 

(4) Dalam hal gubernur seb gai wakil Pemer ntah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perda entang APBD d I rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran APB tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kep ntingan umum, KPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, 
Wali Kota bersama DPRD elakukan penye purnaan paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak hasil evaluasi di erima. 

Pasal 101 
(1) Penyempurnaan hasil eval asi sebagaimana imaksud dalam Pasal 100 ayat 

(4) dilakukan Wali Kota m lalui TAPD bersa a dengan DPRD melalui badan 
an�aran. I 

(2) Hasil penyempurnaan se agaimana dimak ud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan pimpin DPRD. I 

(3) Keputusan pimpinan DPR sebagaimana di · aksud pada ayat (2) dijadikan 
dasar penetapan Perda ten ang APBD. I 

(4) Keputusan pimpinan DP sebagaimana di .aksud pada ayat (2) dilaporkan 
pada sidang paripurna beri utnya. I 

(5) Keputusan pimpinan D RD sebagaimrup. dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada gube urpaling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan 
tersebut ditetapkan. j 

Bagian Keempa 
I Penetapan Pe aturan Daerah te tang APBD dan 

Peraturan W · Kota tentang Pe jabaran APBD 

Pasal 102 

(1) Rancangan Perda tentang PBD dan rancan an Peraturan Wali Kota tentang 
penjabaran APBD yang te ah dievaluasi dit1 tapkan oleh Wali Kota menjadi 
Perda tentang APBD dan P raturan Wali Koci tentang penjabaran APBD. 

(2) Penetapan rancangan Per· a tentang APBDI clan rancangan Peraturan Wali 
Kota tentang penjabaran APBD sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat t ggal 31 Desemb .tahun sebelumnya. 

(3) Wali Kota menyampaikan Perda tentang I , BD dan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran APBD kepada gubernu paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah Perda dan Peratur Wali Kota diteta kan. 
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(4) Dalam hal Wali Kota berh 
tentang APBD dan Peratur 

gan, pejabat y 
Wali Kota tenta 

BAB VI 

g berwenang menetapkan Perda 
� penjabaran APBD. 
I , 

USAHAAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 103 

(1) Semua Penerimaan dan P ngeluaran Daer dianggarkan dalam APBD dan 
I . dilakukan melalui Rekenin Kas Umum Daer yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal Penerimaan d Pengeluaran Dae ah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai Peratur perundang-und gan tidak dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Dae ah, BUD melaku an pencatatan dan pengesahan 
Penerimaan dan Pengeluar Daerah tersebJ , 

Pasal 104 
imaan /Bendahar · Pengeluaran, dan orang atau 

uang/kekayaan Daerah wajib 
,dengan ketentuan peraturan 

(1) PA/KPA, Bendahara Pene 
badan yang menerima 
menyelenggarakan pena 
perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandat ngani dan/ atau rnengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang m jadi dasar penerimaan atau 
pengeluaran atas pelaksan an APBD bertan ng jawab terhadap kebenaran 
material dan akibat yang · bul dari penggu I an surat bukti dimaksud. 

(3) Kebenaran material seb gaimana dimakJ d pada ayat (2) merupakan 
kebenaran atas pengguna anggaran danl Hasil yang dicapai atas Bbban 
APBD sesuai dengan kewe angan Pejabat yJ g bersangkutan. 

Pasal 105 J 
Wali Kota dan perangkat daer dilarang mel 

1kan pungutan selain dari yang 
diatur dalam Perda, kecuali d tentukan lain seJ ai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 106 
Penerimaan perangkat daerah yang merupakan enerimaan Daerah tidak dapat 
dipergunakan langsung unt k pengeluaran, I ecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan p rundang-undan 

Pasal 107 
(1) Setiap Pejabat dilarang me akukan tindakan ang berakibat pengeluaran atas 

Behan APBD apabila angg an untuk mem ayai pengeluaran tersebut tidak 
tersedia atau tidak cukup t rsedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas eban APBD dida I kan atas DPA dan SPD atau 
dokumen lain yang dipers akan dengan SR . 

' (3) Wali Kota dan perangkat d erah dilarang m kan pengeluaran atas Beban 
APBDuntuk tujuan lain d · yang telah diteta kan dalam APBD. 
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Pasal 108 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, ali Kota meneta11 an: 
a. pejabat yang d�be� wew nang menandat, ,an� SPD; 
b. pejabat yang diberi wew nang menandat:aJ?. am SPM; 
c. pejabat yang diberi wew nang mengesahka ' surat pertanggungjawaban; 
d. pejabat yang diberi wew nang menandatan : ani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan an Bendahara Pe geluaran; 
f. Bendahara Penerimaan embantu dan Be dahara Pengeluaran Pembantu; 

dan 
g. Pejabat lainnya dalam rjngka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Wali Kota ten . g penetapan pejJ at sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahuri anggaran yang berkenaan. 

Bagian Kedua , 
Pelaks aan dan Penata sahaan 

Kas Umum Daer I 
Pasal 109 

(1) Dalam rangka pengelola uang daerah, fPKD selaku BUD membuka 
Rekening Kas Umum Daer pada bank umu yang sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana imaksud pada a; at (1) ditetapkan oleh Wali Kota 
sesuai dengan ketentuan p raturan perundai g-undangan. 

(3) Penetapan bank umum se agaimana dimak ud pada ayat (2) dimuat dalam 
perjanjian antara BUD den an bank umum � g bersangkutan. 

Pasal 110 

(1) Dalam pelaksanaan operas onal Penerimaan aerah dan Pengeluaran Daerah, 
BUD dapat membuka rek ning penerimaan . an rekening pengeluaran pada 
bank yang ditetapkan oleh ali Kota. 

(2) Rekening penerimaan seba aimana dimaksu I pada ayat (1) digunakan untuk 
menampung Penerimaan D erah setiap hari.l 

(3) Rekening penerimaan seb gaimana dimak id pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening ber aldo nihil y I g seluruh penerimaannya 
dipindahbukukan ke Reke ing Kas Umum d erah sekurang-kurangnya sekali 
sehari pada akhir hari. I , 

(4) Dalam hal kewajiban pe · dahbukuan s bagaimana dimaksud ayat (3) 
secara teknis belum dap t dilakukan setiJ hari, pemindahbukuan dapat 
dilakukan secara berkala y g ditetapkan da1' Peraturan Wali Kota. 

(SJ Rekening pengeluaran se agaimana dimald ud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening yang m nampung pagu d a untuk membiayai Kegiatan 
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengelua ;an,yang besarannya ditetapkan 
dengan Peraturan W ali Ko . I 

(6) Pemindahbukuan dana ari rekening R nerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank u um ke Rekenid i Kas Umum Daerah dilakukan 
atas perintah BUD. 
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Pasal 111 

(1) Wali Kata dapat memberi · in kepada kepalai KPD untuk membuka rekening 
penerimaan melalui BUD y g ditetapkan ale lwali Kota pada bank umum. 

(2) Wali Kata dapat memben:kan izin kepadal kepala SKPD untuk membuka 
rekening pengeluaran melalui BUD yang dite pkan oleh Wali Kata pada bank 

• I umum untuk menampung ang persediaan. 

Pemerintah Daerah berhak 
lainnya atas dana yang disi 
dan/ atau jasa giro yang berl 
undangan. 

Pasal 112 
emperoleh bun a, jasa giro,dan/atau imbalan 

pan pada bank S '. rdasarkan tingkat suku bunga 
sesuai dengan etentuan peraturan perundang- 

Pasal 113 
Biaya yang timbul sehubun dengan pelay an yang diberikan oleh bank 
didasarkan pada ketentuan ang berlaku pa� ; bank yang bersangkutan dan 
sesuai dengan ketentuan pera uran perundang- ndangan. 

Pasal 114 
(1) Dalam rangka manajeme kas, Pemerintah 'Daerah dapat mendepositokan 

dan/atau melakukan inve tasi jangka pend atas uang milik Daerah yang 
sementara belum digun sepanjang tidak mengganggu likuiditas 
Keuangan Daerah, tugas d erah, dan kualita pelayanan publik. 

(2) Deposito dan/atau investa i jangka pendekl ebagaimana dimaksud ayat (1) 
harus disetor ke Rekening as Umum Daer paling lambat per 31 Desember. 

Bagian Ketiga 
enyiapan DPA SI · D 

Pasal 115 

(1) PPKDmemberitahukan k pada kepala KPD agar menyusun dan 
menyampaikan rancang DPA SKPD pali g lambat 3 (tiga) hari setelah 
Peraturan Wali Kata tent g penjabaran APB : ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD seb gaimana dimaks I cl pada ayat (1) memuat Sasaran 
yang hendak dicapai, fun si, Program, Ke tan, anggaran yang disediakan 
untuk mencapai Sasaran ersebut, rencana penerimaan dana, dan rencana 
penarikan dana setiap sat an kerja serta pei apatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerah rancangan DPA KPD yang telah disusun kepada 
PPKD paling lambat 6 ( nam) hari setel pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dis paikan. 

Pasal 116 
(1) TAPD melakukan verifika i rancangan DP, 'SKPD bersama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 
(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebag l.mana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) h 1 
• sejak ditetapkannya Peraturan 

Wali Kota tentang penjab an APBD. 
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(3) Berdasarkan hasil verifik si sebagaimana imaksud pada ayat (1), PPKD 
mengesahkan rancangan DPA SKPD set 1ah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi ebagaimana dim sud pada ayat (1) tidak sesuai 
dengan Peraturan Wali K ta tentang penjJ aran APBD, SKPD melakukan 
penyempurnaan rancang DPA SKPD unt k disahkan oleh PPKD dengan 
persetujuan Sekretaris Dae ah. 

(5) DPA SKPD yang telah dis kan sebagaim a dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) disampaikan kep a SKPD yang b� sangkutan dan kepada satuan 
kerja yang secara fungsion melakukan pen awasan daerah paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak tanggal d sahkan. I 

(6) DPA SKPD sebagaimana imaksud pada a at (3) dan ayat (4) digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh ke1 ala SKPD selaku PA. 

Bagian Keempal 
ggaran Kas dan PD 

Pasal 117 

(1) PPKD selaku BUD men sun Anggaran as Pemerintah Daerah untuk 
mengatur ketersediaan d a dalam men aipengeluaran sesuai dengan 
rencana penarikan dana y g tercantum dal1 . DPASKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaiman dimaksud padal yat (1) memuat perkiraan arus 
kas masuk yang bersumb r dari penerima . dan perkiraan arus kas keluar 
yang digunakan untuk me danai Pengeluar Daerah dalam setiap periode. 

Pasal 118 

(1) Dalam rangka manaje kas, PPK menerbitkan SPD dengan 
mempertimbangkan: 
a. Anggaran Kas Pemerin Daerah; 
b. ketersediaan dana di K s Umum Daerah;I an 
c. penjadwalan pembaya an pelaksanaan ggaran yang tercantum dalam 

DPASKPD. 
(2) SPD sebagaimana dimaks d pada ayat (1) d siapkan oleh Kuasa BUD untuk 

ditandatangani oleh PPKD. 

Pasal 119 
Ketentuan lebih lanjut meng nai tata cara pel sanaan penyusunan Anggaran 

I 
Kas dan SPD sebagaimana imaksud dalam sal 117 ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Wali Kota berpe oman pada PeJ turan Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perund g-undangan, 

Bagian Kelima 
Pelak anaan dan Penat sahaan 

Pendapatan Dae) h 

Pasal 120 

(1) Bendahara Penerimaan w iib menyetor selu uh penerimaannya ke Rekening 
Kas Umum Daerah paling bat dalam w 1 , 1 (satu) hari. 
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(2) Dalam hal kondisi geogr is daerah sulit ijangkau dengan komunikasi, 
transportasi, dan keterb asan pelayanan 1asa keuangan, serta kondisi 
objektiflainnya, penyetor penerimaan seb 1aimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melebihi 1 (satu) h · yang diatur dal 1 

: Peraturan Wali Kota. 
(3) idukung oleh b ti yang lengkap dan sah atas 

setoran. J 
(4) Bukti sebagaimana dim sud pada aya (3) dapat meliputi dokumen 

elektronik. I 
(5) Penyetoran penerimaan p ndapatan sebag mana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan surat tanda etoran. 

Pasal 121 
(1) Penyetoran penerimaan pe dapatan sebagai ana dimaksud dalam Pasal 120 

ayat (5) dilakukan secara t nai dan/atau no4 unai. 
(2) Penyetoran sebagaimana di aksud pada aya ·(1) dianggap sah setelah Kuasa 

BUD menerima nota kredit atau dokumen lai1 
, yang dipersamakan. 

(3) Bendahara Penerimaan dil ang menyimpan uang, eek, atau surat berharga 
yang dalam penguasaanny : 
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat eadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 120 ayat (2 ; dan/atau 
b. atas nama pribadi. 

Pasal 122 

(1) Bendahara Penerimaan p da SKPD wajib inenyelenggarakan pembukuan 
terhadap seluruh penerim]an dan penyetor · , atas penerimaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. I 

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD ajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pene maan kepada PA · elalui PPK SKPD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutny 

dan analisis atas laporan 
dimaksud pada ayat (3) dalam 

ajib menyampaikan laporan I , 
kepada R KD paling lambat tanggal 10 imaan 

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD 
pertanggungjawaban 
bulan berikutnya. 

(4) PPKD melakukan asi, evaluasi, 
pertanggungjawaban pene maan sebagaimar 

•. ) 

rangka rekonsiliasi peneri 

Pasal 123 

(1) Pengembalian atas kelebih Penerimaan Da rah yang sifatnya berulang dan 
terjadi pada tahun yangs a maupun tahJ sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekeni g penerimaan y I g bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas keleb han Penerimaari I Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi alam tahun y1 

ng sama dilakukan dengan 
membebankan pada rekeni g penerimaan ya g bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas keleb an Penerima Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi pada tahun s1 

elumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekeni g belanja tidak t6 duga. 

51 



g lengkap dan sah mengenai 

elanja Daerah 

Pasal 124 

Bagian Keen 
Pelaksanaan d 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti y 
hak yang diperoleh oleh pi ak yang menagih.l 

(2) Pengeluaran kas yang me gakibatkan Beb APBD tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan Perda .entang APBD dit I apkan dan diundangkan dalam 
lembaran Daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebag · 
pengeluaran keadaan d 
Peraturan perundang-und 

ana dimaksud · ada ayat (2) tidak termasuk 
rat dan/atau keperluan mendesak sesuai 

( 1) Bendahara Pengeluaran 
SKPDberdasarkan SPD ata 

(2) Pengajuan SPP kepada KP 
lokasi, disampaikan Bend 
SKPD berdasarkan SPD ata 

Pasal 125 
mengajukan S 'p kepada PAmelalui PPK 
dokumen lain y I lg dipersamakan dengan SPD. 

berdasarkan 
pb 

. · bangan besaran SKPD dan 
ara PengeluarJ I pembantu melalui PPK Unit 
dokumen lain/ ' g dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada K A berdasarkan P. rtimbangan besaran anggaran 
Kegiatan SKPD, disampaik Bendahara Pe� eluaran pembantu melalui PPK 
SKPD berdasarkan SPD ata dokumen lain ya: g dipersamakan dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana dimaksu pada ayat (l)ter I. · atas: 
a. SPP UP; 
b. SPP GU; 
c. SPP TU; dan 
d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dimaksu pada ayat (2) d ayat (3) terdiri atas: 
a. SPP TU; dan 

, b. SPP LS. 

ana dimaksud pa· 'a ayat (2) melampirkan dengan 
aban pengguna 1 

' UP. 
(5) Pengajuan SPP GU sebag 

dokumen asli pertanggungj 

Pasal 126 

(1) Penerbitan dan pengaju dokumen SPP P dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka , engisian UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP �U dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka engganti UP. I.I. 

(3) Besaran UP dan GU seb aimana dimaksi d pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan keputus Wali Kota. I 

(4) Pengajuan SPP UP sebagai ana dimaksud I ada ayat (1) diajukan dengan 
melampirkan keputusan a1i Kota ten g besaran UP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
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Pasal 128 

( 1) Penerbitan dan pengaju dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk pembay 
a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada pihak ketiga ata t dan jasa; dan 
c. kepada pihak ketiga dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. I 
(2) Pengajuan dokumen SPP untuk pembay an pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud p da ayat (1) hu�; b dapat juga dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran embantu dalam al PA melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada KP . 

Pasal 127 

(1) Bendahara Pengeluaran ata Bendahara Pen&· uaran pembantu mengajukan 
SPPTU untuk melaksanak Kegiatan yang !bersifat mendesak dan tidak 

I 
dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP U� GU. 

(2) Batas jumlah pengajuan S P TU harus me �apat persetujuan dari PPKD 
dengan memperhatikan ri cian kebutuhan i dan waktu penggunaannya 
ditetapkan dengan Peratur Wall Kata. / 

(3) Dalam hal sisa TU tidak abis digunakan 

1 

alam 1 (satu) bulan, sisa TU 
disetor ke Rekening Kas Um m Daerah. 

I 

(4) Ketentuan batas waktu pen etoran sisa TU se ;agaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan untuk: J , 
a. Kegiatan yang pelaksan annya melebihi 1 satu) bulan; dan/atau 
b. Kegiatan yang mengala i perubahan ja · al dari yang telah ditetapkan 

sebelumnya akibat peris iwa di luar kend 1 
·' PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebag · ana dimaksud p I ;a ayat (1) melampirkan dengan 
daftar rincian rencana pen naan dana. 

Pasal 129 

(1) Pengajuan dokumen SPP untuk pembay .an pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud d am Pasal 128a1, t (1) huruf b oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara P ngeluaran pemb 1 'tu, dilakukan paling lambat 3 
(tiga) hari sejak diterimany tagihan dari pih ketiga melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilamp · dengan kelengkJ , 'an persyaratan yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan p raturan perundai g-undangan. 

' 

Pasal 130 
(1) Berdasarkan pengajuan SR UP sebagaiman !dimaksud dalam Pasal 126 ayat 

(1), PA mengajukan pe · taan UP kepada, uasa BUD dengan menerbitkan 
SPMUP. 

(2) Berdasarkan pengajuan S P GU sebagaim iia dimaksud dalam Pasal 126 
ayat (2), PA mengajukan p nggantian UP y1 1 'telah digunakan kepada Kuasa 
BUD dengan menerbitkan PM GU. I 

(3) Berdasarkan pengajuan S P TU sebagaiman :dimaksud dalam Pasal 127 ayat 
(1), PA/KPA mengaju permintaan TT§ kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM TU. 
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Pasal 131 

(1) Berdasarkan SPP LS yang iajukan oleh Be · ahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu seb gaimana dimaks ti dalam Pasal 128 ayat (1), PPK 
SKPD/PPK Unit SKPD mel ukan verifikasi d s: 
a. kebenaran material sur t bukti mengenail : ak pihak penagih; 
b. kelengkapan dokumen yang menjadi pe syaratan/ sehubungan dengan 

ikatan/perjanjian peng daan barang/jasJ .dan 
c. ketersediaan dana yang bersangkutan. I ! 

(2) Berdasarkan hasil verifika i sebagaimana di· aksud pada ayat (1), PA/KPA 
I , 

memerintahkan pembayar atas Beban Af , D melalui penerbitan SPM LS 
kepada Kuasa BUD. I i 

(3) Dalam hal hasil verifikasi t dak memenuhi sy: at, PA/KPA tidak menerbitkan 
SPMLS. 

(4) PA/KPA mengembalikan okumen SPP LS alam hal hasil verifikasi tidak 
memenuhi syarat sebag � ayat (3) paling lambat 1 (satu) 

I 

hari terhitung sejak diteri 
(- 

Pasal 132 
Kuasa BUD menerbitkan ' ( 1) P2D berdasark19 SPM yang diterima dari PA/KPA 
yang ditujukan kepada b k operasional mi 'kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagai ana dimaksud p da ayat (1) paling lama 2 (dua) 
hari sejak SPM diterima. 

P2D 

sebagaimanl 

(3) Dalam rangka penerbitan : dimaksud pada ayat (2), Kuasa 
BUD berkewajiban untuk: I 

a. meneliti kelengkapan PM yang diterbi 
1

an oleh PA/KPA berupa Surat 
Pernyataan Tanggung awab PA/KPA; I i 

b. menguji kebenaran erhitungan 1"" atas Behan APBD yang 
tercantum dalam perin ah pembayaran; l c. menguji ketersediaan d a Kegiatan yan bersangkutan; dan 

( d. memerintahkan penc · an dana sebagai I Asar Pengeluaran Daerah. 
(4) Kuasa BUDtidak menerbi an SP2D yang diJ ukan PA/KPAapabila: 

a. tidak dilengkapi Surat ernyataan Tangg p.g Jawab PA/KPA; dan/atau 
b. pengeluaran tersebut elampaui pagu. ·1 ! 

(5) Kuasa BUD mengembalik dokumen SPM d am hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya SPM. ' 

Pasal 133 
: 

(1) Bendahara Pengeluaran/ endahara Penge� laran pembantu melaksanakan 
pembayaran setelah: I ' 
a. meneliti kelengkapan d kumen pembayar yang diterbitkan oleh PA/KPA 

beserta bukti transaksi ya; 
b. menguji kebenaran pe itungan tagihan 

pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan d a yang bersang utan. 
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(2) Bendahara Pengeluaran/B 
melakukanpembayaran d 
dimaksud pada ayat (1) tid 

ndahara Pengel 
PA/KPA apa 

dipenuhi. 

an pembantu wajib menolak 
I 
ila persyaratan sebagaimana 

! 
(3) Bendahara Pengeluaran/B:endahara Penge� aran pembantu bertanggung 

jawab secara pribadi atas p mbayaran yang di aksanakannya, 
' I 

Bendahara Pengeluaran/Bend 
Pajak Penghasilan (PPh) d 
penerimaan potongan dan p 
Negara. 

Pasal 134 
ara Pengeluarani : embantu sebagai wajib pungut 

pajak Jainnya wajib menyetorkan seluruh 
iak yang dipun I tnya ke Rekening Kas Umum 

Pasal 135 
/ 

: 
PA/KPA dilarang menerbitk SPM yang me bebani tahun anggaran yang 
berkenaan setelah tahun angg an berakhir. 

Pasal 136 
(1) Bendahara Pengeluaran se ara administratif ajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan UP/GU/TU/ kepada PA mr �ui PPK SKPD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutny . : 

(2) Bendahara Pengeluaran/B ndahara Pengelu an pembantu pada SKPD wajib 
mempertanggungjawabkan secara fungsionl i atas pengelolaan uang yang 
menjadi tanggung j wabnya deng 1 ! menyampaikan Japoran 

I : 
pertanggungjawaban peng luaran kepada R ,KD selaku BUD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutny . 

(3) Ketentuan batas w u penerbitan 'surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban peng luaran dan san si keterlambatan penyampaian 
laporan pertanggungjawab ditetapkan dalf, 11 

· Peraturan Wali Kota. 
(4) Penyampaian pertanggu gjawaban Bend , ara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu se ara fungsional sJ '. agaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan setelah iterbitkan surat kbngesahan pertanggungjawaban 
pengeluaran oleh PA/KPA. I 

(5) Untuk tertib laporan pe ggungjawab� I pada akhir tahun anggaran, 
pertanggungjawaban peng luaran dana bulan Desember disampaikan paling 

' lambat tanggal 31 Desemb r. 

Bagian Ketujuli 
I Pelak anaan dan Penata 

Pembiayaan Dae) 
Pasal 137 

' (1) Pelaksanaan dan penatau ahaan penerima ' dan pengeluaraan Pembiayaan 
Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. d (2) Penerimaan dan pengelu aan Pembiaya Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan m lalui Rekening Ka: !umum Daerah. I . 

(3) Dalam hal penerimaan d pengeluaran R mbiayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) esuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
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tidak dilakukan melalui ekening Kas U 
pencatatan dan pengesah n penerimaan 
Daerah tersebut. 

Daerah, BUD melakukan 
pengeluaran Pembiayaan 

tunjangan Pegaw · ASN akibat adanya kebijakan 

atan yang belum l lrsedia anggarannya; dan/atau 

e. mendanai kenaikan gaji d 
Pemerintah; 

f. mendanai Program dan Ke 
g. mendanai Kegiatan yang c paian Sasaran ·, erjanya ditingkatkan dari yang 

telah ditetapkan dalam D A SKPD tahun 
J 

' ggaran berjalan, yang dapat 
diselesaikan sampai deng batas akhir p nyelesaian pembayaran dalam 
tahun anggaran berjalan. 

I 

Pasal 138 ! 
Keadaan yang menyebabkan S PA tahun sebel mnya digunakan dalam tahun 
anggaran berjalan untuk: J I 
a. menutupi defisit anggaran; : 
b. mendanai kewajiban Peme · tah Daerah yan , elum tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan p kok Utang d 1 /atau obligasi Daerah yang 

melampaui anggaran yang t rsedia mendahul i perubahan APBD; 
d. melunasi kewajiban bunga 

Pasal 139 
(1) Pemindahbukuan dari rek ning Dana Cad gan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdas an rencana pen1 
naan Dana Cadangan sesuai 

peruntukannya. 
(2) Pemindahbukuan dari rek ning Dana Cad · gan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dim sud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana 
Cadangan yang ditetapk berdasarkan Pei a tentang pembentukan Dana 
Cadangan yang bersangku mencukupi. , 

(3) Pemindahbukuan sebag · ana dimaksud pa a ayat (2) paling tinggi sejumlah 
pagu Dana Cadangan yan akan digunak 1 

, sesuai peruntukannya pada 
tahun anggaran yang berke aan sesuai deng ' yang ditetapkan dengan Perda 
tentang pembentukan Dan Cadangan. I 

(4) Pemindahbukuan dari rek ning Dana Cad ! gan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sebagaimana di sud pada ay� 1 

(1) dilakukan dengan surat 
perintah pemindahbukuan leh Kuasa BUD l as persetujuan PPKD. 

Pasal 140 
(1) Pengalokasian anggaran u tuk pembentuk , 1 Dana Cadangan dalam tahun 

anggaran yang berkenaan esuai dengan jurri�ah yang ditetapkan dalam Perda 
tentang pembentukan Dan Cadangan. I.I' 

(2) Alokasi anggaran sebagaim a dimaksud pa?' ayat (1) dipindahbukukan dari 
Rekening Kas Umum Daer ke rekening D a Cadangan. 

I 

(3) Pemindahbukuan sebag · ana dimaksud . ida ayat (2) dilakukan dengan 
surat perintah Kuasa BUD tas persetujuan PKD. 

I 
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Pasal 141 

aan, Kuasa BUD berkewajiban 
I 

geluaran Pembi 

(1) Pengelolaan BMD adalah 
kebutuhan dan pengan 
pengamanan dan pemelih 
penghapusan, 
pengendalian. 

i 

a. meneliti kelengkapan peri tah pembayar1 yang diterbitkan oleh kepala 
SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhit ngan pengeluar Pembiayaan yang tercantum 
dalam perintah pembayar ; I j 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutari; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah 'pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenu i persyaratan y 1 
' ditetapkan. 

I 
Bagian Kedelap , I 
Pengelolaan BM 

I I 
Pasal 142 I : 

eseluruhan Kegi tan yang meliputi perencanaan 
I ' aran, pengadaa i, penggunaan, pemanfaatan, 

aan, penilaian, J mindahtanganan, pemusnahan, 
aan dan pi ;binaan, pengawasan dan 

(2) Pengelolaan BMD sebagai ana dimaksud Pf\�a ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peratur perundang-unda.bgan. 

untuk: 
Dalam rangka pelaksanaan p 

BAB VII 
LAPORAN EALISASI SEMES ER PERTAMA 

ANGGARAN PE DAPATAN DAN � i LANJA DAERAH 
! i 

DANPERUBAHAN ANG ARAN PENDAPA11 I DANBELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu ! 
Laporan R alisasi Semester P irtama APBD 

Pasal 143 

(1) Pemerintah Daerah men un laporan reali 
prognosis untuk 6 (enam) ulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana di aksud pada aya 
paling lambat pada akhir b 

' si semester pertama APBD dan 
!(l) 

disampaikan kepada DPRD 
ggaran berkenaan. 

dimaksud dalam 

Bagian Kedua 
Da ar Perubahan AR D 

Pasal 144 I 

(1) Laporan realisasi semest r pertama APBD 'sebagaimana 
Pasal 143 menjadi dasar p rubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebag · ana dimaksud 
apabila terjadi: 
a. perkembangan yang ti ak sesuai deng 
b. keadaan yang menyeb bkan harus dil 

organisasi, antar uni organisasi, 
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ada ayat (1) dapat dilakukan 

sumsi KUA; 

, kan pergeseran anggaran antar 
Program, antar Kegiatan, dan 
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antar jenis belanja; 
c. keadaan yang menyeb kan SiLPA tahl 

digunakan dalam tahun anggaran berjal I 
d. keadaan darurat; dan/a u 

I 
e. keadaan luar biasa. 1 

anggaran sebelumnya harus 

Bagian Ketiga 
I 

Pe bahan KUA APBD dan 
Prioritas danPla£ n Anggaran Semb 

I 
tara Perubahan 

Pasal 145 
I 

(1) Perkembangan yang tidak s suai dengan asur si KUA sebagaimana dimaksud 
( I I • di dalam Pasal 144 ayat 2) hu uf a dapat berupa teIJa mya: 

a. pelampauan atau tidak rcapainya proyek i Pendapatan Daerah; 
b. pelampauan a tau tidak erealisasinya alo� ki Belanja Daerah; dan/ a tau 
c. perubahan sumber dan enggunaan Pemoiiyaan daerah. 

(2) Wali Kata memformulasik perkembangan yl : g tidak sesuai dengan asumsi 
KUA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) *. dalam rancangan perubahan 
KUA serta perubahan PPAS erdasarkan peru ahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perub an KUA sebagrukana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan mengen · perbedaan asuJ.1i:ii dengan KUA yang ditetapkan 
sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan Perub PPAS sebag · : ana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan: 
a. Program dan Kegiatan yang dapat dius lkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD deng mempertimb 
11kan sisa waktu pelaksanaan 

APBD tahun anggaran b rjalan; 
J 

, 

b. capaian Sasaran Kine a Program dan egiatan yang harus dikurangi 
I , 

dalam perubahan APBD apabila asumsi Kl :A tidak tercapai; dan 
c. capaian Sasaran Kinerj Program dan Ke tiatan yang harus ditingkatkan 

dalam perubahan APBD apabila melampa1 i asumsi KUA. 

Bagian Keempat I 
I 

ergeseran Anggar� · 
Pasal 146 I 

Pergeseran anggaran dapat di akukan antar o� anisasi, antar unit organisasi, 
antar Program, antar Kegia , dan antar jeni · belanja, antar objek belanja, 
dan/ atau an tar rincian objek b lanja. 

Pasal 147 
(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar I nit organisasi, antar Program, 

antar Kegiatan, dan an jenis belanja ebagaimana dimaksud dalam 
Pasall46 dilakukan melalui perubahan Perd1 'entang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran an objek belanja, J �an/atau antar rincian objek 
belanja sebagaimana di aksud dalam asal 146 dilakukan melalui 
perubahan Peraturan Wali ota tentang Penj aran APBD. 
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(3) Pergeseran antar objek bel ja dalam jenisj lanja dan antar rincian objek 
belanja dalam objek belanja sebagaimana di sud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Wali Kota. I 

(4) Pergeseran anggaran seba aimana dimaksu ; pada ayat (1) dan ayat (2) 
diformulasikan dalam Perub an DPA SKPD.1 i 

(5) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang I1 njabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) s lanjutnya diangg rkan dalam rancangan Perda 
tentang perubahan APBD at u ditampung dal I laporan realisasi anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang J njabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) di . pung dalam lapo an realisasi anggaran apabila: 
a. tidak melakukan perub an APBD; atau I , 
b. pergeseran dilakukan etelah ditetapkan ya Perda tentang perubahan 

(7) Ket::: lebih lanjut men enai tata cara 

pJ 

: eseran anggaran diatur dalam 
Peraturan Wali Kota ses ai dengan ket1 

rtuan peraturan perundang­ 
undangan. 

' Bagian Kelima 
' Penggunaan SiLPA T un Sebelumnya ID' am Perubahan APBD 

Pasal 148 

Penggunaan SiLPA tahun 
sebagaimana dimaksud dalam 
dahulu dalam Perubahan DPA 

I 

sebelumnya un µk pendanaan pengeluaran 
asal 144 ayat (2i! huruf c diformulasikan terlebih 
KPD dan/atau R ' SKPD. 

(1) Pemerintah Daerah men 
darurat yang belum tersedi 
59ayat (1) dalam rancang 

(2) Dalam hal pengeluaran 
dimaksud pada ayat (1) di 
Pemerintah Daerah tidak 
tersebut disampaikan dala 

Bagian Keenam j 

aan Keadaan D urat 

Pasal 149 
11: 

sulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan 
anggarannya se11gaimana dimaksud dalamPasal 
perubahan APBD I 
ntuk mendanai I eadaan darurat sebagaimana 

ukan setelah p rubahan APBD atau dalam hal I I elakukan perub an APBD maka pengeluaran 
I 

laporan realisasi anggaran. 
I 

' 

Ida ayat (1) merupakan keadaan 
'atau pengeluaran dalam APBD 

besar dari 50o/o (lima puluh 

Bagian Ketujuh 
aan Keadaan Lu '. Biasa 

Pasal 150 
pat dilakukan 1 satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

leadaan luar bias ' sebagaimana dimaksud dalam 
(1) Perubahan APBD hanya d 

anggaran, kecuali dalam 
Pasal 144ayat (2) huruf e. 

(2) Keadaan luar biasa sebag · ana dimaksud 
yang menyebabkan estima i penerimaan d 
mengalami kenaikan ata penurunan lebi 
persen). 
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(3) Ketentuan mengenai per bahan APBD 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) diat 
sesuai dengan ketentuan pe aturan perundan 

'bat keadaan luar biasa 
dalam Peraturan Wali Kata 

undangan. 

Pasal 151 
(1) Dalam hal keadaan luar bia a yang menyebab an estimasi penerimaan dalam 

APBD mengalami kenaikan ebih dari 50% (�, a puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dapat di · ukan penambahan Kegiatan 
baru dan/ atau peningka3 capaian Sasararl Kinerja Program dan Kegiatan 
dalam tahun anggaran berk naan. I ' 

(2) Dalam hal keadaan luar bia a yang menyebabl an estimasi penerimaan dalam 
APBD mengalami penurun , lebih dari 50°/o (i· 1 a puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang 
dan/ a tau pengurangan c aian Sasaran erja Program dan Kegiatan 
lainnya dalam tahun anggar n berkenaan. 

Bagian Kedelapan , 
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapl tan dan Belanja Daerah 

Pasal 152 i 
(1) Rancangan perubahan KU dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 yat (2) disampaik kepada DPRD paling lambat 
minggu pertama bulan Agu tus dalam tahun 1 nggaran yang berkenaan. 

(2) Rancangan perubahan KU dan rancanganl 
flerubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dib as bersama d 'disepakati menjadi perubahan 
KUA dan perubahan PPAS aling lambat min gu kedua bulan Agustus dalam 
tahun anggaran yang berke 

Pasal 153 

(1) Perubahan KUA dan pe bahan PPAS y g telah disepakati Wali Kata 
bersama DPRD sebagaim a dimaksud dal I Pasal 152 ayat (2) menjadi 
pedoman perangkat daerah dalam menyusun[ :KA SKPD. 

(2) Perubahan KUA dan perub an PPAS sebag · ana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada peran at daerah diser 1 

, 1 dengan: 
a. Program dan Kegiatan b u; 
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
c. batas waktu penyampai RKA SKPD kep da PPKD; dan/ atau 
d. dokumen sebagai lam iran meliputi ko e rekening perubahan APBD, 

format RKA SKPD, an isis standar bel 1 1ja, standar harga satuan dan 
perencanaan kebutuh BMD serta doku I en lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada J at (2) dilakukan paling lambat 
minggu ketiga bulan Agust s tahun anggarari berkenaan. 

Pasal 154 l · 
(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD ber · 

1

sarkan perubahan KUA dan 
perubahan PPAS sebagaim a dimaksud dal I I Pasal 152 ayat (2). 

(2) RKA SKPD sebagaimana di aksud pada ayJ. (1) disampaikan kepada PPKD 
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda entang perubahan APBD. 

I 
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Pasal 155 
Ketentuan mengenai tata car penyusunan R SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 sampai den an Pasal 89 be mutatis mutandis 
terhadap penyusunan RKA S 

Pasal 156 
(1) DPA SKPD yang dapat diu ah sebagaimana imaksud dalam Pasal 153 ayat 

(2) huruf b berupa pening tan atau pengu angan capaian Sasaran Kinerja 
Program dan Kegiatan dari ang telah ditetap '.an semula. 

(2) Peningkatan atau pengu angan capaian I '.asaran Kinerja Program dan 
Kegiatan sebagaimana d aksud pada a at (1) diformulasikan dalam 
perubahan DPA SKPD. I '. 

(3) Perubahan DPA SKPD m muat capaian Sa iaran Kinerja, kelompok, jenis, 
objek, rincian objek pen apatan, belanja, I : an Pembiayaan baik sebelum 
dilakukan perubahan mau un setelah perub an. 

kelompok dan jenis ! enurut 

Pasal 158 
Perda ten tang '. erubahan APED dan dokumen 

pendukung berdasarkan KA SKPD dan pe ,ubahan DPA SKPD yang telah 
disempurnakan oleh kepal SKPD. I : 

(2) Rancangan Perda tentang erubahan APED s 'bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat lampiran palin sedikit terdiri at 
a. ringkasan APED y g diklasifikasi 

pendapatan, belanja, d Pembiayaan; 

( 1) 

Pasal 157 
(1) RKA SKPD yang memuat rogram dan Keg'i:ttan baru dan perubahan DPA 

SKPD yang akan diangg an dalam perub ' an APED yang telah disusun 
oleh SKPD disampaikan ke ada TAPD me1a1J :PPKD untuk diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana di aksud pada ayal (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kesesuaian ant a RKA SKPD dan erubahan DPA SKPD dengan: 
a. Perubahan KUA dan Pe bahan PPAS; 
b. Prakiraan Maju yang te ah disetujui; 
c. dokumen perencanaan ainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanj 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuh EMD; 
i. Standar Pelayanan Min mal; dan 
j. Program dan Kegiatan tar RKA SKPD di : perubahan DPA SKPD. 

(3) Dalam hal basil verifikasi APD sebagaiman dimaksud pada ayat (l)terdapat I , 
ketidaksesuaian, kepala S D melakukan pe yempurnaan. 

I 

b. ringkasan APED menu t Urusan Pemeri tahan daerah dan organisasi; 

61 



c. rincian APBD menur t Urusan Pem intahan daerah, organisasi, 
Program, Kegiatan, kelo pok, jenis pend�f tan, belanja, dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi Belanja aerah dan �< besuaian menurut, Urusan 
Pemerintahan daerah, o ganisasi, Program, dan Kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Da rah untuk keselanasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan daerah d fungsi dalam �� :rangka pengelolaan keuangan 
negara; I , 

f. daftar jumlah pegawai p r golongan dan pe : jabatan; 
g. daftar Piutang Daerah; I ! 

h. daftar penyertaan modal daerah dan inves isi daerah lainnya; 
i. daftar perkiraan penam ahan dan penguri 

: gan aset tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penam ahan dan penguri : gan aset lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun �ggaran sebelurnri a yang belum diselesaikan dan . 

dianggarkan kembali d am tahun anggar1 berkenaan; 
I. daftar Dana Cadangan d erah; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung seba aimana dimaksu 
keuangan dan rancangan P raturan Wali Ko 
APBD. 

pada ayat (1) terdiri atas nota 
.tentang penjabaran perubahan 
I 

i 
(4) RancanganPeraturan Wali Kota tentang ienjabaran perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) memui lampiran paling sedikit terdiri 
atas: 
a. ringkasan penjabaran p rubahan APBD y g diklasifikasi menurut, jenis, 

objek, dan rincian objek pendapatan, bel�ja, dan Pembiayaan; 
b. penjabaran perubahan APBD menurutJ,�rusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, K giatan, jenis, ol:Jjek, rincian objek pendapatan, 
belanja, dan Pembiay ; I ' 

c. daftar nama penerima, amat penerima, � , besaran hibah; dan 
d. daftar nama penerima, amat penerima, ! : besaran bantuan sosial. 

Pasal 159 
Rancangan Perda tentang pe bahan APBD y ng telah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada Wali Kota. ' 

agian Kesembil 
Pen tapan Perubahan PBD 

Pasal 160 

Wali Kotawajib menyampaikan rancangan Perda ntang perubahan APBDkepada 
DPRD disertai penjelasan dan okumen penduk ngurrtuk; dibahas dalam rangka 
memperoleh persetujuan ber a paling lambat ' · ggu kedua bulan September 
tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 161 

(1) Pembahasan rancangan Pe da tentang perur, an APED dilaksanakan oleh 
Wali Kota dan DPRD sete ah Wali Kota ll1j nyampaikan rancangan Perda 
tentang perubahan APED b serta penjelasan · 

1 
dokumen pendukung sesuai 

dengan ketentuan peratur perundang-und 
I 

(2) Pembahasan rancangan Pe da tentang peru ahan APED berpedoman pada 
perubahan RKPD, perubah KUA, dan Peruti an PPAS. 

Bagian 

KesepuluJ 

I cangan Peraturan Daerah tentang 
I . 

Perubahan APED ' 

Pasal 162 

(1) Pengambilan keputusan me genai rancangan erda tentang perubahan APED 
dilakukan oleh DPRD bers a Wali Kota palitig lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
tahun anggaran yang berke aan berakhir. I 

(2) Dalam hal DPRD sampai b tas waktu sebag imana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mengambil keputus bersama dengari wsu Kota terhadap rancangan 
Perda tentang perubahan PBD, Wali Kota I elaksanakan pengeluaran yang 

I I telah dianggarkan dalam AP D tahun anggar berkenaan. I , 
(3) Penetapan rancangan Per a tentang perub an APED dilakukan setelah 

ditetapkannya Perda ten g pertanggungjaJdban pelaksanaan APED tahun 
sebelumnya. 

Bagian Kesebelas 
I 

Evaluasi Ran angan Peraturan 
1 

:aerah tentang 
Perubahan APB dan Peraturan ali Kotatentang 

PBD 

Pasal 163 

(1) Rancangan Perda tentang p rubahan APED 

J 
g telah disetujui bersama dan 

rancangan Peraturan W i Kota tentang penjabaran perubahan APED 
disampaikan kepada gube ur sebagai wakil emerintah Pusat paling lambat 
3 (tiga) hari sejak tangg persetujuan ' cangan Perda Kota tentang I , 
perubahan APED untuk die aluasi sebelum di etapkan oleh Wali Kota. 

(2) Rancangan Perda kota te g perubahan iPBDdan rancangan Peraturan 
Wali Kota tentang penjabar perubahan AP Ip sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pe bahan RKPD, p rubahan KUA, dan Perubahan 
PPAS yang disepakati antar Wali Kota dan D RD. 

(3) Dalam hal gubemur seb gai wakil Peme1 tab Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perda t ntang perubah�I, ; PBD dan rancangan Peraturan 
Wali Kotatentang penjab an perubahan 

I jBD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan yang lebi 

1 
tinggi, kepentingan umum, 

perubahan RKPD, perubah KUA, PerubahJ PPAS, dan RPJMD, Wali Kota 
menetapkan rancangan te sebut menjadi Pi �da dan Peraturan Wali Kota 
sesuai dengan ketentuan p aturan perundan -undangan. 
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pada ayat ( 1) 

BAB VIII 

i 
I 
I 

I eraturan perund g-undangan. 
aerah sebagaiml a dimaksud 

. d I. 1 untanst an enti as pe aporan. 

a. Kebijakan Akuntansi P merintah Daerah 
b. SAPD; dan 
c. BAS untuk Daerah, 
sesuai dengan ketentuan 

(2) Akuntansi Pemerintah 
dilaksanakan oleh entitas 

' 
(4) Dalam hal gubernur seb gai wakil Peme intah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda entang perubah APBD dan rancangan Peraturan 
Wali Kota tentang penj baran perubah , APBD tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan pe ndang-undangan , ang lebih tinggi, kepentingan 
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA IPerubahan PPAS, dan RPJMD, 
Wali Kota bersama DPRD melakukan penye npurnaan paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak hasil evaluasi di erima. ! 

I 
Pasal 164 

j 

(1) Penyempurnaan hasil eval asi sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 163 ayat 
(4)dilakukan Wali Kota m lalui TAPD bers I la dengan DPRD melalui badan 

I 
anggaran. I 

(2) Hasil penyempurnaan se agaimana dim sud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan pimpin DPRD. 11 

(3) Keputusan pimpinan DPR sebagaimana clli' aksud pada ayat (2) dijadikan 
dasar penetapan Perda ten g perubahan FD. 

(4) Keputusan pimpinan DPR sebagaimana di aksud pada ayat (2) dilaporkan 
pada sidang paripurna be kutnya. 

(5) Keputusan pimpinan PRD sebagaim a dimaksud pada ayat (2) I I disampaikan kepada gube ur untuk perub an APBD kota paling lambat 3 
(tiga) hari setelah keputus tersebut ditetaJ 

1an. 
I 
I 
I 
I 

I 
AKUNTAN I DAN PELAPORA!I KEUANGAN 

P MERINTAH DAEi !AH 

Bagian Kesatu I 
, aerah 
I 

Pasal 165 I 
(1) Akuntansi Pemerintah Dae ah dilaksanakan erdasarkan: 

I 
I 

Pasal 166 

I 

I 
I 

(1) Kebijakan Akuntansi Pem · tah Daerah seb 1gaimana dimaksud dalam Pasal 
165ayat (1) huruf a, meli uti kebijakan I ntansi pelaporan keuangan dan 
kebijakan akuntansi akun. I 

(2) Kebijakan akuntansi pela oran keuangan s hagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat penjelasan a s unsur-unsur 1 1 oran keuangan yang berfungsi 
sebagai panduan dalam pe yajian pelapor I euangan. 

(3) sebagaimana di I aksud pada ayat (1) mengatur 
definisi, pengakuan, pe gukuran, penil ian, dan/atau pengungkapan 
transaksi atau peristiwa se uai dengan SAP. 
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65 ayat (1) huruf b, memuat 
hlam melakukan identifikasi pilihan prosedur dan te ik akuntansi 

transaksi, pencatatan pada urnal, posting ke alam buku besar, penyusunan 
neraca saldo dan penyajian rporan keuanganf 

1 

(2) Penyajian laporan keuanga sebagaimana d maksud pada ayat (1) paling 
sedikit meliputi: · 
a. laporan realisasi anggar · · · 
b. laporan perubahan sald anggaran lebih; 

Pasal 167 

(1) SAPD sebagaimana dimaks d dalam Pasal 

c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekui s; dan 
g. catatan atas laporan ke angan. 

(3) SAPD sebagaimana dimaks d pada ayat (1) 
dan sistem akuntansi SKPD 

liputi sistem akuntansi SKPKD 
' 

Pasal 168 

ana dimaksud d am Pasal 165 ayat (1) huruf c 
emerintah Daer 1 1 dalam melakukan kodefikasi 

' 
struktur APBD keuangan secara 

(1) BAS untuk Daerah sebag · 
merupakan pedoman bagi 
akun yang menggambark 
lengkap. 

(2) BAS untukDaerah sebag · ana dimaksud p · da ayat (1) bertujuan untuk 
mewujudkan statistik keu gan dan laporan leuangan secara nasional yang 
selaras dan terkonsolidasi antara Pemerin Pusat dengan Pemerintah 
Daerah, yang meliputi pe pela� anaan anggaran dan laporan 
keuangan. I : 

(3) Tujuan BAS untuk Daer sebagaimana d\i : aksud ayat (2) diselaraskan 
dengan bagan akun stan ar Pemerintah R yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 
I 

Pelaporan euangan Pemerin ah Daerah 
' 

Pasal 169 

( 1) Pelaporan keuangan Pemeri tah Daerah me pakan proses penyusunan dan 
I ' penyajian laporan keuang Pemerintah ID : erah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan J I angan SKPD selaku entitas 
akuntansi. · 

' (2) Laporan keuangan SKPD s bagaimana dim 'ud pada ayat (1) disusun dan 
disajikan oleh kepala SKP selaku PA se 1 1

gai Entitas Akuntansi paling 
sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggar 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekui as; dan 
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e. catatan atas laporan ke angan. 
(3) Laporan keuangan SKPD ebagaimana dim sud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Wali Kota melalui PKD paling lamf t 1 (satu) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir sesuai d ngan ketentuan eraturan perundang-undangan. 

Pasal 170 

(1) Laporan keuangan Peme · tah Daerah sebi 
1aimana dimaksud dalam Pasal 

169ayat (1) disusun dan isajikan oleh kep la SKPKD selaku PPKD sebagai 
Entitas Pelaporan untuk disampaikan ke ada Wali Kota dalam rangka 
memenuhi pertanggungjaw ban pelaksanaan APBD. 

' 
(2) Laporan keuangan Pemeri tah Daerah seba aimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi angg 
b. laporan perubahan sal o anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan eku tas; dan 
g. catatan atas laporan ke angan. 

(3) Laporan keuangan Pemeri tah Daerah seba aimana dimaksud pada ayat (1) 
' disampaikan kepada Wali Kota melalui Sel etaris Daerah paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tah n anggaran berl ir sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und gan. 

Pasal 171 

(1) Laporan keuangan Pemeri tah Daerah seba aimana dimaksud dalam Pasal 
170 ayat (1) dilakukan revi oleh aparat pen , was internal pemerintah sesuai 
dengan ketentuan perat an perundang-ii ldangan sebelum disampaikan 
kepada Badan Pemeriksa euangan untuk d1 akukan pemeriksaan. 

(2) Laporan keuangan Peme · tah Daerah seba' aimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bad Pemeriksa Keu gan paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran be akhir. 

(3) Pemeriksaan laporan keu gan oleh BPK se : agaimana dimaksud pada ayat 
(2) diselesaikan selambat-1 batnya 2 (dua) ulan setelah menerima laporan 
keuangan dari Pemerintah 

(4) Dalam hal Badan Pemeri 
pemeriksaan paling lamba 
dari Pemerintah Daerah, 
pelaksanaan APBD diajuk 

I 

a Keuangan be! m menyampaikan laporan hasil 
2 (dua) bulan se 

I 
iah menerima laporan keuangan 

rancangan Perd : tentang pertanggungjawaban 
kepada DPRD. 

Pasal 172 j 

Wali Kota memberikan tangga an dan melaku ' penyesuaian terhadap laporan 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keu 1 1gan atas laporan keuangan 

I 

Pemerintah Daerah sebagaim a dimaksud Pas 1170 ayat (3). 
I 
' I 
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(1) Dalam rangka memenuhi 
daerah, PA menyusun dan 
semesteranuntuk disampai 
ketentuan peraturan perun 

(2) Dalam rangka memenuh 
daerah, PPKD menyusun 
semesteran untuk dis 
menyelenggarakan urus 
ketentuan peraturan perun 

Pasal 173 

kewajiban pen ampaian informasi keuangan 
enyajikan lapor I keuangan SKPDbulanan dan 

an kepada Wali � 1ta melalui PPKD sesuai dengan 
ang-undangan. 1, 
kewajiban pen ampaian informasi keuangan 

an menyajikan i poran keuangan bulanan dan 
, paikan kepada 'Menteri dan menteri yang 

pemerintahan di bidang keuangan sesuai 
angan. 

BAB IX : 
I 

SUNAN RPP 1fBD 
Pasal 174 Ji, 

(1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perdt tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepadtDPRD dengan cl." ampiri laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Bad Pemeriksa Ke� 1 

angan serta ikhtisar laporan 
Kinerja dan laporan keu gan BUMD palinr 1 

lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda ten g pertanggun awaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1) dib 1 

· as Wali Kota bersama DPRD 
untuk mendapat persetuju bersama. I ' 

(3) Persetujuan bersama ranc gan Perda seba imana dimaksud pada ayat (2) 
' I dilakukan paling lambat 7 tujuh) bulan setel tahun anggaran berakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan be sama sebagaim,,.�a dimaksud pada ayat (3), Wali 
Kota menyiapkan ranc gan Peraturan lJJali Kota tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelak anaan APBD. 

Pasal 175 
( 1) Rancangan Perda kota ten g pertanggungj waban pelaksanaan APBD yang 

telah disetujui bersama dan rancangan j Peraturan Wali Kota tentang 
penjabaran pertanggungj aban pelaksana APBD disampaikan kepada 
gubernur sebagai wakil Pe erintah Pusat pa� ng lambat 3 (tiga) hari terhitung 
sejak tanggal persetujuan ancangan Perda *c:ita tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD untuk ievaluasi sebelu1Jditetapkan oleh Wali Kota. 

(2) Dalam hal gubernur 
seb�gai 

wakil Peme� ·1 

tah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perd�r kota tentang p rtanggungjawaban pelaksanaan 
APBD sudah sesuai deng Perda tentang ;PBD, Perda tentang perubahan 
APBD, dan telah menind anjuti temuan I oran hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan, W i Kota menetapl 1 

. rancangan Perda tersebut 
menjadi Perda. 

' 
(3) Dalam hal gubernur seb gai wakil Peme · tah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang pertan� 1 
ngjawaban pelaksanaan APBD 

bertentangan dengan perd tentang APBD, IJ erda tentang perubahan APBD, 
dan tidak menindaklan�fti temuan lapo an hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan, W� Kota bersama D �D melakukan penyempurnaan 
paling lama 7 (tujuh) hari rhitung sejak has 1 evaluasi diterima. 

' 
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Pasal 176 

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sej diterimanya rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaba pelaksanaan A D dari Wali Kota, DPRD tidak 

I 
mengambil keputusan bers a dengan Wali .ota terhadap rancangan Perda 

I 

tentang pertanggungjawab pelaksanaan A BD, Wali Kota menyusun dan 
menetapkan Peraturan W Kota tentang pe 

I 
ggungjawaban pelaksanaan 

APBD. I' 
(2) RancanganPeraturan b · i dimaksud pada ayat (1) 

di k lah se agauni l 'a b b · wakil itetap an sete penges 
11 
n gu ernur se agar 

Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh penge ahan sebagaim 'a dimaksud pada ayat (2), 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang pe1 1anggungjawaban pelaksanaan 
APBD beserta lampirann disampaikan , aling lambat 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak DPRD tidak mengambil kepu sari bersama dengan Wali Kota 
terhadap rancangan Perda t ntang pertanggun 1 iawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal dalam batas w u 15 (lima bell 
1) 

hari gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat tidak engesahkan r8f !angan Peraturan Wali Kota 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (3), Wall j Kota menetapkan rancangan 
Peraturan Wali Kotatersebu menjadi Peratur 1 'Wali Kota. 

I 

KEKAYAAN AERAH DAN UTA G DAERAH 
Bagian Kesatu I : 

Peng lolaan Piutang D erah 

Pasal 177 

uasa untuk men 
ilola 

pendapatan, belanja, dan 
mengusahakan 'gar setiap Piutang Daerah 

I gan tepat waktu. ! 
(2) Pemerintah Daerah mempu yai hak mendahl 1Iui atas piutang jenis tertentu 

sesuai dengan ketentuan pe aturan perundan j-undangan. 
(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaik , ' seluruhnya dan tepat waktu, 

diselesaikan sesuai dengan etentuan peratu� : perundang-undangan. 
(4) Penyelesaian Piutang Daer yang mengaki atkan masalah perdata dapat 

dilakukan melalui perdam an, kecuali menJ hai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiannya sesuai den an ketentuan per1 turan perundang-undangan. 

I 

I 

Piutang Daerah dapat dihapus secara mutlak 'tau bersyarat dari pembukuan 
sesuai dengan ketentuan p raturan perund ig-undangan yang mengatur 
mengenai penghapusan piutan negara dan Da& :ah, kecuali mengenai Piutang 
Daerah yang cara penyelesaian ya dilakukan sesi ai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. I 

I 
Pasal 179 j 

Ketentuan lebih lanjut m ngenai penyele !·an Piutang Daerah yang 
mengakibatkan masalah perda a sebagaimana c!li : aksud dalam Pasal 177 ayat 
(4) dan penghapusan Piutang aerah sebagaim 1 1a dimaksud dalam Pasal 178, 
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BABX 

(1) Setiap pejabat yang diberi 
kekayaan daerah wajib 
diselesaikan seluruhnya de 

Pasal 178 



diatur dalam Peraturan W i Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua I 
Pen elolaan Investasi ' 1aerah 

! 
Pemerintah Daerah dapat elakukan invest si dalam 
manfaat ekonomi, sosial, dan/ tau manfaat lain1 ya. 

rangka memperoleh 

Pasal 180 

• 

Bagian Ketiga 
Penge olaan Barang Mili 

Pasal 181 

Daerah 
I 
I 
' 

engelolaan BMD 
I 
I 

jaman Daerah 

sesuai dengan 

(1) Wali Kota dapat melaku an pengelolaan ltang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-und I 

(2) Wali Kota dapat melakuk pinjaman ses � dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. I 

(3) Biaya yang timbul aki at pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 
dibebankan pada anggar Belanja Daerah. 

j 

I 

i 
I 

I 
(1) Pemerintah Daerah bentuk BLUD ldalam rangka meningkatkan 

' pelayanan kepada mas arakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
I 

perundang-undangan. I 
(2) Dalam rangka meningka an pelayanan K pada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ali Kota menetap Ian kebijakan fleksibilitas BLUD 
dalam Peraturan Wali Ko yang dilaksanaki : oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD s bagaimana dim I :sud pada ayat (2) bertanggung 
I I 

jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksi ilitas BLUD dalam pemberian 
Kegiatan pelayanan umum terutama pada as 1ek manfaat dan pelayanan yang 
dihasilkan. I 

BLUD 
BAB XI 

Pasal 183 

Pelayanan kepada masyaraka 
meliputi: 
a. penyediaan barang dan/ a 
b. pengelolaan dana khusus 

Pasal 184 
sebagaimana di aksud dalam Pasal 183 ayat (1) 

ujasalayanan ul t. 
untuk meningka1 I an ekonomi dan/ atau layanan 
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kepada masyarakat; dan/ at u 
c. pengelolaan wilayah/kaw san tertentu . rtuk tujuan meningkatkan 

perekonornian masyarakat a au layanan umu 1. 

I 

Pasal 185 
I 

(1) BLUD merupakan bagian d · Pengelolaan Ke· angan Daerah. 
(2) BLUD merupakan kekaya daerah yang J· I ak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan K giatan BLUD ya 1 1 bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun ang-undangan. 

Pembinaan keuangan BLUD d · akukan oleh PP 
dilakukan oleh kepala SKPD y g bertanggungj 
yang bersangkutan. 

Pasal 186 

Pasal 187 
dapat digun langsung untuk membiayai 

�:n�imaksud ., l ayat (1) meliputi pendapatan 
s peningkatan k1 

hlitas pelayanan BLUD sesuai 
I 

(1) Seluruh pendapatan BLU 
belanja BLUD yang bersan 

(2) Pendapatan BLUD sebagai 
yang diperoleh dari aktivi 
kebutuhan. 

(3) BLUD menyusun rencana bi nis dan anggar 
(4) Laporan keuanganBLUD dis sun berdasarkari ;,AP. 

I 

I 

; dan pembinaan teknis BLUD 
lab atas Urusan Pemerintahan 

I 

I 

Pasal 190 

Pasal 189 

Setiap kerugian Keuangan Da rah yang diseba' 
hukum atau kelalaian seseo ang wajib seger' 
ketentuan peraturan perundan -undangan. 

I 
I 

I 

Rencana bisnis dan anggaran s rta laporan keu gan dan Kinerja BLUD disusun 
dan disajikan sebagai bagian ang tidak terpiJ , kan dari rencana kerja dan 

anggaran, APBD serta lap= ,�: Kinl! r• Pemerintah Daerah, 

PENYELESAI KERUGIAN KEU : GAN DAERAH 

I 

fan oleh tindakan melanggar 
diselesaikan sesuai dengan 

Pasal 191 
(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan ben ahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya me! ggar hukum ataJ inelalaikan kewajibannya, baik 
langsung atau tidak langsu g merugikan KeJ ' gan Daerah wajib mengganti 
kerugian dimaksud. 

I 

(2) Ketentuan mengenai penye esaian kerugian euangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasall 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penggantian kerugian. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut m ngenai tata car 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1) ses 
perundang-undangan. 

penggantian kerugian Daerah 
dengan ketentuan peraturan 

' 

keuangan daerah dan 

BAB XIII 
SIKEUANGAN 

Pasal 192 

(1) Pemerintah Daerah 
diumumkan kepada masy 

(2) Informasi keuangan daer sebagaimana I imaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat informasi enganggaran, pel sanaan anggaran, dan laporan 
keuangan. I : 

(3) Informasi keuangan daer sebagaimana di iaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk: 1 · 
a. membantu Wali Kota dalam menyusu : anggaran daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan aerah; I : 
b. membantu Wali Kota d am merumuskj �ebijakan Keuangan Daerah; 
c. membantu Wali Kota dalam melakuka evaluasi Kinerja Keuangan 

Daerah; I ; 
d. menyediakan statistik euangan Pemerin ' Daerah; 
e. mendukung keterbuka informasi kepa! 

1 

masyarakat; 
f. mendukung penyeleng araan sistem info' : asi keuangan daerah; dan 
g. melakukan evaluasi Pe gelolaan Keuang I Daerah. 

(4) Informasi keuangan daer sebagaimana I 'imaksud pada ayat (2) harus 
mudah diakses oleh masy akat dan wajib isampaikan kepada Menteri dan 
menteri yang menyelengg akan urusan pe] 

Ftahan di bidang keuangan. 

BAB XIV I 

PEMB NAAN DAN PENG 1

WASAN I 
I Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 193 
I 

' I uangan Daerah dilaksanakan 
' 

Pembinaan dan pengawas Pengelolaan 
olehWali Kota bagi perangkat aerah. 

Pasal 194 
1 

(1) Pembinaan sebagaimana d maksud dalam Pa 
1al 193 dilakukan dalam bentuk 

fasilitasi, konsultansi, p ndidikan dan J )atihan, serta penelitian dan 
pengembangan. ·1 ; 

(2) Pengawasan sebagaimana , imaksud dalam y 1sal 193dilakukan dalam bentuk 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, b ·, 1 bingan teknis, dan bentuk 
pengawasan lainnya se ai dengan ke 

1

ntuan peraturan perundang­ 
, 

undangan. I 
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Pasal 195 
Ketentuan lebih lanjut meng nai pembinaan 
dimaksud dalam Pasal 193 d Pasal 194sesu 
perundang-undangan. 

pengawasan sebagaitnana 
dengan ketentuan peraturan 

Pasal 196 

Pasal 197 

(1) Untuk mencapai Pengelol an Keuangan D erah yang ekonomis, efektif, 
efisien, transparan, dan untabel, Wall 

I 
ota melakukan pengendalian 

internal atas penyelenggara Kegiatan pemet.1 

tahan di Daerah. 
(2) Ketentuan mengenai pe yelenggaraan sf 

1tem pengendalian internal 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) ses i denganketentuan peraturan 

I perundang-undangan, j 

I 

membiayai Urusan Pe 
kewenangan daerah d 
anggaran yang berkena 

(1) Pembinaan dan terhadap pen naan DBH, DAU, dan DAK 
dalam APBD dengan caras pervisi, pemantauan, dan 
pengevaluasian. 11 

(2) Supervisi, pemantauan dan engevaluasian pe I ggunaan DBH, DAU, dan DAK 
sebagaimana dimaksud pad ayat (1) bertuju� untuk: 
a. memastikan bahwa D H sudah diman� atkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pem rintahan yang J hjadi kewenangan daerah dan 
sesuai dengan prioritas daerah termasukl : rusan Pemerintahan tertentu 
yang diatur dalam Pera ran perundang-u dangan; 

b. memastikan bahwa D U sudah dimanf 
1atkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pe erintahan yangl fenjadi kewenangan daerah 
terutama untuk pen) ediaan pelayana publik sesuai Peraturan 
perundang- undangan; d 11 

c. memastikan bahwa D K sudah dimanf latkan secara optimal untuk 
I 

erintahan pada egiatan khusus yang menjadi 
sesuai dengan 

j 
rioritas nasional pada tahun 

I 

c. penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan Pendapatan 

Pasal 198 j 

(1) Pemerintah Daerah mener pkan sistem pe erintahan berbasis elektronik 
dalam Pengelolaan Keuang Daerah. 11 

(2) Penerapan sistem pemerin an berbasis ele tronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaku secara bertal:i b disesuaikan dengan kondisi 
dan/atau kapasitas Pemeri tah Daerah paliri I lambat 3 (tiga) tahun setelah 
ditetapkan Peraturan Daer ini. 

11 

(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan si , tern pemerintahan berbasis 
elektronik di bidang Pengel laan Keuangan d erah secara terintegrasi paling 
sedikit meliputi: I 
a. penyusunan Program d Kegiatan dari re , ana kerja Pemerintah Daerah; 
b. penyusunan rencana ke a SKPD; I 

I 
I 
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Daerah; 
I 
! 

e. pelaksanaan dan pena usahaan Keuang 
f. akuntansi dan pelapor ; dan 
g. pengadaan barang dan j sa 

BAB XV 
ENTUAN PENU UP 

Pasal 199 I 
I 

Pada saat Peraturan Daerah i · mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Baubau 
I 

Nomor 3 Tahun 2009 ten g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Baub u Tahun 2009 N mor 3), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. I 

Pasal 200 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlak i semua produk hukum daerah 
yang berkaitan dengan peng lolaan keuanganl daerah dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak berte tangan atau bel I diganti berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 201 

Peraturan Daerah ini mulai be laku pada tangg diundangkan. 
A . . . I 1k d p gar setiap orang menge mya, memenn an pengun angan eraturan 
Daerah ini dengan penempa nya dalam Lemb1 1an Daerah Kota Baubau 

' 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 8 Juni 2023 
WALI KOTA BAUBAU, 

LA ODE AHMAD MONIANSE 
Diundangkan di Kota Bau au 
pada tanggal, El Juni 2023 

Fj. SEKRETARIS DAERAH, 

NOREG PERATURAN DA RAH 
TENGGARA NOMOR (2/13/2 23). 

LEMBARAN DAE UBAU TAHUN 2 :23 NOMOR . fr. 
I 

I 
KOTA B UBAU PROVINS! SULAWESI 
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PENJELASAN 
ATAS 

N DAERAH KOT AUBAU 
I 

MOR TAHUN 2 23 
TENTANG I; 

PENGEL LAAN KEUANG , DAERAH 

I. UMUM 
Terbitnya Undan -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah )ang menggantik1 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pe erintahan Daer 1 · merupakan dinamika dalam 
perkembangan Peme · tahan Daerah 

11 
dalam rangka menjawab 

permasalahan yang te iadi pada Pem i· tahan Daerah. Perubahan 
I 

kebijakan Pemerintah Daerah yang d atur dalam Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 en tang Pemerinta an Daerah telah memberikan 

yang mengatur mengen · Pemerintahan aerah, termasuk pengaturan 
mengenai Pengelolaan K uangan Daerah. 

I 

Selain mendasark pada Undangl1lfndang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan 
Keuangan Daerah juga mengacu pada = peraturan perundang­ 
undangan lainnya, yait Undang-UndanJ Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

I I Keuangan Negara, U ang-Undang No' or 1 Tahun 2004 tentang I , 
Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelola , dan Tanggungl Jawab Keuangan Negara, dan 
Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2001 i tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasion . Oleh karena i1 ;u, Peraturan Pemerintah ini 
disusun untuk menye purnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang sebelumn a diatur dalam tt 'raturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ki angan Daerah, berdasarkan 
identifikasi masalah d am Pengelolaan : euangan Daerah yang terjadi 
dalam pelaksanaannya selama ini. Penyefupurnaan pengaturan tersebut 
juga dilakukan untuk enjaga 3 (tiga) �flar tata Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang baik, yaitu ansparansi, aku�tabilitas, dan partisipatif. 

Berdasarkan urai n penjelasan di l�as maka Peraturan Pemerintah 
ini mencakup pengatu an mengenai p11 encanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan dan pen tausahaan, dan I ertanggungjawaban keuangan 
Daerah, dengan penjela an sebagai beriku : 

a. Perencanaan dan Pen anggaran 
Proses perencana dan penganggar an dalam Pemerintahan Daerah 

menggunakan pende tan Kinerja. Pe1 �ekatan ini lebih menggeser 1, 
penekanan pengangg an dan yi 'g berfokus kepada pos 
belanja/pengeluaran pa a Kinerja teruku I an aktivitas dan Program kerja. 
Terdapatnya tolak u r dalam pende ' tan ini akan mempermudah 
Pemerintah Daerah alam melaku 1 : pengukuran Kinerja dalam 
pencapaian tujuan d Sasaran pelay an publik. Karakteristik dan 
pendekatan ini adal proses untu mengklarifikasikan anggaran 
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, an unit organisasi. Anggaran 
hl<:an memudahkan pihak yang 
b Kinerja dengan cara terlebih 

berdasarkan Kegiatan d juga 
yang telah terkelompokk dalam Kegia 
berkepentingan untuk m lakukan pengu 
dahulu membuat indikat r yang relevan. 

Peraturan Peme · tah ini menentu proses penyusunan APBD, 
dimulai dan pembuatan UA dan PPAS, k� i udian dilanjutkan pembuatan 

I 
RKA SKPD oleh masing- asing SKPD. RWA SKPD ini kemudian dijadikan 
dasar untuk membuat ancangan Perdal tentang APBD dan rancangan 
Perkada tentang penja aran APBD. Ran! angan Perda dan rancangan 
Perkada yang telah disus n oleh Kepala nJ :rah kemudian diajukan kepada 
DPRD untuk dibahas se ingga tercapai k6 iepakatan bersama. Rancangan 
Perda dan rancangan Perkada tersebu 

I 
kemudian diajukan kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat .untuk kota/kota atau Menteri 
untuk provinsi guna die · uasi. Hasil evaltl isi yang menyatakan rancangan 
Perda dan rancangan Perkada sudah I esuai dengan dokumen yang 
mendukung, dijadikan dasar oleh Kep a Daerah untuk menetapkan 
rancangan Perda menja i Perda tentang APBD dan rancangan Perkada 
menjadi Perkada tentang penjabaran APBD 

Indikator Kinerja alam APBD 
sud�dimasukan 

dalam format RKA, 
namun dalam proses p mbahasan angg !an yang terjadi selama ini di 
Pemerintahan Daerah 1 bih fokus pada [ {imlah uang yang dikeluarkan 
dibandingkan Keluaran ( output) dan Has1 ·: ( outcome) yang akan dicapai. 
Sebagaimana telah dije askan di atas b 1 

. wa penganggaran pendekatan 
Kinerja lebih fokus p da Keluaran (oJ 'ut) dan Hasil (outcome) dan 
Kegiatan. I : 

Hal ini terjadi aki at kurangnya inf rmasi tentang Keluaran (output) 
dan Hasil (outcome) dal dokumen pengi ggaran yang ada. Oleh karena 
itu, Peraturan Pemerin ah ini menyemp trnakan pengaturan mengenai 
dokumen penganggaran, yaitu adanya uns' � Kinerja dalam setiap dokumen 
penganggaran yang diharapkan mipu meningkatkan kualitas 
penganggaran berbasis Kinerja serta ni wujudkan sinkronisasi antara 
perencanaan dan peng ggaran yang sel I a ini masih belum tercapai. 

' 

b. Pelaksanaan dan Pen tausahaan 
Proses pelaksan anggaran merup · proses yang terikat dengan 

I 

banyak Peraturan pe ndang-undang I yang juga sudah banyak 
mengalami perubahan, maka Peraturanl Pemerintah ini disusun dalam 
rangka melakukan peny suaian dengan pe kembangan yang terjadi. 

Proses pelaksana dan penatausail � dalam praktiknya juga harus 
memperhitungkan Kine ia yang sudah dif tapkan dalam APBD. Proses ini 
harus sejalan dengan indikator Kinerj� yang sudah disepakati dalam 
dokumen APBD. Deng demikian, ang raran yang direncanakan bisa 
sejalan sebagaimana estinya dan j ! : ah kesalahan dalam proses 
pelaksanaan dan penata sahaan bisa � I imalisir. 

Peraturan 
Peme�tah 

ini juga me ertegas fungsi verifikasi dalam 
SKPD, sehingga pelimp an kewenang lpenerbitan SPM kepada SKPD 
atau Unit SKPD yang erupakan wujud I ari pelimpahan tanggung jawab 
pelaksanaan anggaran belanja dapat s� �ai dengan tujuan awal yaitu 
penyederhanaan proses embayaran di SH! :KD. 
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Peraturan Peme · tah ini juga men mbalikan tugas dan wewenang 
bendahara sebagai pem gang kas dan ju bayar yang sebagian fungsinya 
banyak beralih kepa · Pejabat Peng Iola Teknis Kegiatan (PPTK). 
Pemisahan tugas an a pihak yang ni \akukan otorisasi, pihak yang 
menyimpan uang, dan pihak yang mel I ' kan pencatatan juga menjadi 
fokus Peraturan Peme · tah ini. Pemisah 1 1 ini dilakukan untuk mencegah I I 
terjadinya kecurangan selama Pengelo aan Keuangan Daerah serta 
meningkatkan kontrol · emal Pemerin� : aerah. 

Proses pelaksan dan penataus ' aan ini harus meningkatkan 
koordinasi antar berba ai pihak dalam I enyusunan laporan keuangan 

' berbasis akrual. Daku en pelaksanaan an penatausahaan juga harus 
' mengalir sehingga bisa mendukung pen 'atatan berbasis akrual. Basis 

akrual ini merupakan b sis yang baru uri ilk Pemerintah Daerah sehingga 
dukungan dan kerja s a dan berbagai i)ihak di Pemerintahan Daerah 
diperlukan untuk men iptakan kesuks6 lan penerapan basis akuntasi 

' akrual. I 
' 
I 
' 
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efisien, dan transparan. 

c. Pertanggungjawaban euangan Daerah i 
Pertanggungjawab Keuangan Da i-ah diwujudkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Lap ran keuangan J �sebut merupakan wujud dari 
penguatan transpar si dan I f tabilitas. Terkait dengan 
pertanggungjawaban Ke angan Daerah, J ,tidaknya ada 7 (tujuh) laporan 
keuangan yang harus di uat oleh Pemerin1 

' Daerah yaitu, neraca, laporan 
realisasi anggaran, lapo operasional, la bran perubahan saldo anggaran 
lebih, laporan perubah ekuitas, lapor' 1 arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. 

11 

Penambahan ju ah laporan keu gan yang harus dibuat oleh 
Pemerintah Daerah m rupakan damp 1 ! dan penggunaan akuntansi 
berbasis akrual. Pembe lakuan akuntans� lberbasis akrual ini merupakan 
tantangan tersendiri b gi setiap Peme · �ah Daerah karena akan ada 
banyak hal yang dipersi pkan oleh Peme ! 1tah Daerah salah satunya yaitu 
sumber daya manusia. 

Selain berbentuk aporan keuang , pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah juga berupa poran realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, 

I 
masyarakat bisa melih t sejauh mana inerja Pemerintah Daerahnya. 

I Selain itu, laporan ini j ga sebagai alat ntuk menjaga sinkronisasi dan 
proses perencanaan hingga pertan� : ngjawaban yang dilakukan 
Pemerintah Daerah. Mel ui laporan ini Pe ierintah Daerah bisa melihat hal 
yang harus diperbaiki untuk kepentili \in proses penganggaran dan 
perencanaan di tahun b rikutnya. I ' 

Selanjutnya, ber asarkan prinsip, asas, dan landasan umum 
I penyusunan, pelaksan , penatausaha , pelaporan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban K uangan Daerah I ' ang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini, Peme · tah Daerah di arapkan mampu menciptakan 
sistem Pengelolaan Keu gan Daerah y I lg sesuai dengan keadaan dan 

I ' kebutuhan setempat de an tetap menaati Peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi serta tersebut secara terus menerus 

I 
dengan tujuan mewuju Keuangan Daerah yang efektif, 

I 
I 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1: Cukup jelas 
Pasal 2 : Cukup jelas 
Pasal 3 
Ayat (1) : 

Yang dirnaksud dengan "tertib" adalah · uangan Daerah dikelola secara 
tepat waktu dan tepat gu a yang didukund �engan bukti administrasi yang 
dapat dipertanggungjawab i 

Yang dirnaksud dengan "efisien" adalal. pencapaian keluaran yang 
maksimum dengan masu an tertentu ataj penggunaan masukan terendah 
untuk mencapai keluaran ertentu. 

I Yang dimaksud dengan "ekonomis" adal , perolehan masukan dengan 
I kualitas dan kuantitas te ntu pada tingka arga yang terendah. 

Yang dirnaksud dengan " fektif' adalah 

pj 

: capaian hasil program dengan 
sasaran yang telah diteta kan yaitu deng . cara membandingkan keluaran 
dengan hasil. 

Yang dirnaksud dengan transparan" ad ah prinsip keterbukaan yang 
. I I 

memungkinkan masyar t untuk menge ui dan mendapatkan akses 
informasi seluas-luasnya te tang Keuangan D 'erah. 

Y ang dimaksud dengan " 

ertanggungja=bf 
: 
adalah perwujudan kewajiban 

seseorang atau satuan kerj untuk mempe ggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber day dan pelaksana I kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka p ncapaian tujuan f g telah ditetapkan. 

I 
Yang dimaksud dengan "keadilan" ad ah keseirnbangan distribusi 
kewenangan dan pendana 

Yang dirnaksud dengan "k patutan" dakan atau suatu sikap yang 
dilakukan dengan wajar d proporsional. 
Yang dirnaksud dengan "m faat untuk mas I akat" adalah Keuangan Daerah 

11' diutamakan untuk pemenu an kebutuhan masyarakat. 

Yang dirnaksud dengan "ta t pada ketentu� 

�eraturan 

perundang-undangan" 
adalah pengelolaan keu gan daerah ha: s sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-und 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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' . 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 
Pasal 4: 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
Ayat (4) 
Cukupjelas 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "koo dinator" adalah 
Sekretaris Daerah memban Kepala Daerah 
mengkoordinasikan penyelen araan Urusan 
Pengelolaan Keuangan Daer 

' terkait dengan peran dan fungsi 
alam menyusun kebijakan dan 
emerintahan Daerah termasuk 

Huruf b : Cukup jelas 
Huruf c: Cukup Jelas 
Ayat (5) 
Cukupjelas 
Ayat (6) 
Cukupjelas 
Pasal 5 
Cukupjelas 
Pasal 6 
Cukupjelas 

'· Pasal 7: 
Ayat (1): cukup jelas 
Ayat (2): 

Huruf a : Cukup jelas 
Huruf b : Cukup Jelas 
Huruf c : Cukup Jelas 
Huruf d : Cukup Jelas 
Huruf e : Cukup Jelas 

Kewenangan pemungutan 
SKPKD sesuai dengan ketent 
Huruf f: Cukup Jelas 
Huruf g : Cukup Jelas 
Hurufh: Cukup Jelas 
Huruf i : Cukup Jelas 

ajak daerah dap 1t dipisahkan dari 
I I an peraturan per ndang-undangan. 

I 
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Huruf j : Cukup Jelas 
Pasal 8 
Ayat (1): cukupjelas 
Ayat (2): cukupjelas 
Ayat (3): 
Huruf a: Cukup Jelas 
Hurufb: Cukup Jelas 
Huruf c : Cukup Jelas 
Huruf d: Cukup Jelas 
Huruf e : Cukup Jelas 
Huruf f: Cukup Jelas 
Huruf g : Cukup Jelas 
Huruf h : Cukup Jelas 
Huruf i : Cukup Jelas 

Yang dimaksud deng 
nama Pemerintah Daerah" 
Daerah bukan kebijakan Pe 

Hurufj : Cukup Jelas 
Hurufk: Cukup Jelas 
Ayat (4) : Cukup Jelas 
Pasal 9 
Cukupjelas 
Pasal 10: 
Ayat (1): 
Huruf a: Cukup Jelas 
Huruf b : Cukup Jelas 
Huruf c : Cukup Jelas 
Huruf d: Cukup Jelas 
Huruf e : Cukup Jelas 
Huruf f: Cukup Jelas 
Huruf g : Cukup Jelas 
Huruf h : Cukup Jelas 

' I "melaksanakan 'emberian Pinjaman Daerah atas 
dalah hanya terk it eksekusi Pemberian Pinjaman 

I 
berian Pinjaman aerah. 

i 

I 
Yang dimaksud dengan " engelola Utang dap Piutang Daerah yang menjadi 
tanggungjawab SKPD yang d pimpinnya" adal J I· sebagai akibat yang ditimbulkan 
dari pelaksanaan DPA SKPD. 

Hurufj: Cukup Jelas 
Huruf k : Cukup Jelas 
Huruf 1 : Cukup Jelas 
Huruf m: Cukup Jelas 
Huruf n : Cukup Jelas 
Ayat (2): cukupjelas 
Pasal 11 
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' 
I 

"PA/KPA d b melaksanakan kegiatan 
D /Unit SKPD l lelaku PPTK" adalah PA/KPA 
atasan langsu , ' pejabat yang bersangkutan. 

I 

Yang dinlaksud deng 
menetapkan pejabat pada S 
menetapkan PPTK melalui usul 
Ayat (2): i 

Yang dimaksud dengan 'membantu tugas 1adalah tugas yang ditentukan 
oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan 1 indakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban angg an belanja yan , melaksanakan anggaran SKPD 
yang dipimpinnya, yaitu : 

Ayat (1): 
Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" te asuk unit pelaksana tekhnis 

daerah. 
Ayat (2): cukup jelas 
Ayat (3): cukup jelas 
Ayat (4): cukupjelas 
Ayat (5): cukup jelas 
Pasal 12 
Ayat (1): 

mengendalikan pelaksanaan k giatan; 
melaporkan perkembangan pel sanaan kegiat,j 
menyiapkan dokumen dal rangka pelak maan anggaran dan beban 
pengeluaran pelaksanaan kegi tan; dan I j 

melaksanakan kegiatan pen adaan barang/j sa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undang yang mengatur 1 1ngadaan barang/jasa. 
Ayat (3) : Cukup jelas 
Pasal 13 
Cukupjelas 
Pasal 14 
Cukupjelas 

' l Pasal 15 
Cukupjelas 
Pasal 16 
Cukupjelas 
Pasal 17 
Cukupjelas 
Pasal 18 
Cukupjelas 
Pasal 19 
Cukupjelas 
Pasal 20 
Cukupjelas 
Pasal 21 
Cukupjelas 
Pasal 22 
Cukupjelas 
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Pasal 23 
Cukupjelas 
Pasal 24: 
Ayat (1): cukup jelas 
Ayat (2): cukup jelas 
Ayat (3): 

I 
Yang dimaksud dengan fungsi otorisasi" alah anggaran daerah menjadi 

dasar untuk melaksanakan pe dapatan dan bel Ua pada tahun berkenan. 

pedoman bagi manajemen dala merencanakan egiatan pada tahun berkenan. 

Yang dimaksud dengan "fungi pengawasan" adalah anggaran daerah menjadi 
pedoman untuk menilai ap kegiatan pen1,l1Jenggaraan pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan yang elah ditetapkan. 
Yang dimaksud dengan "f ngsi alokasi" adalah anggaran daerah harus 

diarahkan untuk menciptak lapangan kerjd}imegurangi pengangguran dan 
pemborosan sumber daya serta meriingkatkan efisiensi dan efektivitas 
perekonomian. 

! 
si distribusi" ad .ah kebijakn anggaran daerah 
ilan dan kepatu 1 

: • 

b·1· ." I : . tah d ah . di sta rnsasi angg tan pemenn aer menja 1 

mengupayak I keseimbangan fundamental 

Yang dimaksud dengan "fun 
harus memperhatikan rasa ke 

Yang dimaksud dengan "fungs 
alat untuk memelihara d 
perekonomian daerah. 
Ayat (4) : Cukup jelas 
Pasal 25: 
Ayat (1): cukup jelas 
Ayat (2): cukup jelas 
Ayat (3): cukupjelas 
Ayat (4): cukup jelas 
Ayat (5): cukup jelas 
Ayat (6): cukup jelas 
Ayat (7): 
Yang dimaksud dengan "dian arkan secara br to" adalah jumlah pendapatan 
daerah yang dianggarkan tid boleh dikurangi I engan belanja yang digunakan 
dalam rangka menghasilkan endapatan terseb 

1t dan/atau dikurangi dengan 
bagian Pemerintah Pusat/Daer lain dalam ran 1 'a bagi hasil. 
Pasal 26 
Cukupjelas 
Pasal 27: cukupjelas 
Pasal 28 
Ayat (1): cukup jelas 

81 



Yang dimaksud dengan" kuitas" adalah s lisih antara aset lancar dengan 
kewajiban jangka pendek. 
Ayat (2): cukupjelas 
Ayat (3): cukupjelas 
Pasal 29 
Cukupjelas 
Pasal 30 
Cukupjelas 
Pasal 31 
Cukupjelas 
Pasal 32 
Cukupjelas 
Pasal 33: 
Ayat (1) : Cukup jelas 
Ayat(2): 
Hurufa: 
Cukup jelas I 

Hurufb j 

Yang dimaksud dengan "p iak bumi dan angunan" adalah pajak yang 
dikenakan atas bumi dan/a u bangunan y I k dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan di kawasan y g digunakan unttjk kegiatan usaha, antara lain 
perkebunan, perhutanan, dan ertambangan se� 'ai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Huruf c : Cukup Jelas 
Ayat (3) : Cukup jelas 
Pasal 34 
Cukupjelas 
Pasal 35 
Cukupjelas 
Pasal 36 
Cukupjelas 
Pasal 37 . 
Hurufa ' 
Hibah baik dalam bentuk d visa, rupiah, 

barkg, 
dan/ atau 

tenaga ahli dan pelatihan yan tidak perlu dibay1 ' kembali. 
Huruf b : Cukup jelas 
Huruf c : Cukup jelas. 

jasa, terrnasuk 

Pasal 38 
Hibah terrnasuk sumbangan 
tidak berdasarkan perhitung 
pengeluaran atau pengurang 
serta tidak menyebabkan ekon 
Pasal39 

. 
I 

DAD pihak keti l; sejenis yang tidak mengikat, 
tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi 
kewajiban kep Ida penerima maupun pemberi 

mi biaya tinggi. 
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Cukupjelas 
Pasal 40 
Cukupjelas 
Pasal 41 
Cukupjelas 
Pasal 42: 
Yang dimaksud dengan "alo 
perundang-undangan antara 
pendidikan, anggaran kesehat 

si belanja" sesu · dengan ketentuan peraturan 
lain besaran �okasi belanja untuk fungsi 
, dan insfrastru� ur. 

Pasal 43: 
Ayat (1) : Cukup Jelas 

I ;aerah dapat memperhatikan 

· 1 

I 
I 

masing-masing 
di suatu Daer 

I 
I 

I 
ar harga satu 'regional" adalah harga satuan 

dengan mempe timbangkan tingkat kemahalan 

I 

Ayat (2) : Cukup Jelas. 

Ayat (3) : 
Yang dimaksud dengan "stan 
barang dan jasa yang ditetap 
regional. 
Ayat(4): 
Standar harga satuan pada 
tingkat kemahalan yang berl 
Ayat(S) : Cukup jelas 
Ayat(6) : Cukup jelas 
Ayat(7) : Cukup jelas 
Pasal 44 
Cukupjelas 
Pasal 45 
Cukupjelas 
Pasal 46 
Cukupjelas 
Pasal 47: 
Ayat (1) : 
Huruf a : Cukup jelas 
Hurufb: 
Yang dimaksud dengan "belanj modal" antara 1 in berupa belanja modal tanah, 
belanja modal peralatan dan mesin, belanja J 

' odal gedung dan bangunan, 
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan as jtetap lainnya. 
Huruf c : Cukup jelas 
Huruf d : Cukup jelas 

Ayat (2) : Cukup jelas 

Ayat (3) : Cukup jelas 
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Ayat (4) : Cukup jelas 
Ayat(5) : Cukup jelas. 

Pasal 48: 

Ayat (1) 

Hurufb 

Hurufe 

Hurufc 
Cukupjelas 

Cukupjelas 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "b lanja pegawai" tara lain berupa gaji dan 

I 
tunjangan,tambahan pengha ilan Pegawai AS' , belanja penerimaan lainnya 

I 
pimpinan dan anggota DPRD erta Kepala Daer /Wakil Kepala Daerah, insentif 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

j 

I 
I 
I 
' I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

( 

Cukupjelas 

Huruff 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 
Pasal 49 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
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Cukupjelas 
Ayat (3) 

I 

Ayat (2) I 
Yang dimaksud dengan "Pega ai ASN" adalah rofesi bagi pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah den an perjanjian ke !·a yang bekerja pada instansi 
pemerintah. I 

I 

I 

i 



embahasan KUA. 
I 
I 

kan tempat be · gas diberikan kepada Pegawai 
tugasnya ber 1 '.a di Daerah memiliki tingkat 

encil. 

, kan be ban kerja iberikan kepada Pengawal ASN 
k menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui 

Pasal 50 
Ayat (1) 
Persetujuan DPRD dilakukan b rsamaan dengan 

Tambahan penghasilan berdas 
ASN yang dalam melaksanakan 
kesulitan tinggi dan Daerah te 

' I 
I 

Tambahan penghasilan berdas kan kondisi kerj lctiberikan kepada Pegawai ASN 
yang dalam melaksanakn tuga nya berada pada · gkungan kerja yang memiliki 
resiko tinggi. 

' 

Tambahan penghasilan berd sarkan kelangkf I profesi diberikan kepada 
Pegawai ASN yang dalam men emban tugas me r , iki keterampilan khusus dan 

' langka. : 
I 
I 

Tambahan penghasilan berda arkan prestasi 1: rja diberikan kepada Pegawai 
ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi danJ tau inovasi. 

T b h h ·1 b d k . b I i bi ktif 1 . dib ik am a an peng asi an er a ar an pertim an o �e amnya 1 er an 
kepada Pegawai ASN sepanj g diamanatk oleh Peraturan perundang- 
undangan. 

Ayat (2) 
Tambahn penghasilan berda 
yang dibebani pekerjaan 
beban kerja normal. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "belania barang dan jasa" antara lain berupa belanja 
barang pakai habis, bahan/ aterial, jasa kan��r, jasa asuransi, perawatan I I 

kendaraan bermotor, cetak/p nggandaan, sew , rumah/gedung/parker, sewa 
sarana mobilitas, sewa alat erat,sewa perlen' kapan dan peralatan kantor, 
makanan dan minuman, pakai dinas dan a� 'utnya, pakaian kerja, pakaian 
khusus dan hari-hari tertentu, erjalanan dina�'.I I erjalanan dinas pindah tugas, 
pemulangan pegawai, pemelih aan, jasa konsul ii, jasa ketersediaan pelayanan 
(availability payment), lain-lain engadaan baran jasa, belanja barang dan/atau 
jasa yang dijual kepada masy akat atau pihak I etiga,belanja pemberian uang 
yang diberikan kepada pihak ke lga.Zmasyarakat. I 

I 
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Yang dimaksud dengan "bar g/jasa yang ak 
masyarakat/pihak ketiga" ad ah barang/jasa 
Sasaran prioritas Daerah yang ercantum dalam 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

diserahkan atau dijual kepada 
I kai d . g ter rut engan pencapaian 
PJMD. 

Pasal 52 j 

Yang dimaksud dengan" belan a bunga" antara 1 .· berupa belanja bunga utang 
pinjaman dan belanja bunga u g obligasi. ; 
Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Ayat (1) 
Pemberian hibah didasarkan atas usulan 
Kepala Daerah. 

i 
I 

tert Iis yang disampaikan kepada 

' 
Pemberian hibahjuga berupa pemberian bantu :keuangan kepada partai politik 
yang mendapatkan kursi di D RD provinsi dan IDPRD kota/kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan -undangan. I 

i 

Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat(l) I 
Yang dimaksud dengan "belanj modal" antara 1 ·1 berupa belanja modal tanah, 
belanja modal peralatan dan esin,belanja mod!, gedung dan bangunan,belanja 

I 

modal jlan, irigasi dan jaringan asset tetap lainn ' 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 55 



Pasal 58 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "tu uan tertentu 1 nnya" adalah dalam rangka 
memberikan manfaat bagi pem eri dan/atau pe 1 �a bantuan keuangan. 

I 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasal 59 
Ayat (1) 
Keperluan mendesak sesuai 
Daerah sebagaimana dimaksu 
tentang Keuangan Negara. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

I 
I 

engan karakteris 
1

·k masing-masing Pemerintah 
dalam UndangJ ndang Nomor 17 Tahun 2003 
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Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Ayat(l) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan bukti penerima 

jual beli, nota kredit, dan doku en sejenis lainn 
Pasal 66 
Cukup jelas. 

I 
I r seperto dokumen lelang, akta 
I 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 

i 
I 
isih kurang antara Pendapatan 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan"surpl s APBD" adalah 

1

elisih lebih antara Pendapatan 
I 

Daerah dan Belanja Daerah. 

Yang dimaksud dengan"defici APBD" adalah s 
Daerah dan Belanja Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 75 
Hurufa 

Yang d:itnaksud deng 
tempo" adalah pembayaran p 
dalam pengeluaran Pembiay 

Huruf 
b 
Cukupjelas 

Hurufc 
Cukupjelas 

Hurufe 
Cukupjelas 
Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

"pembayaran ci ilan pokok Utang yang jatuh 
kok utang yang , 1elum cukup tersedia anggaran 

. d I ... sesuai engan p anjian. 

I 
I 

Ayat (2) 
Pedoman penyusunan APBD tara lain memuat 
Kebijakan penyusunan APBD 
Teknik penyusunan APBD; dan 
Hal khusus lainnya. 

Ayat (3) 
Hurufa 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 
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Hurufc 
Cukupjelas 

Hurufd 
Cukupjelas 

Hurufe 
Cukupjelas 

Huruff 
Strategi pencapaian memuat 1 gkah konkret d.a11 11 u11 mencapai target. 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 80 
Cukupjelas 

i 
I 

Pasal 81 I 
Kepala daerah meny paikan Rane I gan Perda tentang APBD 

berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan 1 1engacu pada RKPD, rancangan 
KUA, dan rancangan PPAS y g disusun oleh Kd ala Daerah. 

' Pasal 82 I 
Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Hurufa 
Kegiatan Tahun Jamak pada P ogram yang terc 

' I 
I 
I 
I tum dalam RPJMD. 
' 

Hurufb 
Yang dimaksud deng : pekerjaan a s pelaksanaan Kegiatan yang 

I 
menurut sifatnya harus teta berlangsung p a pergantian tahun anggaran 
"antara lain benih/bibit, � 

1nghijauan,pelayanan perintis 
laut/udara,makanan dan oba di rumah sakit, elayanan pembuangan sampah, 

I 

dan pengadaan jasa pelayan kebersihan ( cleaii }1.g service). 
I 

I 
Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 
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Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 83 
Ayat (1) 

Untuk kesinambungan penyusunan RKA S D, kepala mengevaluasi hasil 
pelaksanaan program dan ke atan 2 (dua) tahtl I anggaran sebelumnya sampai 
dengan semester pertama tahu anggaran berja11,. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 84 
Cukupjelas 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Penyusunan RKA SKPD engan pendeka Kerangka Pengeluaran Jangka 
I Menengah dilakukan secara be ap disesuaik .dengan kebutuhan. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 
Pasal 86 
Cukupjelas 

Pasal 87 
Cukupjelas 

Pasal 88 
Cukupjelas 
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Pasal 89 
Cukupjelas 

Pasal 90 
Cukupjelas 

Pasal 91 
Cukupjelas 

Pasal 92 
Rancangan Perda ten 

Sasaran capaian Kinerja d 
Kegiatan. 

Pasal 93 
Cukupjelas 

Pasal 94 
Yang dimaksud dengan 

nota keuangan, RKPD.KUA d 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 
pagu jumlah pengeluaran AP 
sebelumnya. 

I 
I 
I 

g APBD memuat linformasi Kinerja berdasarkan 
I 

indicator Kinerj I masing-masing Program dan 

penjelasan dan d kumen pendukung" antara lain 
PPAS. 

angka APBD tahu anggaran sebelumnya" adalah 
D yang ditetapkJ , dalm perubahan APBD tahun 

I 

Yang dimaksud dengan belanja yang ber ifat mengikat" adalah belanja 
yang dibutuhkan secara terns enerus dan h 1 � 

dialokasikan oleh Pemerintah 
Daerah dengan jumlah yang c kup untuk kepe' uan setiap bulan dalam tahun 
anggaran berkenan, seperti bel da pegawai, dan elanja barang dan jasa. 

I 
' 

Yang dimaksud dengan" · elanja yang bers at wajib" adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan oe enuhan pendan 1 1 Pelayanan Dasar masyarakat 
antara lain pendidikan,kese 1 1 kewajiban kepada pihak 
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ketiga,kewajiban pembayaran 
tempo,dan kewajiban Jainny 
undangan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Ayat(l) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

okok pinjaman, 
sesuai dengan 

nga pinjaman yang telah jatuh 
I etentuan peraturanperundang- 
1 

Ayat (3) 
Yang dimaksud deng " menguji kes suaian" adalh untuk menilai 

kesusaian Program dalam ran, angan Perda ten, : g APED dengan Perda ten tang 
RPJMD dan menilai pertimb gan yang digun an dalam menentukan Kegiatan 
yang ada dalam RKPD,KUA!A,dan PPAS, seha menilai konsistensi antara 

I rancangan Perda tentang APB, dengan KUA dan PPAS. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Dae yang tidak dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, antara lain sum ¢r penerimaan yang bersal dan 
Pembiyaan pinjaman dan/ata hibah luar nege : tidak harus dibukukan dalam 
Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan dokumen lain y g dipersamakan dengan SPD" 

antara lain keputusan tentang pengangkatan pe1 
awai. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ayat (1) 

I 
Yang dimaksud dengan "bank umum y g sehat"adalah bank umum di 

Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan � tentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur me genai perbankan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 
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Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Ayat(l) 

Yang dimaksud deng 
dilakukan pada bank umu 
ketentuan peraturan perund 
dan tidak melampaui tahun 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

"mendepositok 
di Indonesia y 

g-undangan yan 
ggaran berkenan, 

" adalah penempatan deposito 
· g aman/ sehat sesuai dengan 
.mengatur mengenai perbankan 

Ayat (2) 
rencana penerimaan d a hanya diberl ukan bagi SKPD yang memiliki 

tugas dan fungsi pendapatan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 
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Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Penerima Daer .yang sifatnya berulang" adalah 
penerimaan yang setiap tah n rutin dianggar .an, seperti pendapatan pajak, 
pendapat retribusi, dan lainny 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Penerimaan Dael; yang sifatnya tidak berulang" 

adalah penerima yang tidak setiap tahun �i : ggarkan, seperti pendapatan 
tuntutan ganti rugi, pendapa an penjualan ke ayaan daerah yang dipisahkan, 
dan lainnya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Cukup jelas. 
Pasal 128 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Cukup jelas. 
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Pasal 132 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Yang dimaksud de gan 

membayarkan dari PA/KPA 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas. 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

' 
"perintah : pembayaran"adalah 
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Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Ayat (1) 

Yang dimaksud deng 
yang akan direalisir dalam 6(e 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Ayat(l) 
Cukup jelas. 

"prognosis"adal : prakiraan dan penjelasannya 
am) bulan berikJ '. ya berdasarkan realisasi. 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 'lebih besar dari f0/o (lima ;puluh persen)" adalah 

batas persentase minimal seli ih (gap) kenaik antara pendapatan dan belanja 
dalamAPBD 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Cukup jelas. 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Cukup jelas. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 159 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

I 
I 
I 
I 

I 
Pasal 160 . " . 

I 
Yang drmaksud dengan penjelasan dan d kumen pendukung" antara lain 

nota keuangan, perubahan R PD, dan perubah I KUA dan PPAS. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 

Pasal 162 
Cukup jelas. 
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Pasal 163 
Cukup jelas. 

Pasal 164 
Cukup jelas. 

Pasal 165 
Cukup jelas. 

Pasal 166 
Cukup jelas. 

Pasal 167 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 

I 

Yang dimaksud dengan "laporan realisasi 'anggaran" adalah laporan yang 
menggambarkan perbanding antara anggar ' dengan realisasinya dalam 1 
(satu) periode pelaporan ses ai struktur APB1T jyang diklasifikasikan ke dalam 
kelompok, jenis, objek dan rin ian objek pendap tan, belanja dan Pembiayaan. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Huruff 
Cukup jelas. 

Hurufg 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 168 
Cukup jelas. 
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Pasal 169 
Cukup jelas. 

Pasal 170 
Cukup jelas. 

Pasal 171 
Cukup jelas. 

Pasal 172 
Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup jelas. 

Pasal 175 
Cukup jelas. 

Pasal 176 
Cukup jelas. 

Pasal 177 
Cukup jelas. 

Pasal 178 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 
I 

Investasi dilakukan epanjang memb1 ii manfaat bagi peningkatan 
Pendapatan Daerah, penin atan kesejahte aan masyarakat, peningkatan 
pelayanan masyarakat, dan/ a au tidak menggan likuiditas Keuangan Daerah. 

Pasal 181 
Cukup jelas. 

Pasal 182 
Cukup jelas. 
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Pasal 183 
Cukup jelas. 

Pasal 184 

I 
' 
I 

"dana khusus 
luntuk 

meningkatkan ekonomi 
syarakat" antara ain dana bergulir, usaha mikro, 

perumahan. I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 

Pasal 185 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Yang dimaksud denga 

dan/atau layanan kepada m 
kecil, menengah, dan tabung 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufa I 
Yang dimaksud dengan "penyediaan bar g dan/atau jasa layanan umum" 

antara lain rumah sakit daer , penyelenggara I pendidikan, pelayanan lisensi 
dan dokumen, penyelenggar jasa penyiaf . publik, dan pelayanan jasa 
penelitian dan pengujian. 

Pasal 186 
Cukup jelas. 

Pasal 187 
Cukup jelas. 

Pasal 188 
Cukup jelas. 

Pasal 189 
Cukup jelas. 

Pasal 190 
Cukup jelas. 

Pasal 191 
Cukup jelas. 

Pasal 192 
Cukup jelas. 

Pasal 193 
Cukup jelas. 
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Pasal 194 
Cukup jelas. 

Pasal 195 
Cukup jelas. 

Pasal 196 
Cukup jelas. 

Pasal 197 
Cukup jelas. 

Pasal 198 
Cukup jelas. 

Pasal 199 \_) 
Cukup jelas. 

Pasal 200 
Cukup jelas. 

Pasal 201 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAE H KOTA BAUB NOMOR 2 
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I 

AUKOTABA�V 
PR.ltiVlll'rSI SULAWESI TEJN'QGAB A 

1· 

RAN DAERAH KOi .A BAUBAU 

OMOR: ;J. TAHUN . 023 

TENT ANG 

PENGE OLAAN KEUANG N DAERAH 

MAT TUHAN 
Y�NG 

MAHA ESA 

WALI KOTA 
BAU�� I, 

a. bahwa dal rangka penyel nggaraan pemerintahan daerah, 
Pemerin Kota Baubau m1 1 iliki tugas dan tanggung jawab 
untuk me gatur dan mengu us sendiri urusan pemerintahan I , 
daerah mefurut otonomi da.Ij' tugas pembantuan; 

b. bahwa unrk mewujudkan esejahteraan masyarakat melalui 
peningka� daya saing daet : denganmemperhatikan prinsip 

I I 
demokrasi, pemerataan, eadilan dalam sistem Negara 
Kesatuan epublik Indonesi , diperlukan sistem Pengelolaan 
Keuangan aerah; i I 

c. bahwa be dasarkan ketent an Pasal 3 huruf a Peraturan 
Menteri D am Negeri Nomof 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis P gelolaan Keuan 'an Daerah, peraturan daerah 
tentang engelolaan keJ '. gan daerah paling lambat 
ditetapkan tahun 2022; , . 

d. bahwa be dasarkan perti , angan sebagaimana dimaksud 
pada huru a dan huruf b, 1 aka perlu menetapkan Peraturan 

I 
Daerah te tang Pengelolaan ·euangan Daerah. 

Menimbang 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- · ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia ahun 1945; I · 

2. Undang-U dang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau au (Lembaran �f egara Republik Indonesia Tahun 
2001 No or 93, Tambah Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 4120); I ! 

3. Undang-U dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( mbaran Negara jiepublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24 , Tambahan Lenp. , aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 55 7), sebagaimana t, lah diubah beberapa kali terakhir 

I I 
dengan ndang-Undang �!)mor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubung Keuangan tara Pemerintah Pusat dan 

an Daerah (Le aran Negara Republik Indonesia 
2 Nomor 4, T ·�an Lembaran Negara Republik 
omor 6757); 
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BAB XV 
ENTUAN PENU ,t.Jp 

Pasal 199 

Daerah;' 

I 

i mulai berlaku, eraturan Daerah Kota Baubau 
g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

u Tahun 2009 N mor 3), dicabut dan dinyatakan 

e. pelaksanaan dan penat usahaan Keuang 
f. akuntansi dan pelapor ; dan 
g. pengadaan barang dan j sa 

Pada saat Peraturan Daerah · 
Nomor 3 Tahun 2009 ten 
(Lembaran Daerah Kota Baub 
tidak berlaku. 

Pasal 200 
Pada saat Peraturan Daerah · i mulai berlak I semua produk hukum daerah 
yang berkaitan dengan peng lolaan keuangan I <;Iaerah dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak berte , tangan atau belu diganti berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 201 

Peraturan Daerah ini mulai be laku pada tangg, diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahl inya, memerintaf kan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempa . nya dalam Lemb 1 

· an Daerah Kota Baubau 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 8 Juni 2023 
WALI KOTA BAUBAU, 

·._,, 

A ODE AHMAD MONIANSE 
Diundangkan di Kota Baub u 
pada tanggal, 19 Juni 2023 

Fj. SEKRETARIS DAERAH, 

UBAU TAHUN 2 23 NOMOR . � 
I 

LEMBARAN DAE 

I 
I 

NOREG PERATURAN DAE H KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (2/ 13/2 23). 
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I 
e. pelaksanaan dan penat usahaan Keuang Daerah; 
f. akuntansi dan pelapor ; dan 
g. pengadaan barang dan asa 

Pada saat Peraturan Daerah i 
Nomor 3 Tahun 2009 ten 
(Lembaran Daerah Kota Baub 
tidak berlaku. 

I 
BABXV I 

ENTUAN PENU: ,UP 

Pasal 199 
I 

i mulai berlaku, Peraturan Daerah Kata Baubau 
g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

u Tahun 2009 N inor 3), dicabut dan dinyatakan 
I 
I 

) 

Pasal 200 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlak semua produk hukum daerah 
yang berkaitan dengan peng lolaan keuanganl daerah dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak berte tangan atau belu ! diganti berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. i 

I 
Pasal 201 i 

Peraturan Daerah ini mulai be laku pada tangg 
ldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetah inya, memerinta 1 kan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempa nya dalam Lemb! :an Daerah Kata Baubau 

I 
I 

Ditetapkan di Baubau 
padatanggal, 8 Juni2023 
WAL! KOTA BAUBAU, 

A ODE AHMAD MONIANSE 
Diundangkan di Kata Baub u 
pada tanggal, 8 Juni 2023 

Fj. SEKRETARIS DAERAH, 

R 

LEMBARAN DAERAH KOTA B UBAU TAHUN 2 · · 3 NOMOR . :r. 

NOREG PERATURAN DAE H KOTA B 'BAU PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (2/13/20 3). 
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